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ABSTRAK 

Yoga Pratama, 21671053. Implementasi Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 04 Tahun 2015 tentang Program Nasional (PRONA) 

Tanah Ditinjau dari Maslahah Mursalah (Studi Kasus 

Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang). Fakultas 

Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. 

Email: Yoga58223@gmail.com 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan 

antara das sein dan das sollen, yaitu antara norma hukum yang 

mengatur dan norma hukum yang berlaku di masyarakat, 

khususnya dalam implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN 

Nomor 04 Tahun 2015 tentang Program Nasional (PRONA) 

Tanah dengan kondisi nyata di kehidupan masyarakat terkait 

kepemilikan tanah yang sah. Fokus penelitian ini adalah 

ketidakadaan sertifikat hak milik (SHM) atas lahan perkebunan 

masyarakat desa di Kecamatan Muara Pinang. Program Nasional 

Tanah ini bertujuan untuk mendorong masyarakat bersedia 

dilakukan pengukuran tanah agar diperoleh bukti otentik berupa 

sertifikat pertanahan guna menghindari sengketa batas dan status 

tanah. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan 

menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan fikih 

(fiqh approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

BPN Nomor 04 Tahun 2015 di Kecamatan Muara Pinang belum 

terealisasi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh 

ketidaksesuaian dengan target capaian sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 6 Ayat 1 Permen ATR/BPN tersebut. Dari perspektif 

maslahah mursalah, implementasi PRONA juga belum optimal. 

Faktor penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi peraturan, 

lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi 

pertanahan, terbatasnya kuota sertifikat yang didistribusikan 

kepada masyarakat, serta periodesasi program yang tidak sesuai 

dengan target yang ditetapkan. 

Kata Kunci: Implementasi, Program Nasional (PRONA), 

Maslahah Mursalah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  
  Program Nasional (Prona) merupakan salah satu bentuk 

kegiatan legalisasi dan administrasi dang aset pertanahan 

yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah hingga 

penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah yang 

diselenggarakan secara massal kepada masyarakat. Program 

nasional (Prona) dimulai sejak tahun 1981 yang telah diatur 

dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 189 Tahun 

1981 tentang proyek operasi nasional agraria. Sehingga pada 

keputusan tersebut penyelenggaraan prona dalam hal ini 

dilakukan oleh petugas BPN pada setiap wilayah bertugas 

guna memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai 

perwujudan tata tertib bidang pertanahan.1 

  Kegiatan prona pada prinsipnya merupakan kegiatan 

pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan secara 

terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat 

terutama bagi golongan ekonomi lemah dan sebagai 

penyelesaian secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah 

yang bersifat strategis. Adapun tujuan prona adalah 

memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan 

proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam 

rangka percepatan sertifikasi tanah diseluruh indonesia 

                                                             
1Erle Stanley Gardner, “Pelaksanaan PRONA Di Desa Sendang Asri 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.,” no. 5 (1960): 63–65. 



 

2 

 

dengan menyusur daerah desa miskin atau tertinggal, daerah 

pertanian subur dan berkembang, penyangga kota, pinggiran 

kota dan daerah pengembangan ekonomi rakyat.2 

  Prona juga merupakan salah satu wujud upaya 

pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat golongan ekonomi lemah dengan biaya 

penyelenggaraan prona seluruhnya dibebankan kepada 

APBN pada alokasi DIPA BPN RI.  Sedangkan biaya-biaya 

yang berkaitan dengan suatu alas hak alat bukti perolehan 

atau penguasaan tanah, patok-patok batas, materai dan 

BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab peserta Prona.3 

  Sehingga dalam menjawab persoalan yang terjadi pada 

masyarakat dalam mendapatkan hak kepemilikan tanah yang 

sah, pemerintah saat ini telah meregulasiakan pada peraturan 

menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan 

nasional nomor 04 tahun 2015 tentang program nasional 

(prona) tanah. Pemerintah indonesia mengeluarkan regulasi 

terkait penertiban tanah dalam peraturan menteri agraria dan 

tata ruang tentang proyek program nasional yang dahulunya 

telah diberlakukan oleh peraturan menteri dalam negeri tahun 

1981 tentang proyek program nasional dalam mengurusi 

sertifikasi tanah secara massal kepada masyarakat dalam 

                                                             
2 Arief Bekti Mardianto et al., “Pensertipikatan Hak Milik Atas 

Tanah". Judical review : Fungsi Larasita Dalam Sertifikasi Hak Milik Atas 

Tanah. (2013) : 1–10. 
3M. Oulis Eka Putra, (2020),  Analisis Pelaksanaan Proyek Operasi 

Nasional Agraria (Prona)Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung 

Balai Karimun Di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan 

Riau. (Skripsi , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau): 1–9.  
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perwujudan program penertiban bidang pertanahan 

(Agraria).4 

  Pada perspektif hukum konvensional persoalan Prona 

tanah tentunya telah tercantum dalam peraturan perundang-

undangan, sebagaimana Dasar hukum dari peraturan menteri 

agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasonal 

nomor 04 Tahun 2015 tentang program nasional (prona) 

diatur yang dalam pasal 19 undang-undang nomor 5 tahun 

1960 yang mengatur tentang peraturan dasar pokok-pokok 

agraria, dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh 

pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

republik indonesia. 

  Pada proses pendaftaran sistematis dilakukan 

pengukuran, perpetaan dan pembukuan, hak-hak atas tanah 

dan peralihan hak-hak tersebut dan pemberian surat tanda 

bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Sehingga,penentuan batas tanah tidak dapat dilakukan begitu 

saja, namun harus dilakukan oleh petugas badan pertanahan 

nasional (BPN) melakukan pengukuran dan pemetaan tanah 

                                                             
4Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 

“Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2015,” Pub. L. No. 4 Tahun 2015 (2015), 

https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/281/peraturan-menteri-agraria-dan-

tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-4-tahun-2015 
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secara terestrial atau fotogrametrik. Sehingga masyarakat 

seluruhnya mentaati peraturan atas hak kepemilikan tanah.5 

Program ini ditujukan untuk mendukung percepatan 

pendaftaran tanah di seluruh Indonesia sehingga terjamin hak 

kepastian hukum atas tanah tersebut. 

Adapun penentuan lokasi kegiatan Prona dilakukan di 

wilayah tertentu.6 diantaranya sebagai berikut:  

a. Daerah pertanian subur atau berkembang 

b. Desa miskin/tertinggal 

c. Daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah 

miskin kota 

d. Daerah pengembangan ekonomi rakyat 

e. Daerah lokasi bencana alam 

f. Daerah permukiman padat penduduk serta mempunyai 

potensi cukup besar untuk dikembangkan 

g. Daerah diluar sekeliling transmigrasi 

h. Daerah penyangga daerah Taman Nasional 

i. Daerah permukiman baru yang terkena pengembangan 

prasarana umum atau relokasi akibat bencana alam 

 

Adapun terdapat Tahapan-tahapan Pelaksanaan Prona. 7 

yang diantaranya sebagai berikut: 

                                                             
5Mikha.Ch.Kaunang., Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jurnal Lex Crime, 

5.No. 4 (2016), 68. 
6 Nanang Setyawan, “Penentuan Prioritas Lokasi Prona Program 

Magister Teknik Geodesi Dan Geomatika Bidang Pengutamaan Administrasi 

Pertanahan Studi Kasus, Kecamatan Purwanegara, And Kabupaten 

Banjarnegara " Institut Teknologi Bandung, (2008).14. 
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a. Penyerahan DIPA  

b. Penetapan Lokasi 

c. Penyuluhan 

d. Pengumpulan Data (Alat Bukti/Alas Hak, Penetapan 

Peserta) 

e. Pengukuran dan Pemetaan 

f. Pengumuman 

g. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data 

Yuridis (Penetapan Hak 

h. Penerbitan sertipikat/Pembukuan Hak  

i. Penyerahan sertipikat 

 

Pada kehidupan masyarakat pedesaan umumnya 

didominasi oleh sektor agraria khususnya, di daerah yang 

beriklim tropis dengan hampir setiap harinya mereka bekerja 

mengolah sumber daya alam berupa pertanian dan 

perkebunan. tak heran, jika masyarakat memiliki lahan 

perkebunan yang cukup luas dan lebar yang diperoleh dari 

hasil pemberian orang tua mereka dan dari nenek moyang 

mereka terdahulu. Sertifikasi pertanahan merupakan kegiatan 

pencatatan administratif tanda bukti hak atas tanah, suatu 

pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan 

tanah milik perseorangan atau bersama atau badan hukum 

                                                                                                                                      
7 Nanang Setyawan, “Penentuan Prioritas Lokasi Prona Program 

Magister Teknik Geodesi Dan Geomatika Bidang Pengutamaan Administrasi 

Pertanahan Studi Kasus, Kecamatan Purwanegara, And Kabupaten 

Banjarnegara " Institut Teknologi Bandung, (2008).16 
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yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus 

menjelaskan gambar ukuran dan batas-batas tanah tersebut.8 

Pada lahan perkebunan masyarakat penulis menjumpai 

bahwa batas wilayah-nya memilki patok batas sederhana, 

ujung-keujung tanah masyarakat hanya ditandai dengan satu 

tanaman atau jenis pohon tertentu sebagai alas batasnya. 

Sehingga, hal ini akan dikhawatirkan menimbulkan 

persoalan tanah kemudian hari, berupa bukti kepemilikan 

surat hak milik (SHM). Adanya sertifikat tersebut. 

Pensertifikatan tanah secara massal melalui prona 

dilaksanakan untuk menciptakan kepastian hukum atas 

bidang tanah di Indonesia,sehingga dapat dipastikan pula 

hak-hak dan status yang berkenaan dengan kepemilikan 

tanah. Persoalan tanah menjadi perhatian pemerintah, 

kebijakan regulasi kepala daerah untuk mengatasi 

permasalahan agraria, melansir pemberitaan yang sedang 

terjadi terhadap penyelesaian hak-hak dan status yang 

kepemilikan tanah oleh masyarakat di kabupaten empat 

lawang.  

Penegasan dari pemerintah terhadap penguasaan tanah 

milik masyarakat melalui program pendaftaran tanah 

sistematis lengkap (Ptsl) atau program nasional (prona), hal 

ini sekretaris daerah kabupaten empat lawanG dalam 

                                                             
8Noor Atikah,  Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti 

Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia, 

Journal Notary Law. 1, no. 3 (2022): 263–269  
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mengajak para warga untuk mengikuti program tersebut 

sebagai kepemilikan tanah yang sah.9 (Rri.co.id). 

  Menurut kantor pertanahan kabupaten empat lawang, 

sebanyak 8167 bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikat 

tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap 

(PTSL) kepada masyarakat Empat Lawang secara gratis 

(Rakyatempatlawang.Disway.Id) 10 . Melansir juga dari 

(Kompas.com.2022) program nasional pertanahan pertama 

kali direalisasikan oleh Presiden republik indonesia jokowi 

guna distribusi sertifikat tanah di seluruh wilayah indonesia 

hal ini, namun hal ini terjadi penghambatan karena terdapat 

penangkapan kepala bpn kabupaten empat lawang atas 

dugaan gratifikasi tanah  di kabupaten empat lawang11.  

  Sehingga dalam pengamatan awal penelitian ini, 

penulis melakukan Observasi Awal melalui wawancara 

singkat, dengan salah satu warga di desa kecamatan muara 

pinang. 

Wawancara warga desa muara pinang bapak irawan12  

                                                             
9 Rian Apridhani Diah Anggraini, (2023) “Sekda Empat Lawang 

Himbau Masyarakat Segera Buat Sertifikat Prona,” Diakses pada 13 maret 

2025, dari; https://www.rri.co.id/palembang/daerah/340113/sekda-

empatlawang-himbau-masyarakat-segera-buat-sertifikat-prona. 
10 Itdisway, “Daftar Desa Di Empat Lawang Yang Terdaftar Ikut 

Program Sertifikat Prona", Diakses pada 05 April 2023 

https://rakyatempatlawang.disway.id/read/641579/daftar-desa-di-empat-

lawang-yang-terdaftar-ikut-program-sertifikat-prona-2023/45. 
11 Robertus Belarminus Aji YK Putra, (2022) “Curangi Program 

Jokowi, Kepala BPN Empat Lawang Jadi Tersangka Dugaan Gratifikasi 

Tanah,” KOMPAS.Com /Regional, Diakses pada 05 April 2023, dari; 

https://regional.kompas.com/read/2022/02/26/114723178/curangi-program-
jokowi-kepala-bpn-empat-lawang-jadi-tersangka-dugaan?page=all. 

12Wawancara denagn bapak irawan warga desa muara pinang  

https://rakyatempatlawang.disway.id/listtag/9221/sertifikat
https://rakyatempatlawang.disway.id/listtag/37662/ptsl
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“Ao, dulu pernah nenghar kabar o kalu ado program 

prona kesak bupati masok dibadah kami nih ujo, amo 

ditanyo ado nedo sertifikat o tanah nih,katek sertifikat o 

umo kami ni, jakdi kami kecik lah kebesak bekeluargo 

dienjok ngan bapang ngan ndong lah katek o nendio a 

sertifikat o nih, jadi kami piker kalu nankanya kuday nak 

nguhros o plo kalu mahal upah o, jadi malek uji bupati 

tadi, bakal ado jemo ngukhogh jakdi bpn, man anu galak 

nak muat sertifikat prona tanah nih, syarat o cuma ktp 

Tulah cuman lom keruan sampai mak ini hasil o pedio 

tanah kami nih,nah lah duo tahun udem program ini nih 

dibadah kami nih nunggu keno.” 

 

Artinya :  

Ya, dulu pernah mendengar akan adanya program Prona 

dari bupati, dilakukan di tempat kami, kalau ditanya ada 

tidaknya sertifikat tanah,sepertinya tidak ada sertifikat 

kebun kami ini, dari kami anak-anak sampai dewasa 

hingga bekeluarga diberi oleh bapak dan ibu memang 

tidak ada sertifikatnya , jadi kami berpikir kalau untuk 

mengurusnya akan mahal biaya-nya, sehingga dari 

sampaian bupati tadi, bahwa akan ada petugas bpn untuk 

mengukur, katanya, yang berminat untuk mengikuti 

program sertifikasi prona tanah tersebut, syaratnya 

hanya menyertakan ktp,namun belum tahu hasilnya 

seperti apa, sudah 2 (tahun) ini kami menunggu hasilnya.” 

Ujar bapak Irawan 

 

Sehingga, dalam Observasi Awal yang penulis lakukan, 

penulis menemukan terdapat 6 (enam) warga yang 

mengalami Persoalan yang sama, diantaranya sebagai berikut; 

No. 
 

Nama 

 

Alamat 

1 
 

Eep 

Warga Desa Muara Pinang Baru, Kec. Muara 

Pinang,Kab, Empat lawang,Prov,Sumatera 

Selatan 

2 
 

Hardik 

Warga Desa Niur, Kec. Muara Pinang, 

Kab,Empat lawang, Prov,Sumatera Selatan 
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3 
 

Pawi 

Warga Desa Muara Pinang Baru, Kec. Muara 

Pinang, Kab,Empat lawang,Prov,Sumatera 

Selatan 

4 
 

Ripai 

Warga Desa Niur, Kec. Muara 

Pinang,Kab,Empat lawang,Prov,Sumatera 

Selatan m 

5 
 

Zan 

Warga Desa Niur, Kec. Muara Pinang, 

Kab,Empat lawang, Prov.Sumatera selatan. 

   

Pendistribusian sertifikat tanah wilayah sumatera 

selatan dilaksanakan sebanyak 130.000 telah dilakukan 

sertifikasi bidang pertanahan dengan capaian target 108%.13 

Hal ini tentunya, menjadi lagkah penyelesaian konflik agraria. 

Penggunaan lahan perkebunan di kecamatan muara pinang 

menjadi mata pencaharian tetap dang pertanian dan 

perkebunan, hal ini didukung oleh iklim yang ideal berciri 

tropis menjadi hal yang sangat mendukung terhadap 

pengolahan sumber daya alam. tak heran, jika masyarakat 

yang memiliki lahan perkebunan yang cukup luas.   

 

Pada tinjauan maslahah mursalah yang peneliti kaji, 

adalah dengan membahas pandangan agama islam dalam 

menghadapi persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat. 

hal ini, tentunya membawa dampak bagi masyarakat 

terhadap implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 

04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona). 

                                                             
13Sumber Laporan Data BPN Kanwil Sumatera Selatan bulan Oktober, 

2019 
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Maslahah mursalah merupakan ilmu yang mempelajari 

tentang suatu perbuatan yang menimbulkan kemaslahtan 

umat. atau yang dapat diartikan sesuatu yang baik dan buruk 

menurut akal selaras dengan tujuan syara melalui beberapa 

pertimbangan dalam mewujudkan kebaikan bagi manusia.  

Sehingga, Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa 

maslahah mursalah secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai 

salah satu alasan penetapan hukum. Islam mengakui adanya 

hak milik seseorang (individu) maupun kelompok atas segala 

sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini yaitu meliputi 

segala yang ada di bumi dan di langit yaitu termasuk tanah.14 

Adapun firman Allah SWT yang berkaitan tentang 

Prona15 Tanah dimaksudkan dalam Qs  Hud Ayat: 61 

 

نَْوَ  اَل كمَُْمِِّ َيٰق وْمَِاعْبدُوُاَاللّٰه َم  اهمَُْصٰلِحًاَۘق ال  ا خ  اِلٰىَث مُوْدَ 

َالْْ رْضَِ ن  ا كُمَْمِِّ َا نْش  َهوُ  ٗۗ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فيِْهَا فاَسْتغَْفِرُوْهُ اِلٰهٍَغ يْرُه 
جِيْبٌ  ا الِيَْهِِۗ انَِّ رَب يِْ قَرِيْبٌ مُّ  ثمَُّ توُْبوُْْٓ

Artinya : 

Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara 

mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, 

sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu 

selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) 

dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, 

                                                             
14 Luqmanul Hakiem Ajuna, “Maslahah Mursalah Implementasinya 

Pada Transaksi Ekonomi,” Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’Ah Dan 

Perbankan Islam, 4. no. 2 (2019): 170–92, 

https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001. 
15Qs.Hud Ayat: 61 Menciptakan Alam Beserta Isinya Atas Segala 

Sesuatu Yang Dia Kehendaki, Termasuk Dalam Mengolah Tanah Yang 

Bermanfaat Bagi Kepentingan Umat Manusia. 
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mohonlah ampunan kepada-Nya,kemudian bertobatlah 

kepada-Nya.Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi 

Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya)." Qs.Hud 

Ayat: 61 

 

Da.la.m a.ya .t-a.ya.t tersebut A.lla .h SWT mencipta .ka .n 

a.la.m beserta. isinya . a.ta.s sega.la. sesua.tu ya.ng dia. kehenda.ki, 

ma.kna. mencipta.ka.n terma.suk da.la.m mengola.h ta.na.h ya.ng 

berma.nfa.a.t ba.gi kepentinga.n uma.t ma.nusia.. 

A.da.pun terda.pa.t juga. da.la.m Ha.dits Riwa.ya .t Bukha.ri 

tenta.ng pengola.ha.n ta.na.h. 16 sebagai berikut:  

أرَْضًا مَيْتةَ فهَِيَ لهَمَنْ أحَْيىَ   

A.rtinya. : "Ba.ra.ngsia.pa. ya.ng tela .h Menghidupka .n 

Sebida.ng Ta.na.h Ma.ti, Ma.ka. Ta.na.h Itu A.da.la.h Ha.k 

Miliknya." (Hr. Bukha .ri da.n A.bu Da.ud) 

Sehingga, hal ini timbulnya . pertenta.nga.n Da.s Sein 

da.n Da.s Sollen a.nta.ra. norma. hukum ya.ng menga.tur da.n 

berla.ku di ma.sya.ra.ka.t a.nta.ra. Pera.tura.n Menteri A.TR/BPN 

Nomor 04 Ta.hun 2015 Tenta.ng Progra.m Na.siona.l (Prona.) 

denga.n kea.da.a.n sebena.rnya . di kehidupa.n ma.sya.ra.ka.t da.la .m 

kepemilika.n ta.na.h ya.ng sa.h. Sehingga., fokus penelitia.n ya.ng 

dika.ji a.da.la .h ketida.ka.da.a.nya. sertifika.t ha.k milik (SHM) 

                                                             
16 Herlinda, (2019) “Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam : 

Hadits riwayat Bukhari,” Tulisan Artikel Dari Universitas Brawijaya, Diakses 

pada Tanggal 05 April 2024, dikutip dalam link : 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=ht

tps://muslimah.htm.com. 
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terha.da.p la.ha.n pertanaha.n ma.sya.ra.ka.t desa. di keca.ma.ta.n 

mua.ra. pina.ng.  

Pada masa Rasulullah SAW dibolehkan dan bahkan 

diperintahkan untuk mengelola tanah yang mati dan terlantar 

untuk dimanfaatkan dan diolahnya menjadi lahan yang 

produktif sehingga dari pemanfaatan lahan mati tersebut 

standar umum kebutuhan materialnya bisa tercukupi. Dengan 

demikian, adalah orang yang memagari tanah mati bahwa 

memagari tanah sekaligus menghidupkannya adalah hanya 

berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Pernyataan 

Umar:  

“Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas 

tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) 

selama tiga tahun” 

Berda.sa.rka.n pernya.ta.a.n dia.ta.s, ma.ka. penulis sa.nga.t 

terta.rik untuk mela.kuka.n penelitia.n ya.ng berjudul 

Implementa .si Pera.tura.n Menteri A.gra.ria. Da.n Ta.ta. 

Rua.ng/Kepa.la. Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l Nomor 04 Ta.hun 

2015 Tenta.ng Progra .m Na.siona.l (Prona.) Ta.na.h Ditinja.u Da.ri 

Ma.sla.ha.h Mursa.la.h (Studi Ka.sus Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina .ng, 

Ka.bupa.ten Empa .t La.wa.ng). 

 

B. Batasan Masalah 

 Pa.da. penelitia.n ini penulis memba.ta.si Penelitia .nya . 

a.ga.r tida.k terla.lu melua.s ha.nya. memba.ha.s “implementa .si 

pera.tura.n menteri a .gra.ria. da.n ta.ta. rua.ng/kepa.la. ba.da .n 
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perta.na.ha.n na.siona.l nomor 04 Ta .hun 2015 tenta.ng progra.m 

na.siona.l (prona.) ta.na.h ditinja .u da.ri ma.sla.ha.h mursa.la.h (studi 

ka.sus keca.ma.ta.n mua.ra. pina.ng ka.bupa.ten empa.t la.wa.ng) 

ha.nya. di bebera.pa. desa., ya.ng dia.nta.ra.nya. meliputi: Desa . 

Mua.ra. Pina.ng Ba.ru, Lubuk Ta.njung, Ta.la.ng Ba.ru,Sa.pa. 

Pa.nja.ng,Belimbing dan Batu Junggul 

 

C. Rumusan Masalah 

   Berda.sa.rka.n la.ta.r bela.ka.ng ya.ng tela.h diura.ika.n di 

a.ta.s, ma.ka. penulis menga.mbil pokok perma .sa.la.ha.n seba.ga .i 

berikut:  

 

1. Ba.ga.ima.na. Implementa .si Pera.tura.n Menteri A.gra.ria. Da.n 

Ta.ta. Rua.ng/Kepa.la. Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l Nomor 04 

Ta.hun 2015 tenta.ng Progra.m Na.siona.l (Prona.) Ta.na.h di 

Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng, Ka.bupa.ten Empa.t la.wa.ng ? 

2. A.pa.ka.h Implementa .si Pera.tura.n Menteri A.gra.ria. Da .n 

Ta.ta. Rua.ng/Kepa.la. Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l Nomor 04 

Ta.hun 2015 Da.pa.t Memenuhi Prinsip-Prinsip Ma.sla.ha.h 

Mursa.la.h di Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng, Ka.bupa.ten Empa.t 

la.wa.ng? 

 

D.   Tujuan Penelitian 

A.da.pun berda.sa.rka.n ya.ng tela.h dirumuska.n di a.ta.s, 

ma.ka. tujua.n da.ri Penelitia.n ini, ya.itu seba.ga.i berikut : 
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1. Untuk mengeta.hui Implementa.si Pera.tura.n Menteri 

A.gra.ria. Da.n Ta.ta. Rua.ng/Kepa.la. Ba.da.n Perta.na.ha .n 

Na.siona.l Nomor 04 Ta.hun 2015 tenta.ng Progra.m 

Na.siona.l (Prona .) Ta.na.h di Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng, 

Ka.bupa.ten Empa .t La.wa.ng  

2. Untuk mengeta.hui Prinsip-prinsip ma.sla.ha.h mursa.la .h 

pa.da. pera.tura.n menteri a .gra.ria. da.n ta.ta. rua.ng/kepa.la . 

ba.da.n perta.na.ha.n na.siona.l nomor 04 Ta .hun 2015 di 

Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng, Ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng. 

E.  Manfaat Penelitian  

A.da.pun Penelitia.n ini na.ntinya .,diha.ra.pka.n da.pa.t 

memberika.n ma.nfa.a.t seba.ga.i berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Ha.sil Penelitia.n ya.ng dila.kuka.n na.ntinya., diha.ra.pka .n 

da.pa.t berma.nfa.a.t da.la.m pengemba.nga.n ilmu 

pengeta.hua.n pa.da. bida.ng ilmu hukum umumnya . da.n 

Hukum Ta.ta. Nega.ra. pa.da. khususnya .  

b. Da.pa.t dija.dika.n seba.ga.i pedoma.n da.la.m Penelitia .n 

ya.ng la.in ya.ng sesua.i denga.n bida.ng Penelitia .n ya.ng 

penulis teliti. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Seba.ga.i sa.la.h sa.tu sya.ra.t untuk memenuhi tuga .s a.khir 

stra.ta. S1 Jurusa.n Hukum Ta.ta. Nega.ra. (Siya.sa.h) Fa.kulta.s 

Sya.ri’a.h da.n Ekonomi Isla .m IA.IN Curup. 
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b. Diha.ra.pka.n da.pa.t memberika.n ma.suka.n kepa.da . 

pemerinta.h ka.bupa.ten empa.t la.wa.ng da.la.m memberika .n 

perlindunga.n kepa.stia.n hukum a.ta.s ha.k kepemilika .n 

ta.na.h. 

 

F.  Tinjauan Kajian Terdahulu 

1.  Penelitian Terdahulu  

   Penelitia.n terda.hulu merupa.ka.n sua.tu la.nda.sa.n 

a.ta.u menja.di sua.tu a.cua.n referensi dida .la.m mela.kuka .n 

Penelitia.n ya.ng memba .ntu penulis untuk mengeta.hui 

berba.ga.i ma.ca.m perma.sa.la.ha .n da.n pendeka.ta.n ya.ng a.da . 

dida.la.m sua.tu penelitia.n ya.ng dila.kuka.n. Na.mun, untuk 

menginda.ri kesa.ma .a.n denga.n penelitia.n sebelumnya ., 

penulis mela.kuka.n a.na.lisis pokok pemba .ha.sa.n ya.ng 

berbeda. pa.da. penelitia.n ya.ng diteliti. A.da.pun 

dia.nta.ra.nya. seba.ga.i berikut ; 

 

a. A.na.lisis pela.ksa.na.a.n proyek opera .si na.siona.l a.gra.ria . 

prona. pa.da. ka.ntor ba.da.n perta.na.ha.n na.siona.l ta.njung 

ba.la.i ka.rimun di keca .ma.ta.n buru ka.bupa.ten ka.rimun 

provinsi kepula .ua.n ria.u, Skripsi M.Oulis eka. Putra., 

Jurusa.n Ilmu A.dministra.si Nega.ra. Fa.kulta.s Ekonomi 

Da.n Ilmu Sosia .l Universita .s Isla.m Negeri Sulta .n 

Sya.rif Ka.sim Ria.u Peka.nba.ru, Ta.hun  2020, ya.ng 

menjela.ska.n Proyek Opera .si Na.siona.l A.gra.ria . 

(PRONA.) merupa.ka.n progra.m pensertifika .ta.n Ha.k 
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a.ta.s Ta.na.h seca.ra. gra.tis, Denga.n diselengga .ra.ka.nnya . 

progra.m ini diha.ra.pka.n a.ga.r ma.sya.ra.ka.t 

menda.pa.tka.n kepa.stia.n Hukum serta . tertib 

a.dministra.si da.la.m bida.ng perta.na.ha.n.17 

b. Penera.pa.n progra.m penda.fta.ra.n ta.na.h sistema.tis 

lengka.p (ptsl) ka .bupa.ten nga.da., Skripsi Muha.ma .d 

Heriya.nto Fa.kulta.s Ma.na.jemen Pemerinta .ha.n Institut 

Pemerinta.ha.n Da.la.m Negeri,Ta.hun 2022, ya.ng 

menjela.ska.n ba.hwa., Sertifika.t ta.na.h merupa.ka .n 

dokumen nega .ra. ya.ng da.pa.t dija.dika.n bukti 

kepemilika.n terha.da.p ha.k seseora.ng a.ta.s ta.na.h/la.ha .n 

ya.ng dikelua.rka.n oleh Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l. 

Progra.m Penda.fta.ra.n Ta.na.h Sistema.tis Lengka.p 

(PTSL) a.da.la.h sebua.h inova.si ya .ng dila.kuka.n oleh 

Menteri A.gra.ria. da.n Ta.ta. Rua.ng seba.ga.i upa.ya . 

percepa.ta.n penda.fta.ra.n ta.na.h da.n membentuk sua .tu 

peta. lengka.p da.la.m sua.tu wila.ya .h.18 

c. Pela.ksa.na.a.n Proyek Opera .si Na.siona.l A.gra.ria. Pa.da . 

Ka.ntor Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l Ka.bupa.ten 

Ma.muju, Skripsi Muna.wir A.rifin, Fa.kulta.s Ilmu 

Sosia.l Da.n Ilmu Pemerinta .ha.n,  Universita.s A.l 

                                                             
17 M.Oulis eka Putra, Analisis pelaksanaan proyek operasi nasional 

agraria prona pada kantor badan pertanahan nasional tanjung balai karimun 
di kecamatan buru kabupaten karimun provinsi kepulauan riau. Skripsi: 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,  (2020). 

18Muhamad Heriyanto, Penerapan program pendaftaran tanah sistematis 

lengkap (ptsl) kabupaten ngada. Skripsi: Fakultas Manajemen Pemerintahan 

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, (2022). 
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A.sya.ria .h Ma.nda.r, ya.ng menjela.ska.n ba.hwa . 

Pela.ksa.na.a.n Proyek Opera .si Na.siona.l A.gra.ria. pa.da . 

Ka.ntor Perta.na.ha.n Na.siona.l Ka.bupa.ten Ma.muju 

belum berja.la.n denga.n optima.l diseba.bka.n kura.ng 

proa.ktifnya. ma.sya.ra.ka.t untuk da.ta.ng la.ngsung 

keka.ntor perta.na.ha.n mena.ya.ka.n ha.l-ha.l a.pa. sa.ja . ya.ng 

menja.di persya.ra.ta.n untuk mengurus a .kta. ta.na.h19. 

d. Implementasi Program Prona bagi Masyarakat 

Ekonomi Lemah, 2019, Jurnal dari Musleh Herry 

Fakultas Syariah Universita.s Isla.m Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang, ya.ng menjela.ska.n ba.hwa., 

implementasi Penguatan Hak Atas Tanah Rakyat 

Melalui Akselerasi Program PRONA di Kantor 

Pertanahan Kabupaten dan Kota pada dasarnya sudah 

dilakukan secara rutin tiap tahun. Adapun tahapan 

schedule imlementatifnya melalui proses, persiapan, 

koordinasi/penetapan peserta PRONA, penyuluhan, 

pengukuran, pengumpulan data, pengumuman, 

penetapan Hak Atas Tanah, pembukuan hak, 

penerbitan sertipikat, dan penyerahan sertifikat  .20  

e. Perbandingan Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Melalui 

PRONA dan PTSL (Studi Kantor Pertanahan Kota 

                                                             
19Munawir Arifin, Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria Pada 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju. Skripsi : Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar 
20 Musleh Herry, Implementasi Program Prona bagi Masyarakat Ekonomi 

Lemah. Jurnal: Fakultas Syariah Universita.s Isla.m Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang,(2019) 
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Cirebon),2020 Jurnal dari Alnada Dewani dan Ana 

Silviana Fakultas Hukum, Universita.s Diponegoro, Kota 

Semarang, Jawa Tengah, ya.ng menjela.ska.n ba.hwa., 

mplementasi Penguatan Hak Atas Tanah Rakyat Melalui 

Akselerasi Program PRONA di Kantor Pertanahan 

Kabupaten dan Kota pada dasarnya sudah dilakukan secara 

rutin tiap tahun. Adapun tahapan schedule imlementatifnya 

melalui proses, persiapan, koordinasi/penetapan peserta, 

penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data, sertipikat, 

dan penyerahan sertifikat. 21 

 

  Sehingga., Penelitia.n ya.ng dila .kuka.n Penulis 

mengguna.ka.n tema. pemba.ha.sa.n ya.ng sa.ma. dila.kuka .n 

oleh Penulis terda .hulu sebelumnya .  Dari tahun 2019-

2022 sebelumnya, na.mun, untuk menginda .ri kesa.ma.a .n 

denga.n Penelitia .n sebelumnya . ma.ka. Penulis mela.kuka .n 

a.na.lisis pokok pemba .ha.sa.n ya.ng berbeda. pa.da . 

Penelitia.n ya.ng diteliti ya.itu Implementa .si Pera.tura.n 

Menteri A.gra.ria. Da.n Ta.ta. Rua.ng/Kepa.la. Ba.da .n 

Perta.na.ha.n Na.siona.l Nomor 04 Ta.hun 2015 Tenta.ng 

Progra.m Na.siona.l (Prona.) Ta.tna.h Ditinja .u Da.ri 

Ma.sla.ha.h Mursa.la.h (Studi Ka.sus Keca.ma.ta.n Mua.ra . 

Pina.ng, Ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng). 

 

                                                             
21 Alnada Dewani dan Ana Silviana, Implementasi Perbandingan Aspek 

Hukum Pendaftaran Tanah Melalui PRONA dan PTSL (Studi Kantor 

Pertanahan Kota Cirebon),2020. Jurnal: Fakultas Hukum Universita.s 

Diponegoro Kota Semarang, Jawa Tengah,(2020) 
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G.   Penjelasan Judul  

1. Implementasi  

Merupa.ka.n sa.ra.na. untuk mela .ksa.na.ka.n sesua.tu 

ya.ng akan menimbulka.n da.mpa.k terha.da.p sesua.tu ya.ng 

menjela.ska.n tenta.ng persoa.la.n norma .tif ya.ng bersumber 

pa.da. ketida.kjela.snya. spera.tura.n perunda .ng-unda.nga .n 

ya.ng berla.ku. Menurut pa.ka.r a.hli Muha.mma.d Joni 

implementa.si hukum ya.kni perla.ksa.na.a.n da.ri norma . 

hukum da.la.m ka.sus/ tinda.ka.n/ putusa.n, a.ta.u hukum da.la .m 

kea.da.a.n konkrit, menera .pka.n hukum da.ri la.w in book ke 

la.w in a.ction.22 

 

2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor  

     04 Tahun 2015 

Merupa.ka.n pera.tura.n ya .ng dibua.t oleh menteri 

A.gra.ria. Da.n Ta.ta. Rua.ng/Kepa.la. ba.da.n perta.na.ha .n 

na.siona.l ya .ng disetujui bersa .ma. DPR a.ta.s da.sa.r usula .n 

presiden da.la.m menja.min kepa.stia.n hukum sura .t ha.k 

milik ta.na.h. Sehingga., seba.ga.i da.sa.r ini presiden 

menginginka.n hilirisa.si kema.jua.n da.ri desa. ke kota.. ha .l 

inila.h, menteri a .gra.ria. mengelua .rka.n pera.tura.n ya.ng 

menga.tur tenta.ng perma.sa.la.ha.n ta.na.h ya.itu Permen 

                                                             
22Rizky Hadiatullah, “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Di 

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember,” BAB 2 Kajian Teori, no. 1 (2016): 

16–72, http://repository.unmuhjember.ac.id/884/. 
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A.gra.ria. Ta.ta. rua.ng/Kepa.la. ba.da.n perta.na.ha.n na.siona .l 

omor 04 ta.hun 2015.23
\ 

Da.sa.r hukum da.ri pera.tura.n menteri a .gra.ria. da .n 

ta.ta. rua.ng/kepa.la. ba.da.n perta.na.ha.n na.sona.l nomor 04 

Ta.hun 2015 tenta .ng progra.m na.siona.l (prona.) dia.tur 

da.la.m pa.sa.l 19 unda.ng-unda.ng nomor 5 ta.hun 1960 

tenta.ng pera.tura.n da.sa.r pokok-pokok a.gra.ria., da.la .m 

ra.ngka. menja.min kepa.stia.n hukum oleh pemerinta .h 

dia.da.ka.n penda.fta.ra.n ta.na.h di seluruh wila .ya.h republik 

Indonesia..24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

    Merupa.ka.n insta.nsi pemerinta .h da.la.m kegia.ta.n 

pengukura.n da.n pemeta.a.n ta.na.h di Indonesia . ya.ng 

bertuga. da.la.m penyusuna.n, peneta.pa.n kebija.ka.n bida.ng 

perta.na.ha.n, Perumusa .n da.n pela.ksa.na.a.n kebija.ka.n, 

penda.fta.ra.n da.n survei la .pa.nga.n, pengukura.n, hingga . 

penerbita.n di bida.ng perta.na.ha.n.Penentua.n ba.ta.s ta.na.h 

dila.kuka.n oleh petuga .s ba.da.n perta.na.ha.n (BPN) da.la .m 

mela.kuka.n pengukura.n da.n pemeta.a.n ta.na.h seca.ra . 

terestria.l a.ta.u fotogra.metrik. Sehingga . ma.sya.ra.ka.t 

                                                             
23Dian Juwita, “Efektivitas Program Prona Dalam Rangka Peningkatan 

Pelayanan Pensertifikasian Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Labuhan Batu,” Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora 3, no. 1 

(2018): 10–11. 
24  Lihat pa.sa.l 19 unda.ng-unda.ng nomor 5 ta.hun 1960 Tenta.ng 

Pera.tura.n Da.sa.r Pokok-Pokok Agra.ria 
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seluruhnya. menta.a.ti pera.tura.n hukum da.n norma. ya.ng a.da . 

serta. seba.ga.i perlindunga.n ma.sya.ra.ka.t a.ta.s ha.k 

kepemilika.n ta.na.h.25 

4. Prona ( Program Nasional ) 

   Merupa.ka.n kegia.ta.n lega.lisa.si a.set da.n 

a.dministra.si da.la.m bida.ng perta.na.ha.n ya.ng meliputi; 

a.djudika.si, penda.fta.ra.n ta.na.h sa.mpa.i penerbita.n 

sertifika.t/ta.nda. bukti ha.k a.ta.s ta.na.h da.n diselengga.ra.ka.n 

seca.ra. ma.ssa.l da.la.m ra.ngka. meningka.tka.n keseja.htera.a .n 

ma.sya.ra.ka.t. Peserta. prona. sendiri merupa.ka.n ma.sya.ra.ka.t 

ya.ng tergolong ekonomi lema .h untuk dila .kuka.n 

pengukura.n oleh petuga .s bpn denga.n bia .ya. dibeba.nka.n 

pa.da. A.PBN.26 

 

5. Tanah  

   Merupa.ka.n ca.mpura.n ba.gia.n-ba.gia.n ba.tua.n 

denga.n ma.teria.l serta. ba.ha.n orga.nik la.inya . ya.ng ha.ncur 

menja.di ha.lus ya.ng da.pa.t memba.ntu pertumbuha .n 

ta.na.ma.n.permuka.a.n bumi. Da.la.m ha.l ini, ta.na.h ya.ng 

dima.ksud a.da.la.h ta.na.h kebun ma.sya.ra.ka.t desa. keca.ma.ta.n 

mua.ra. pina.ng da.la.m ha.l penja.mina.n ha.k kepa.stia.n hukum 

da.ri kepemilika.n ta.na.h ya.ng dida.sa.rka.n pa.da. pengukura.n 

                                                             
25 Loc.it.,1 

26 Lihat Peraturan  Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  

Nomor 04 Tahun  2015 Tentang  Program Nasional (Prona) 
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ta.na.h terstukur oleh bpn empa .t la.wa.ng sa.mpa.i denga .n 

penerbita.n sertifika.t ta.na.h.27 

 

6. Maslahah Murslahah 

   Menurut lugha.t (fitologi) ma .sla.ha.h mursa.la.h. Ka.ta. 

ma.sla.ha.h bera.sa.l da.ri ka.ta. kerja. ba.ha.sa. a.ra.b َ ل ح   يصُْلحٍَُ –ص 

menja.di َ َ a.ta.u صُلْحًا ة صْل ح   ya.ng bera.rti sesua.tu ya.ngم 

menda.ta.ngka.n keba.ika.n. Ma.sla.ha.h mursa.la.h a.da.la.h 

sesua.tu ya.ng ba.ik menurut a .ka.l denga.n bebera.pa . 

pertimba.nga.n da.la.m mewujudka.n keba.ika.n da.n 

menghinda.ri keburuka.n ba.gi ma.nusia., dima.na. a.pa. ya.ng 

ba.ik menurut a.ka.l sela.ra.s denga.n tujua.n sya.ra.. Sehingga . 

Jumhur ula.ma . sepa.ka.t menya.ta.ka.n ba.hwa. ma.sla.ha.h 

mursa.la.h seca.ra. prinsipnya. da.pa.t dija.dika.n seba.ga.i sa.la.h 

sa.tu a.la.sa.n peneta.pa.n hukum.Isla .m menga.kui a.da.nya. ha.k 

milik seseora.ng (individu) ma .upun kelompok a.ta.s sega.la . 

sesua.tu ya.ng a.da. di da.la .m a.la.m semesta. ini ya .itu meliputi 

sega.la. ya.ng a.da. di bumi da.n di la.ngit ya.itu terma.suk 

ta.na.h.28 

 

H.  Metode Penelitian 

                                                             
27Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Jakarta: Djambatan,(2002), 

20. 
28Eva Nur Hopipah And Aah Tsamratul Fuadah, Kaidah Al-Yaqinu Laa 

Yuzaalu Bisyakkin : Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan Dengan Keraguan, 

Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam, 3 no.2 (2023):86. Juga 

dapat diunduh.https://doi.org/10.58572/hkm.v3i2.34?/ 

https://doi.org/10.58572/hkm.v3i2.34?/
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Metode penelitia.n hukum merupa.ka.n sua.tu proses 

a.na.lisa. ya.ng meliputi metode, sistema .tika. da.n pemikira .n 

tertentu ya.ng bertujua.n untuk mempela .ja.ri geja.la. hukum 

tertentu, kemudia .n mengusa.ha.ka.n pemeca.ha.n a.ta.s ma.sa.la.h 

ya.ng timbul. Sehingga . dibutuhka.n sua .tu metode Penelitia .n 

ya.ng tepa.t. Metode ini memba .ntu proses Penelitia .n sesua.i 

denga.n rumusa.n ma.sa.la .h ya.ng dika.ji serta. tujua.n Penelitia .n 

ya.ng a.ka.n dica.pa.i. Untuk itu Penulis mengguna .ka.n metode-

metode.29 Seba.ga.i berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitia.n ini merupa.ka.n jenis penelitia .n hukum 

yuridis empiris yaitu denga.n menga.na.lisis suatu 

penera.pa.n pera.tura.n perundang-undangan berlaku di 

kehidupan masyarakat yakni Peraturan menteri a.gra.ria . 

da.n ta.ta. rua.ng/kepa.la . ba.da.n perta.na.ha.n na.sona.l nomor 04 

Ta.hun 2015 tenta.ng progra.m na.siona.l (prona.) ta.na.h. 

Penelitia.n ini disebut juga. penelitia.n kualitatif (Penelitia.n 

la.pa.nga.n.) dima .na. Penulis menca.ri ta.hu ba.ga.ima.na . 

penera.pa.n da.ri sebua.h pera.tura.n ya.ng tela.h dia.tur denga.n 

kea.da.a.n ya.ng sebena.r-bena.rnya . di ma .sya.ra.ka.t.30  

Da.la.m ha.l ini penulis menca .ri ta.hu ba.ga.ima.na. 

Implementa.si pera.tura.n menteri a.gra.ria. da.n ta.ta. 

rua.ng/kepa.la. ba.da.n perta.na.ha .n na.siona.l nomor 04 Ta .hun 

                                                             
28Dimas Assyakurrohim et al., Metode Studi Kasus Dalam Penulisan 

Kualitatif, Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer , no. 01 (2023): 7. 
30 Bambang Waluyo, Penulisan Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar 

Grafika (2002) : 15. 
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2015 tenta.ng progra.m na.siona.l (prona.) ta.na.h ditinja.u da.ri 

ma.sla.ha.h mursa.la.h di keca.ma.ta.n mua.ra. pina.ng, 

Ka.bupa.ten Empa .t La.wa.ng. 

2. Sifat Penelitian  

   Penelitia.n ini bersifat deskriftif analisis ya.itu 

memberikan pengambaran atas fenomenologi terka.it 

perma.sa.la.ha.n yang sedang terjadi guna menda.pa.tka.n 

fa.kta. sosia.l, melalui deskriptif analisis terhadap ha.k 

kepa.stia.n hukum dalamperkebuna.n wa.rga.. keca.ma.ta.n 

mua.ra. pina.ng berupa. sura.t ha.k milik (SHM). 

3. Obyek Penelitian 

   Obyek Penelitia .n ini a.da.la.h Implementa .si 

Pera.tura.n Menteri A.gra.ria. Da.n Ta.ta. Rua.ng / Kepa.la . 

Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l Nomor 04 Ta.hun 2015 

Tenta.ng Progra.m Na.siona.l (Prona .) Ta.na.h  Ditinja .u Da.ri 

Ma.sla.ha.h Mursa.la.h. Perma.sa.la.ha.n ya.ng menja.di ha .l 

urgensi di keca.ma.ta.n mua.ra. pina.ng ya.itu terka.it 

ketida.ka.da.a.nya. a.la.s bukti ha.k kepemilika.n ta.na.h berupa . 

sertifika.t ta.na.h, ya.ng berpotensi terja .dinya. perma.sa.la.ha.n 

hukum ya.ng ba.ru di kemudia .n ha.ri. Ha.l ya .ng tela.h 

dica.na.ngka.n oleh pemerinta .h berupa. reforma. a.gra.ria . 

seba.ga.i inventa.risa.si a.set nega.ra..31 

4. Pendekatan Penelitian 

                                                             
31Syaifuddin Azwar, Metode Penulisan, XII .Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

(2011): 34-35. 
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   Pendeka.ta.n Penelitia .n ya.ng diguna.ka.n da.la.m 

Penelitia.n ini a.da.la .h pendeka.ta.n ka.sus (ca.se a.pproa.ch) 

ya.ng mela.kuka.n tela.a.h ka.sus ya.ng terka.it denga.n hukum 

ya.ng seda.ng diha.da.pi di ma.sya.ra.ka.t denga.n ma.ksud 

mengeta.hui da.n meneka.ka.n pa.da. fa.kta. da.n da.ta. ya.ng 

a.ka.n dia.mbil. 32  Sehingga., penulis a.ka.n menga.da.ka.n 

observa.si wa.wa.nca.ra. la.pa.nga.n pa.da. tempa.t ya.ng diteliti, 

da.la.m Penelitia .n ini berka.ita.n era.t denga.n pendeka.ta.n 

pera.tura.n perunda.ng-unda.nga.n (Sta.tute A.pproa.ch) ya.ng 

dima.na. bertitik fokus mengka .ji pera.tura.n menteri a.gra.ria . 

da.n ta.ta. rua.ng/kepa.la. ba.da.n perta.na.ha.n na.siona.l nomor 

04 Ta.hun 2015 tenta.ng progra.m na.siona.l (prona.) ta.na.h. 

serta. mengguna.ka.n juga., pendeka.ta.n Fiqh (Fiqh 

A.pproa.ch) ya.ng meliha.t sua.tu pera.tura.n memilki da .mpa .k 

terha.da.p kema.shla.ta.n uma.t ma.nusia.  

5.  Data  

a..  Da.ta. Primer  

   Da.ta. Primer a.da.la.h sua.tu Penelitia .n diperoleh 

la.ngsung mela .lui observa .si da.n wa.wa.nca.ra.. 

wa.wa.nca.ra. sendiri a.da.la.h situa.si pera.n a.nta.ra. persona .l 

bertemu, ketika . seseora.ng ya.ng seba.ga.i pewa.nca.ra . 

ya.ng menga.juka.n bebera.pa. perta.nya.a.n-perta.nya.a .n 

ya.ng dira.nca.ng untuk memperoleh ja .wa .ba.n ya.ng 

releva.n denga.n rumusa.n perma.sa.la.ha.n Penelitia .n 

                                                             
32 Peter Mahmud Marzuki, Penulisan Hukum  Edisi Revisi, Bandung: 

Sinar Utama (2015):133. 
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kepa.da. responder. 33 Sehingga., Penulis na.ntinya . a.ka.n 

meliba.tka.n pa.ra. piha.k ya.ng terliba.t dia.nta.ra.nya. : 

1) Kepa.la . BPN Ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng 

2) Ca.ma.t Mua.ra. Pina.ng 

3) Kepa.la . Desa.  

4) Ma.sya.ra.ka.t 

b.  Da.ta. sekunder 

   Sumber sekunder a .da.la.h sumber da .ta. ya.ng 

diperoleh seca .ra. tida.k la.ngsung ya.itu da.ta. ya.ng 

dida.pa.tka.n da.ri sumber referensi la .inya. seperti jurna.l, 

skripsi, yurisprundensi, da.n ha.sil Penelitia .n ya.ng 

releva.n denga.n tema. Penelitia.n penulis. 

c. Da.ta. tersier 

Sumber tersier ya .itu ba.ha.n ya.ng memba.ntu da.la.m 

memberika.n petunjuk a.ta.upun penjela.sa.n terka.it 

terha.da.p sumber primer da .n sumber sekunder seperti 

mia.a.lnya.; ka.mus hukum,blog hukum,encylopedia., da.n 

la.in seba.ga.inya .. 

 

   6.  Teknik Pengumpulan Data 

   Merupa.ka.n sua.tu teknik da .la.m menca.ri da.n 

mengumpulka.n da.ta. ya.ng tela.h diperoleh ya.ng 

kemudia.n na.ntinya. a.ka.n dia.na.lisis. A.da.pun teknik 

pengumpula.n da.ta. ya.ng dila.kuka.n seba.ga.i berikut: 

                                                             
33 Amiruddin,”Pengantar Metode Penulisan Hukum (PT.Raja Grafindo 

Persada Bandung: Sinar Utama,2006),30 
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a. Wa.wa.nca.ra. 

Wa.wa.nca.ra. merupa.ka.n ca.ra. ya.ng diguna.ka.n 

untuk memperoleh ketera .nga.n seca.ra. lisa.n guna . 

menca.pa.i tujua.n ya.itu informa.si da.la.m Penelitia .n 

pa.da. kegia.ta.n ta.nya. ja.wa.b kepa.da. responden 

(na.ra.sumber) denga.n mengguna.ka.n ca.ra.  verba.tim, 

da.ri seluruh ha .sil wa.wa.nca.ra.. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

informan penelitian melalui key person. Adapun yang 

menjadi informan kunci (key informan) dalam 

penelitian ini adalah Pegawai kantor badan 

pertanahan nasional ka.bupa.ten empa.t la.wa.ng, 

pegawai kantor ca.ma.t mua.ra. pina.ng, kepa.la. desa di 

kecamatan mua.ra. pina.ng dan beberapa masyarakat 

guna memperoleh informasi. Peneliti menggunakan 

teknik Snowball Sampling. Snowball Sampling 

merupakan teknik pengambilan sample dimana 

peneliti merasa cukup dengan informasi yang 

dibutuhkan. 

 

No Nama Jabatan 

1 Putra. Pa.la. Bimo S.H.,S.L.P 
Kasubag Tata Usaha BPN 

Ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng 

2 Dirju Purna .ma. S.H 

Ka.suba.gg Perenca.na.a.n 

BPN/A.TR Ka.bupa.ten Empa.t 

La.wa.ng 
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3 Riza. ,SE.M.E 
Ka.si Pemerinta.ha.n ka.ntor 

ca.ma.t mua.ra. pina.ng 

4 Mery Ja.ila.ni ,SE.M.E 
Sekretaris Ca.ma.t mua.ra. 

pina.ng 

5 Usma.n A.md.keb 
Kepa.la. Desa Mua.ra. Pina.ng 

Ba.ru 

6 Jimi Pra.ka. Kepa.la . Desa Belimbing 

7 Leni Eka.yuni S.Pd Kepa.la . Desa Ba.tu Junggul 

8 Pa.rida. S.E Kepa.la . Desa Ta.la.ng Ba.ru 

9 Iwa.n Sa.nusi Kepa.la . Desa Lubuk Ta.njung 

10 Ma.lik Ma.sya.ra.kat . 

11 A.nis Ma.sya.ra.kat 

12 Hermi Ep Ma.sya.ra.kat .t 

13 les yen Ma.sya.ra.kat .t 

14 Irawan Ma.sya.ra.kat 

 

b. Dokumenta.si 

 Merupa.kn pendokumenta .sia.n pa.da. Penelitia.n ya.ng 

dila.kuka.n berupa. Foto kea.da.a.n ta.na.h perkebuna.n di 

keca.ma.ta.n mua.ra. pina.ng, Foto kea.da.a.n desa. da.n pa.ra . 

na.ra.sumber ya.ng terliba.t da.la.m Penelitia .n ini, 

sehingga. menja.di da.ta. pengua.t wa.wa.nca.ra. da.la .m 

Penelitia.n kua.lita .tif. 

 

7. Teknik Analisis Data 

  Da.la.m Penelitia.n ini  teknik a.na.lisis da.ta. ya.ng 

diguna.ka.n a.da.la.h Deskriptif A.na.lisis ya.ng merupa.ka .n 

metode ya.ng diguna.ka.n da.la.m memperoleh ga .mba.ra .n 

a.ta.u pema.ha.ma.n terha.da.p pendeskriptifa.n, da.n a.na.lisis 
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da.ri perma.sa.la.ha.n dida.pa.t. Sehingga. na.ntinya. pa.da . 

Penelitia.n ini a.ka.n mengelola.h da.ta. ya.ng tela.h diperoleh 

da.ri perma.sa.la.ha.n-perma.sa.la.ha.n ya.ng a.da. dila.pa.nga.n.34 

Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan 

data. langkah yang digunakan dalam analisis data. 35 

adalah sebagai berikut: 

              1.  Reduksi Data 

Dalam tahap ini proses pengumpulan informasi 

dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang 

diperlukan, seperti rakaman MP3, field note (catatan 

lapangan), dan observasi selama berada dilokasi 

penelitian. Tahap selanjutnya, hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan hasil pengamatan lainnya akan 

dituliskan lebih teratur dan sistematis. Hal ini untuk 

memudahkan penulis membaca dan mencermati data 

secara keseluruhan. Selain itu, juga memudahkan 

proses selanjutnya, yakni pengkategorisasian data 

dalam bentuk lebih sederhana sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. selanjutnya, penulis akan 

melakukan proses triangulasi (check and recheck) 

informasi antara satu sumber dengan sumber lainnya. 

                                                             
34 Donal Ary.et,al,” Pengantar Penelitian Pendidikan Terjemah 

“(Surabaya: Usaha Nasional Grafika,1982), 415 
35 M.Oulis eka Putra, Analisis pelaksanaan proyek operasi nasional 

agraria prona pada kantor badan pertanahan nasional tanjung balai karimun 

di kecamatan buru kabupaten karimun provinsi kepulauan riau. Skripsi: 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,  (2020). 50-51 
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Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan 

(validity) data. 

2. Sajian Data 

Sajian data merupakan suatu susunan informasi 

yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan, 

dengan melihat sajian data, penulis dapat lebih 

memahami berbagai hal yang terjadi dan 

memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada 

analisis ataupun tindakan lain berdasarkan 

pemahaman tersebut. Sajian data diperoleh dari hasil 

interprestasi, usaha memahami, dan analisis secara 

mendalam terhadap data yang telah direduksi dan 

dikategorisasikan. 

3.  Penyimpulan Akhir 

      Dari proses pengumpulan data sebagaimana 

kebutuhan dalam penelitian ini dan masih menjadi 

kesimpulan sementara, selanjutnya akan dicermati 

dan dikomentari oleh penulis untuk mendeskripsikan 

serta menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A.  Kajian Umum Tentang Implementasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 1.  Pengertian Implementasi 

  Secara etimologis pengertian implementasi, menurut 

Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu to 

implement. Dalam kamus tersebut, to implement berarti 

(mengimplementasikan) berarti To Provide The Means For 

Carrying Out berarti (menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to berarti 

(untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap 

sesuatu). 36  Sedangkan, Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) implementasi memiliki makna sebagai 

pelaksanaan atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih 

luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan 

yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah 

dibuat atau disusun sebelumnya.37 

Menurut Syaukani (2006:295) menyatakan bahwa 

implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam 

rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat 

                                                             
36 Hadiatullah, “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Di 

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.” 
37 Wahidmurni, “Implementasi Pasal 19. Peraturan Daerah Provinsi 

Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang. Penyelenggaraan Perlindungan Anak” 

(Uin fatmawati sukarno Bengkulu, 2017), 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=ht

tp://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2720/3/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEw

jwk4Te24iMAxWrumMGHfb8GlcQFnoECDAQAQ&usg=AOvVaw007elET

B1b4JfLDdgocopH. 
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sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil 

sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut 

mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan 

lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan 

tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna 

menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya 

sarana dan prasarana, sumber daya, keuangan dan 

penetapan kebijakan tersebut. Ketiga, sebagai penghantar 

kebijkasanaan secara kongkrit ke masyarakat38. 

  Sedangkan, menurut Nurdin Usman dalam bukunya 

yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum 

(2002) menuliskan makna implementasi adalah sebagai 

suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci. Hal ini 

berkaitan tentang suatu perencanaan, kesepakatan, maupun 

penerapan kewajiban. 39  Kemudian, pada pendapat lain 

mereka juga mengatakan bahwa Implementasi adalah 

sebuah fenomena yang terjadi setelah adanya kebijakan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Degan kata lain, 

kebijakan harus terlebih dahulu ditetapkan, baru kemudian 

timbulnya penerapan.  

                                                             
38 Luc Vinet and Alexei Zhedanov, “Implementasi Pada Pnm Mandiri 

Desa,” Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 44, no. 8 (2011): 

18, https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201.. 
39Usman, Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (2002), 70. 



  

  

33 

 

Adapun teori Implementasi menurut Jones,40 yakni: 

“Those Activities directed toward putting a program 

into effect”(Proses mewujudkan program hingga 

memperlihatkan hasilnya.  

 

  Implementasi dalam segi politik sebagai proses yang 

dilakukan untuk menjalankan kebijakan menjadi sebuah 

tindakan nyata, dari kemudian menjadi bentuk 

administratif melalui tahapan pengesahan undang-undang. 

Kebijakan inilah, dianggap sebagai tindakan yang baik 

dilakukan oleh individu, kelompok pemerintah, pejabat 

maupun swasta guna mencapai tujuan yang diinginkan, 

dalam menyusun sebuah kebijakan yang telah 

dikembangkan dengan tujuan untuk menyempurnakan 

program yang sudah diciptakan.41 

Dalam konteks politik, Hanifah Harsono juga 

memberikan pengertian menurutnya, implementasi adalah 

sebuah proses yang dilakukan untuk menjalankan 

kebijakan menjadi sebuah tindakan nyata, yakni dari 

kebijakan politik kemudian menjadi dalam bentuk 

administratif. Kebijakan itu dikembangkan dengan tujuan 

                                                             
40 Yosua A, Florence Daicy, and Salmin Dengo, “Implementasi Program 

Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan,” 

Jurnal Administrasi Publik 5, no. 79 (2019): 1–8. 
41 M.Si Joko Pramono. S. Sos., 2020 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

KEBIJAKAN PUBLIK, ed. M.Pd Dr. Sutoyo, 1 st ed. 1  (Surakarta: Percetakan 

Kurnia, 2020), https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-

Pramono_Implementasi-....pdf. 
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untuk menyempurnakan sebuah program yang sudah 

diciptakan. 

2.  Implementasi Menurut Para Ahli 

   Adapun menurut para Ahli, diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Pressman dan Wildavsky 

Pressman dan Wildavsky mendefinisikan 

implementasi adalah tindakan untuk melaksanakan, 

memenuhi dan menyelesaikan sebuah kewajiban 

maupun kebiijakan yang sudah dirancang.42 

b. Guntur Setiawan  

        Guntur Setiawan mendefinisikan perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi, 

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta 

memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang 

efektif.43 

c. Daniel A Mazmanian dan Paul A. Sabatier 

        Menurutnya, konsep implementasi adalah suatu 

pemahaman yang terjadi setelah penyusunan rencana 

                                                             
42Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky.” Teori Implementasi “ Edisi 

ke-3, (1984). 11 https 

website?sl=en&tl=id&hl=id&client=srp&u=https://www.amazon.com/Implem

entation-Expectations-Washington-Programs-Foundation/dp/0520053311 

Diakses Pada 06 Juli 2025.   
43 Putri Mustabsirah, “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Pada Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan” (Pascasarjana Universitas 

Medan Area Medan, 2021)14, Diakses dari  

Http://Repository.Uma.Ac.Id:8081/Bitstream/123456789/16098/1/Putri 

Mustabsirah - Fulltext.Pdf. 
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yang menjadi fokus implementasi terhadap kebijakan  

rancangan dari pemerintah.44 

d. Purwanto dan Sulistyastuti 

   Purwanto dan Sulistyastuti mendefinisikan bahwa 

implementasi adalah kegiatan mendistribusikan 

keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh 

seorang pelaksana (untuk menyampaikan kebijakan) 

kepada kelompok sasaran dalam upaya mencapai 

kebijakan tersebut.45 

3. Tujuan Implementasi 

  Adapun Implementasi memiliki beberapa tujuan46 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Menciptakan rancangan dengan tetap menganalisa dan 

meneliti. 

Dalam hakikatnya, implementasi memerlukan proses 

analisa dan pengamatan dalam sebuah sistem. Dalam 

Proses ini, diperlukan sistem yang bekerja dengan tepat. 

b. Membuat uji coba untuk peraturan yang berguna untuk 

semua pihak 

c. menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang 

telah disusun agar bisa berwujud secara nyata 

 

                                                             
44, Guntur Setiawan, “Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan” 

Jakarta: Rajawali Pers, ( 2004), 37 
45  Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi 

Kebijakan Publik : “Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia”(2015) . 27                                  
46  Kantaprawira Rusadi., "Politik Internasional Konsep dan Teori. 

Bandung:Erlangga (2023). 16. 
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4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

      Dalam hal proses implementasi, terdapat beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi 

Implementasi,47diantaranya sebagai berikut : 

1. Sumber Daya 

    Memilih sumber daya yang tepat dan baik dalam 

menguraikan suatu kebutuhan, cenderung akan dapat 

menentukan keberhasilan dari implementasi tersebut. 

2. Analisis Resiko 

Kemampuan dalam menganalisis resiko dalam 

mengidentifikasi potensi masalah. Sehingga, apabila 

kebijakan rencana gagal dapat memilih cara lainya.   

3. Sasaran Target 

Implementasi menyasar target yang menjadi 

tujuan capaian dalam melakukan suatu menentukan 

kebijakan rencana. Sehingga, dibutuhkan pemahaman 

yang baik dalam mfaktor keberhasilan sebuah 

implementasi. 

5. Contoh Implementasi 

   Adapun berikut ini beberapa contoh implementasi 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut ; 

                                                             
47  Lailiyah, Risma A, Destya Rahmadani, dan Diah Ayu Rahmadani. 

2021. "Implementasi NilaiNilai Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya untuk 

Membangun Karakter Bangsa di Era Generasi 5.0", 

https://mahasiswaindonesia.id/implementasi-nilai-nilai-pancasiladalam-
bidang- sosial-budaya-untuk-membangun-karakter-bangsa-di-era-generasi-5-

0// Diakses pada 04 Juli  2025 pukul 22.25 

https://mahasiswaindonesia.id/implementasi-nilai-nilai-pancasiladalam-bidang-%20sosial-budaya-untuk-membangun-karakter-bangsa-di-era-generasi-5-0/
https://mahasiswaindonesia.id/implementasi-nilai-nilai-pancasiladalam-bidang-%20sosial-budaya-untuk-membangun-karakter-bangsa-di-era-generasi-5-0/
https://mahasiswaindonesia.id/implementasi-nilai-nilai-pancasiladalam-bidang-%20sosial-budaya-untuk-membangun-karakter-bangsa-di-era-generasi-5-0/
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a. Strategi guru menerapkan nilai Nasionalisme pada 

siswa-siswinya.  

b. Upaya orang tua dalam mengajarkan tata krama 

terhadap anak-anaknya. 

c. langkah legal Officer menerapkan ilmu hukum yang 

dipelajarinya saat perkuliahan.  

d. Pelaksanaan tugas dan kewajiban mahasiswa sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

e. Pemerintah dalam perencanaan pengelolaan sumber 

daya.  

6. Implementasi Pada Rumpun Bidang 

Adapun berikut ini beberapa implementasi dalam 

rumpun bidang.48 sebagai berikut ; 

1. Implementasi Bidang Politik 

  Implementasi dalam bidang ilmu politik mengacu 

pada pelaksanaan kebijakan publik yang dipengaruhi 

oleh beragam factor, yang diantaranya; kapasitas 

administrasi birokrasi pelaksana, aktivitas kelompok 

kepentingan dan oposisi, serta hubungan internasional 

dalam perjanjian. 

 

 

                                                             
48  Novia Winda, “Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi,” 

STILISTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya 1, no. 1 (2016): 16, 

https://doi.org/10.33654/sti.v1i1.343 
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2. Implementasi Bidang Sosial 

   Implementasi dalam bidang sosial mengacu 

aktivitas tertentu yang dibuat untuk mempraktikkan 

program dengan dimensi yang sudah diketahui, yang 

dilaksanakan secara rinci sehingga pengamatan dapat 

mendeteksi keberadaan dari aktivitas tersebut. 

3. Implementasi Bidang Teknologi Dan Informasi 

   Implementasi dalam teknologi informasi mengacu 

pada proses untuk membimbing seseorang dari 

pembelian hingga penggunaan software atau hardware 

yang dimilikinya. 

 

B. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 04 

Tahun 2015 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara 

tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas 

hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka 

(Machststaat). Negara hukum salah satu prinsipnya yaitu 

adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum dan 

perlindungan hukum, yang berisi nilai-nilai kebenaran dan 

keadilan, dengan memberikan jaminan serta perlindungan 

atas hak-hak warga negara sesuai ketentuan UUD 1945, 

disamping kedudukan yuridis yang sangat tinggi, mendasar 
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juga mempunyai nilai filosofis dan nilai politis dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 49 

Segala kebijakan para penyelenggara negara di bidang 

ekonomi dan pertanahan termasuk segala cabang produksi 

dan pengelolaan bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang 

terkandung dalamnya tidak boleh menyimpang dari 

ketentuan UUD 1945. Landasan hukum penggunaan dan 

pemanfaatan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Dasar (UUD) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

peraturan dasar pokok-pokok agraria tercantum dalam Pasal 

2 ayat 1 termaksud dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa: “Bumi, 

Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya 

dikuassai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran 

rakyat”.50  

Secara konsideran berlakunya UU Nomor 59 Tahun 

1960 tentang agraria pada perubahan pasal 3 Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, yang tujuannya adalah; (1) Untuk memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 

lain yang terdaftar, (2) Untuk menyediakan informasi kepada 

                                                             
49Willa Wahyuni, “Prinsip Negara Hukum Yang Diterapkan Di Indonesia,” 

Hukumonline.Com, 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-

negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/. 
50Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5, “Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria,” Pub. L. No. 5, Lembaran Negara Republik Indonesia No 104 

Tahun 1960 (1960), https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-

1960. 
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pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar 

dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan 

dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah 

terdaftar, (3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi 

pertanahan.51 

Sehingga, turunnya pada peraturan menteri No.04 

Tahun 2015 tentang Program Nasional Pertanahan. 

Pelaksanaan Program nasional (prona) yang diperuntukan 

kepada masyarakat tergolong ekonomi lemah untuk dilakukan 

pengukuran oleh petugas bpn dengan biaya dibebankan dalam 

APBN di wilayah kabupaten/kota. Hilirisasi kemajuan di 

bidang pertanahan dari desa hingga ke kota sebagai program 

dan regulasi menteri agraria di dalam membuat peraturan 

yang mengatur tentang penyelesaian permasalahan di bidang 

pertanahan. Peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 

04 tahun 2015 merupakan peraturan yang dibentuk oleh 

menteri agraria dan tata ruang atas persetujuan DPR-RI atas 

dasar usulan presiden dalam menjamin kepastian hukum surat 

hak milik tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

                                                             
51 Uosfiel Sadpri Pansariang, “PROSES DAN SYARAT UNTUK 

MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA,” Lex 

Privatum II, no. 3 (2014): 33, 

file:///C:/Users/wawan/Downloads/jak_lexprivatum,+4.+Juosfiel.+S+.+Pansari

ang_MENTAH.pdf. 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria52  

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) 

Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l merupa.ka.n insta.nsi 

pemerinta.h da.la.m kegia.ta.n pengukura.n da.n pemeta.a.n 

ta.na.h di Indonesia . ya.ng bertuga. da.la.m penyusuna.n, 

peneta.pa.n kebija.ka.n bida.ng perta.na.ha.n, Perumusa .n da .n 

pela.ksa.na.a.n kebija.ka.n, penda.fta.ra.n da.n survei la.pa.nga.n, 

pengukura.n, hingga. penerbita.n di bida.ng perta.na.ha.n. 

Da.la.m penentua.n ba.ta.s ta.na.h dila.kuka.n oleh petuga.s 

ba.da.n perta.na.ha.n na.siona.l (BPN) guna. mela.kuka .n 

pengukura.n da.n pemeta.a.n ta.na.h seca.ra. terestria.l a.ta.u 

fotogra.metrik. Sehingga ., ma.sya.ra.ka.t seluruhnya . da.pa.t 

menta.a.ti pera.tura.n hukum da.n norma. ya.ng a.da. serta. 

seba.ga.i perlindunga.n ma.sya.ra.ka.t a.ta.s ha.k kepemilika.n 

ta.na.h.53   

BPN diba.wa.h kementeria .n A.gra.ria. da.n ta.ta. rua.ng 

ditempa.tka.n pa.da. setia.p ka.ntor wila.ya.h Ka.bupa.ten da.n 

Kota. di Nega.ra. ini memiliki tuga .s da.n fungsi 

seba.ga.ima.na. tela.h dikonsepka.n da.la.m PKBPN Nomor 4 

Ta.hun 2006 ta.ngga.l 16 Mei 2007 tenta .ng Orga.nisa.si da.n 

Ta.ta. Kerja. Ka.ntor Wila.ya.h Ba.da.n Perta.na.ha.n da.n Ka.ntor 

Perta.na.ha.n, pa.da. da.sa.rnya. tela.h mengimplementa .sika.n 

                                                             
52 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia,Sejarah Pembentukan 

Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, I. Edisi Revisi 

Jakarta: Djambatan (1999) 
53 Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 

Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang  
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progra.m prona. ya.ng tela.h diputusa.ka.n da.la.m Keputusa.n 

Menteri Da.la.m Negeri Nomor 189 Ta .hun 1981 Tenta .ng 

Proyek Opera.si Na.siona.l A.gra.ria., da.n diteta.pka.n da.la .m 

Pera.tura.n Kepa.la. Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l Republik 

Indonesia. Nomor 6 Ta.hun 2006 tenta.ng Renca.na . 

Stra.tegis54. 

Berda.sa.rka.n Pa.sa.l 2 Keputusa.n Presiden (Keppres) 

Nomor 26 Ta.hun 1988 Tenta.ng Ba.da.n Perta.na.ha .n 

Na.siona.l, tuga.s Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l a.da.la.h untuk 

mengelola. da.n mengemba.ngka.n a.dministra.si perta .na.ha.n, 

ya.ng meliputi: (a .) Penga.tura.n pengguna.a.n, pengurusa .n 

da.n pemilika.n ta.na.h; (b) Pengurusa .n ha.k-ha.k ta.na.h; (c) 

Pengukura.n da.n Penda.fta.ra.n Ta.na.h; (d) Da.n la.in-la.in 

ya.ng berka.ita.n denga.n ma.sa.la.h perta.na.ha.n.55 Da.la.m Pa.sa.l 

19 Unda.ng-Unda.ng Nomor 5 Ta.hun 1960 Tenta .ng 

Pera.tura.n Da.sa.r Pokok-Pokok A.gra.ria.. Perta.ma., 

terca.ntum da.la.m a.ya.t (1) pa.sa.l ini meliputi: 

(a.) Pengukura.n, pemeta.a.n da.n pembukua.n ta.na.h 

(b) Penda.fta.ra.n ha.k-ha.k a.ta.s ta.na.h da.n pera.liha.n ha.k-ha.k  

      tersebut 

(c) Pemberia .n sura.t-sura.t ta.nda. bukti ha.k, ya.ng berla.ku  

    seba.ga.i a.la.t pembuktia.n ya.ng kua.t.  

                                                             
54  Musleh Herry, “Implementasi Program Prona Bagi Masyarakat 

Ekonomi Lemah,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 4, no. 2 (2012): 191, 

https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2987. 
55 “Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan 

Pertanahan Nasional,” Pub. L. No. 26, 2 (1988). 
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      Kedua., penda.fta.ra.n ta.na.h ya.ng diselengga .ra.ka .n 

denga.n kea.da.a.n nega.ra. da.n ma.sya .ra.ka.t, keperlua.n la.lu 

linta.s sosia.l ekonomi serta . kemungkina.n 

penyelengga.ra.a.nnya.. Ketiga., da.la.m pera.tura.n pemerinta.h 

dia.tur bia.ya.-bia.ya. ya.ng bersa.ngkuta.n denga.n penda.fta.ra.n 

tersebut a.ya.t (1) di a .ta.s, denga.n ketentua.n ba.hwa. ra.kya.t 

ya.ng tida.k ma.mpu dibeba.ska.n da.ri pemba.ya.ra.n bia.ya.-

bia.ya. tersebut.56 

Kewena.nga.n BPN/A.TR juga. di a.tur dida.la.m Pa.sa.l 11 

Point (c) Pera.tura.n Kepa.la. Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona .l 

(BPN) Nomor 11 Ta.hun 2016.57 menyebutka.n ba.hwa.; 

‘’Da.la.m ha.l di a.ta.s sa .tu bida.ng ta.na.h terda.pa.t 

tumpa.ng tindih sertifika.t ha.k a.ta.s ta .na.h, menteri 

a.ta.u kepa.la. ka.ntor wila .ya.h bpn sesua .i 

kewena .nga.nnya. menerbitka .n keputusa .n pemba.ta.la.n 

sertifika.t ya.ng tumpa.ng tindih, sehingga. di a.ta.s 

bida .ng ta.na.h tersebut ha.nya. a.da. 1 (sa.tu) sertifika .t 

ha.k a.ta.s ta.na.h ya.ng sa .h’’ 

Kewena.nga.n Penyelesa .ia.n sengketa. a.ta.u konflik ya.ng 

dila.kuka.n oleh Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l a.da.la.h 

merupa.ka.n terobosa.n ba.ru ya.ng dila.kuka.n oleh 

pemerinta.h. Ha.l ini dima .ksudka.n untuk menghinda .ri 

                                                             
56Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5, Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 
57Lihat Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ And Kepala Badan Pertanahan 

Nasional, “Penyelesaian Kasus Pertanahan,” Pub. L. No. 11, 11 (2016), 

File:///C:/Users/Wawan/Downloads/Permen No 11 Tahun 2016_Kasus 

Pertanahan.Pdf. 



  

  

44 

 

penumpuka.n a.ta.u pa.ling  tida.k da.pa.t di minima.lisir 

perka.ra. ya.ng ma.suk di penga.dila.n. kewena.nga.n 

Kementria.n A.TR/Kepa.la. BPN da.la.m penyelesa.ia.n 

konflik a.ta.u sengketa. dia.tur da.la.m Pa.sa.l 11 a.ya.t 3 Pemen 

A.TR/Kepa.la. BPN nomor 11 ta.hun 2016 tenta.ng 

penyelesa.ia.n ka.sus perta.na.ha.n. Bentuk kewena.nga.n BPN 

da.la.m penyelesa .ia.n sengketa. perta.na.ha.n ya.itu da.pa.t 

berupa. kewena.nga.n a.tribusi da.n kewena.nga.n 

pendelega.sia.n. Kewena.nga.n berupa. ca.ca.t a.dminitra.si 

ya.ng ditujuka.n kepa.da. Kepa.la. enga.sla.Ka.ntor BPN 

Wila.ya.h da.la.m mela.kuka.n pemba.ta.la .n sertifika .t ya.ng 

mtumpa.ng tindih. 

A.da.pun Konsidera .n da.ri Pera.tura.n Menteri A.gra.ria . 

Da.n Ta.ta. Rua.ng Nomor 04 Ta .hun 2015 a.da.la.h : 

1) Unda.ng-Unda.ng Nomor. 5 Ta.hun 1960 tenta .ng 

Pera.tura.n Da.sa.r Pokok-Pokok A.gra.ria. ( UUPA. ). 

2) Keputusa.n Menteri Da.la.m Negeri Nomor. 189 

Ta.hun 1981 tenta .ng Proyek Opera .si Na.siona.l 

A.gra.ria., ya.ng berla.ku mula.i ta.ngga.l 15 A.gustus 

1981. 

3) Pera.tura.n Pemerinta .h Nomor. 24 Ta .hun 1997 

tenta.ng Penda.fta.ra.n Ta.na.h. 

4) Pera.tura.n Menteri A.gra.ria. / Kepa.la. Ba.da.n 

Perta.na.ha.n Na.siona.l Nomor. 3 Ta.hun 1997 tenta.ng 

Ketentua.n Pela.ksa.na.a.n Pera.tura.n Pemerinta .h 

Nomor. 24 Ta.hun 1997, tenta.ng Penda.fta.ra.n Ta.na.h. 
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5) Pera.tura.n Pemerinta .h Nomor. 46 Ta .hun 2000, 

tenta.ng Ta.rif Pela.ya.na.n ya.ng berla.ku di Ba .da.n 

Perta.na.ha.n Na.siona.l. 

6) Keputusa.n Presiden Nomor. 34 Ta .hun 2003, tenta.ng 

Kebija.ka.n Na.siona.l di bida.ng Perta.na.ha.n. 

7) Keputusa.n Kepa.la. BPN Nomor. 22 Ta .hun 2003, 

tenta.ng Norma. da.n Sta.nda.r Meka.nisme 

Keta.ta.la.ksa.na.a.n Wewena.ng Pemerinta .h di bida.ng 

Perta.na.ha.n. 

8) Unda.ng-Unda.ng Nomor. 33 Ta.hun 2004 tenta .ng 

Perimba.nga.n Keua.nga .n a.nta.ra. Pemerinta.h Pusa.t 

da.n Da.era.h. 

9) Sura.t Perja.njia.n Kerja.sa.ma. da.n Sura.t Perja.njia.n 

Kerja.. 

10) Unda.ng-Unda.ng Nomor. 32 Ta.hun 2004 tenta .ng 

Pemerinta.h Da.era.h, da.n tela.h diuba.h denga.n 

Pera.tura.n Pemerinta .h pengga.nti UU No. 3 Ta.hun 

2005. 

11) Sura.t Kepa.la. BPN ta.ngga.l 17 Juni 2004 No. 600-

1548 Tenta.ng Pembua.ta.n Sura.t Perja.njia.n 

Kerja.sa.ma. da.n Sura.t Perja.njia.n Kerja 
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2. Asas- Asas Kewenangan Badan Pertanahan Nasional 

Pa.da. pela.ksa.na.a.n Penda.fta.ra.n ta.na.h oleh Ba.da.n 

Perta.na.ha.n Na.siona.l, ma.ka. terda.pa.t da.la.m Pa.sa.l 2 

Pera.tura.n Pemerinta .h Nomor 24 Ta .hun 1997 ya.ng 

berda.sa.rka.n a.sa.s-a.sa.s,58 seba.ga.i berikut : 

a. Sederha.na. 

      A.sa.s sederha.na. da.la.m penda.fta.ra.n ta.na.h 

dima.ksudka.n a.ga.r ketentua.n-ketentua.n pokonya . 

ma.upun prosedurnya . denga.n muda.h da.pa.t dipa.ha.mi 

oleh piha.k-piha.k ya.ng berkepentinga .n, teruta.ma. pa.ra . 

pemega.ng ha.k a.ta.s ta.na.h 

b. A.ma.n 

  A.sa.s a.ma.n dima.ksudka.n untuk menunjukka .n 

ba.hwa . penda.fta.ra.n ta.na.h perlu diselengga .ra.ka.n seca.ra . 

cerma.t da.n teliti sehingga . ha.silnya . da.pa.t memberika .n 

ja.mina.n kepa.stia.n hukum sesua.i tujua.n penda.fta.ra .n 

ta.na.h itu sendiri 

c. Terja.ngka.u 

A.sa.s terja.ngka.u dima.ksudka.n keterja.ngka.ua.n ba.gi 

piha.k-piha.k ya.ngmemerluka.n, khususnya. denga .n 

memperha.tika.n kebutuha.n da.n  kema.mpua.n golonga .n 

ekonomi lema .h, pela.ya.na.n ya.ng diberika.n ra.ngka . 

penyelengga.ra.a.n terhadap penda.fta.ra.n ta.na.h ha.rus 

bisa. dija.ngka.u oleh pa.ra. piha.k ya.ng memerluka .n. 

                                                             
58Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Asas-asas Pendaftaran Tanah 
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d. Muta.khir  

A.sa.s muta.khir dima.ksudka.n kelengka.pa.n ya.ng 

mema.da.i da.la.m pela .ksa.na.a.nnya. da.n kesina.mbunga .n 

da.la.m pemeliha.ra.a.n da.ta.nya .. Da.ta. ya.ng tersedia. ha.rus 

menunjukka.n kea.da.a.n ya.ng ba.ru (muta.khir). 

e. Terbuka. 

A.sa.s terbuka. dima.ksudka.n ba.hwa. ma.sya .ra.ka.t 

da.pa.t memperoleh ketera.nga.n mengena.i da.ta. ya.ng 

bena.r setia.p sa.a.t. 

 

3. Sistem Pendaftaran Tanah 

  A.da.pun menurut Pa.sa.l 2 Pera.tura.n Pemerinta .h 

Nomor 24 Ta.hun 1997 terda.pa.t dua. ma.ca.m sistem 

penda.fta.ra.n ta.na.h, dia.nta.ra.nya. seba.ga.i berikut : 

a. Sistem Penda .fta.ra.n A.kta. (Registra.tion of deeds) 

 A.kta. merupa.ka.n sumber da.ta. yuridis, ka.rena. a.kta. la.h 

ya.ng di da.fta.r oleh Peja .ba.t Penda.fta.ra.n Ta.na.h (PPT), 

Peja.ba.t Penda.fta.ra.n Ta.na.h (PPT) bersifa .t pa.sif ka.rena . 

ia. tida.k mela.kuka.n pengujia.n a.ta.s kebena.ra.n da.ta. ta.ng 

disebut da.la.m a.kta. ya.ng dida.fta.rka.n. 

b. Sistem Penda .fta.ra.n Ha.k (Registra.tion of Titles) 

 Sistem penda .fta.ra.n ha.k a.da.la.h ha.k ya.ng di cipta .ka .n 

serta. peruba.ha.n-peruba.ha.n ya.ng terja.di kemudia.n da.n 

Peja.ba.t Penda.fta.ra.n Ta.na.h (PPT) bersifa .t a.ktif ka.rena . 

Peja.ba.t Penda.fta.ra.n Ta.na.h (PPT) ha .rus mela.kuka .n 
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pengujia. kebena.ra.n da.ta. ya.ng dimua.t da.la.m a.kta. ya.ng 

ya.ng di da.fta.rka.n. 

C. Program Nasional (Prona) Tanah 

1. Pengertian Prona Tanah 

Kebija.ka.n ya.ng di kelua.rka.n pemerinta.h indonesia . 

sa.la.h sa.tunya. denga.n mengelua .rka.n Progra.m 

Pensertipika .ta.n Ta.na.h seca.ra. ma.ssa.l berda.sa.rka.n 

Keputusa.n Menteri Da.la.m Negeri Nomor 189 Ta.hun 

1981 tenta.ng Proyek Opera .si Na.siona.l A.gra.ria. (Prona.) 

ya.ng pela.ksa.na.nya. dila .kuka.n oleh Ba .da.n Perta.na.ha .n 

Na.siona.l. Pa.da. da.sa.rnya. pela.ksa.na.a.n progra.m Prona . 

mela.lui ta.ha.pa.n Persia.pa.n, Koordina.si/Peneta.pa.n, 

Penyuluha.n da.n Pengukura.n, Pengumpula .n Da.ta., 

Pengumuma.n Peneta.pa.n Ha.k A.ta.s Ta.na.h, Penerbita.n 

Sertipika .t, hingga. Penyera.ha.n Sertifika.t. 59  Percepa.ta.n 

penda.fta.ra.n ta.na.h diselengga .ra.ka.n memperha.tika.n prinsip 

keseja.htera.a.n ma.sya.ra.ka.t, berpera.n seca.ra. jela.s untuk 

tercipta.nya. ta.ta.na.n kehidupa.n bersa.ma. ya.ng berkea.dila .n 

menja.min keberla .njuta.n kehidupa.n ma.sya.ra.ka.t, 

berba.ngsa. da.n bernega.ra. untuk meminima .lka.n sengketa . 

da.n konflik perta .na.ha.n. 

Prona. merupa.ka.n kebija.ka.n na.siona.l da.ng 

perta.na.ha.n ya.ng berma.ksud memberika .n ja.mina .n 

                                                             
59Buku 1 Rencana Strategis BPN-RI Tahun (2007-2009). 12 
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kepa.stia.n hukum ba.gi pemega.ng ha.k a.ta.s ta.na.h da.la .m 

ra.ngka. meningka.tka.n ma.upun menunja .ng pela.ksa.na.a .n 

la.nd reform da.n seba.ga.i bentuk penyelesa .ia.n sengketa.-

sengketa. perta.na.ha.n seca.ra. tunta.s denga.n bia.ya. ya.ng 

mura.h.  

Sistem prona . diba.ngun oleh Pemerinta .h ya.kni 

Kementria.n A.gra.ria. da.n Ta.ta. Rua.ng/A.TR BPN ya.ng 

dida.sa.ri juga. da.la.m Pera.tura.n Presiden Nomor 10 Ta.hun 

2006 tenta.ng Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l, ya.ng diberi 

kewena.nga.n untuk mela.ksa.na.ka.n urusa.n pemerinta.ha.n di 

bida.ng perta.na.ha.n, ya .itu mela.njutka.n penyelengga.ra.a .n 

percepa.ta.n penda.fta.ra.n ta.na.h sesua.i denga.n a.ma.na.t Pa.sa .l 

19 UUPA. ya.ng meneta.pka.n ba.hwa. untuk menja.min 

kepa.stia.n hukum oleh Pemerinta .h dia.da.ka.n penda.fta.ra.n 

ta.na.h di seluruh wila .ya.h republik Indonesia .. Pela.ksa.na.a.a .n 

proyek prona . dima.ksudka.n a.da.la.h untuk kea.dila.n da .n 

pemera.ta.a.n terha.da.p kepemilika.n a.ta.u pemega.ng ha.k a.ta.s 

ta.na.h tersebut,terha .da.p kepa.stia.n hukum a.ta.s ta.na.h ya.ng 

bersa.ngkuta.n sesua.i denga.n pera.tura.n perunda.nga.n-

uda.nga.n ya.ng berla .ku. 

Penda.fta.ra.n ta.na.h di Indonesia . pa.da. ha.kika.tnya . 

suda.h diteta.pka.n da.la.m UUPA. a.da.la .h sistem nega .tive 

ya.ng menga.ndung unsur positif ka .rena. a.ka.n 

mengha.silka.n sura.t-sura.t bukti ha.k ya.ng berla.ku seba.ga .i 

a.la.t pembuktia.n ya.ng kua.t. Na.mun, upa.ya. percepa.ta.n 

penda.fta.ra.n ta.na.h mela.lui BPN di wila .ya .h ka.bupa.ten a.ta.u 
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kota. da.la.m mengimplementa .sika.n progra.m cepa.t 

penyelesa.ia.n penda.fta.ra.n ta.na.h perta.ma. ka.li a.ta.u ya.ng 

disebut Penda.fta.ra.n Ta.na.h Sistema.tis Lengka.p (PTSL), 

Sering ka.li, terkenda.la. oleh bebera .pa. a.spek ya.itu: a.spek 

ma.sya.ra.ka.t seba.ga.i peserta. prona., a.spek petuga.s da .n 

a.spek keua.nga.n pembia.ya .a.n progra.m prona.. Denga .n 

a.da.nya . sertifika.t ta.na.h tersebut, diha .ra.pa.ka.n da.pa.t 

dikelola. da.n diga.ra.p denga.n seba.ik-ba.iknya. seca.ra. efektif 

da.n efisien untuk meningka .tka.n ta.ra.f hidup da.n 

mempa.stika.n ha.k da.n perlindunga.n kepemilika .n ta.na.h 

ba.gi ma.sya.ra.ka.t.60 

   Menurut Chomza.h (2003:25) mendefinisika .n 

sertifika.t ta.na.h, merupa.ka.n ta.nda. bukti a.ta.u a.la.t 

pembuktia.n mengena.i kepemilika.n a.ta.s ta.na.h ya.ng 

diberupa. sura.t/ba.ra.ng bernila.i. Berda.sa.rka.n Pera.tura.n 

Pemerinta.h No. 24 Ta.hun 1997, Sertifika .t ta.na.h a.da.la.h 

sura.t ta.nda. bukti ha.k seba.ga.ima.na. dima.ksud da.la.m pa.sa .l 

19 a.ya.t (2) huruf c UUPA. untuk ha.k a.ta.s ta.na.h, ha.k a.ta.s 

pengelola.a.n, ta.na.h wa.ka.f, ha.k milik a.ta.s sa.tua.n ruma .h 

susun da.n ha.k ta.nggunga.n ya.ng dibukuka.n da.la.m buku 

ta.na.h ya.ng bersa.ngkuta.n. Sertifika .t ta.na.h ta.na.h ya.itu 

dokumen da.la.m bentuk da.fta.r ya.ng memua.t da.ta. yuridis 

da.n da.ta. fisik terka.it sua.tu objek penda .fta.ra.n ta.na.h ya.ng 

memiliki ha.k ya.ng meliputi leta .k ta.na.h, ba.ta.s ta.na.h, lua.s 

                                                             
60 Alnada Dewani1, Ana Silviana, Perbandingan Aspek Hukum 

Pendaftaran Tanah Melalui PRONA Dan PTSL (Studi Kantor Pertanahan 

Kota Cirebon) Jurnal : NOTARIUS.17.No.2 (2024) 
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ta.na.h da.n ba.nguna.n/ta.na.ma.n ya.ng a.da. dia.ta.snya.. 

Seda.ngka.n, sura.t ukur a.da.la.h dokumen ya .ng memua.t da.ta. 

fisik sua.tu bida.ng ta.na.h ya.ng dida.la .m nya. terda.pa.t bentuk 

peta. da.n ura.ia.nya ..  

      

2. Tahapan - Tahapan Pelaksanaan Program Nasional 

(Prona) 

   A.da.pun Ta.ha.pa.n-ta.ha.pa.n Pela.ksa.na.a.n Prona. 

Ta.na.h61, dia.nta.ra.nya. seba .ga.i berikut : 

a. Persiapan  

  Progra.m Na.siona.l merupa.ka .n kegia.ta.n ya.ng 

diselengga.ra.ka.n oleh pemerinta .h di bida.ng perta.na.ha .n 

denga.n subsidi di bida .ng penda.fta.ra.n ta.na.h pa.da . 

khususnya., ya.ng berupa. pensertfika.ta.n ta.na.h seca.ra . 

ma.ssa.l, da.la.m ra.ngka. memba.ntu ma.sya.ra.ka.t golonga .n 

ekonomi lema .h. Ta.ha.p persia.pa.n dimula.i denga .n 

peneta.pa.n loka.si prona.. a.cua.n ya.ng diguna.ka.n untuk 

mela.kuka.n peneta.pa.n loka.si prona. a.da.la.h berda.sa.rka.n 

kriteria. desa. ya.ng dikelua.rka.n olleh BPS Ka .bupa.ten 

da.n Kota.. Untuk Ka.bupa.ten da.n Kota. sendiri terda .pa.t 4 

kriteria., ya .itu terdiri da .ri ka.rtu biru, hija .u, kuning da.n 

mera.h. 

 

 

                                                             
61Lihat Peraturan  Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 04 Tahun 

2015  



  

  

52 

 

b. Koordinasi/Penetapan Peserta Prona 

Peneta.pa.n peserta. Prona. da.pa.t dila.kuka .n 

denga.n ca.ra. Diusulka.n da.ri desa. mela.lui Kepa.la. Desa . 

untuk golonga .n ekonomi lema .h sa.mpa.i menenga.h da.n 

diteta.pka.n da.la.m sura.t keputusa.n oleh Kepa.la. Ka.ntor 

wila.ya.h kerja. Perta.na.ha.n Ka.bupa.ten da.n Kota. tersebut. 

peserta. Prona. mengumpulka.n sya.ra.t-sya.ra.t ya.ng 

diperluka.n untuk mengikuti progra.m Prona. ya.ng terdiri 

da.ri 

1) Ka.rtu Ta.nda. Penduduk (KTP). 

2) Kutipa.n Letter C. 

3) Bukti jua.l beli (bila. ta.na.h diperoleh da .ri jua.l beli). 

4) A.kta. PPA.T (bila. ta.na.h diperjua.l-belika.n di 

ha.da.pa.n PPA.T). 

c. Pengukuran Peserta Prona 

Da.la.m pela.ksa.na.a.n proyek Prona ., pemerinta .h 

memberika.n upa.ya. da.n pa.rsitipa.sinya. kepa.da . 

ma.sya.ra.ka.t seba.ga.i pemega.ng ha.k a.ta.s ta.na.h tersebut, 

untuk mela.kuka.n sertifika.si a .ta.s ta.na.hnya . da.la .m 

memba.ntu menyelesa .ika.n sengketa. perta.na.ha.n ya.ng 

bersifa.t stra.tegis. Pensertifika .ta.n seca.ra. ma.ssa.l ma.ssa .l 

mela.lui Prona . dila.ksa.na.ka.n untuk mencipta .ka .n 

kepa.stia.n hukum a.ta.s bida.ng ta.na.h di indonesia .. 

Pentingnya., sertifika .t ha.k a.ta.s ta.na.h seba.ga .i 

perlindunga.n hukum ba.gi pemilik ta .na.h.  
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d. Penyuluhan Prona 

Penyuluha.n Prona. Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona .l 

(BPN) Ka.bupa.ten da.n Kota. dila.kuka.n da.la .m 

memberika.n penjela.sa.n progra.m, tujua.n serta. ma.nfa.a.t, 

persya.ra.ta.n permohona .n ha.k, subjek da .n objek 

kegia.ta.n prona., ha.k da.n kewa.jiba.n peserta. prona. ya.ng 

sesua.i denga.n perunda.ng-unda.nga.n ya.ng berla.ku. 

Penyuluha.n prona. dila.kuka.n juga. mela.lui sosia.lisa.si 

kepa.da. ma.sya.ra.ka.t desa. ca.lon peserta. progra.m prona. 

denga.n menyeba.rka.n informa.si mengena.i prona..  

A.da.pun tujua.n penyuluha .nn tersebut untuk 

memberita.huka.n kepa.da. Ta.na.h /Kua.sa.nya./Piha.k 

berkepentinga .n ba.hwa. diselengga.ra.ka.-nya . kegia.ta .n 

Prona.. 

 

e. Pengumpulan Data 

  Pengumpula.n da.ta. dila.kuka.n oleh petuga .s ya.ng 

bera.da. di Ka.ntor Perta .na.ha.n Ka.bupa.ten a.ta.u Kota. ya.ng 

tela.h diteta.pka.n oleh Sura .t Keputusa.n Kepa.la. ka.ntor. 

Tuga.snya. a.da.la.h menerima. permohona.n ha.k ya.ng 

dila.mpiri a.la.sa.n berupa. sura.t ta.na.h,bukti peroleha .n 

ta.na.h, izin rekomenda .si, da.n meneliti berka .s 

perlengka.pa.n ta.na.h. Disa.mping pengumpula .n da.ta., 

pemeriksa.a.n ta.na.h juga. perlu dila.kuka.n setela.h berka.s-

berka.s lengka.p, kemudia.n berka.s tersebut dida .fta.rka.n 
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di loket penerima .a.n da.n sela.njutnya. disera.hka.n ke tim 

pa.nitia. pemeriksa.a.n ta.na.h. 

f. Pemeriksaan Tanah 

  Pemeriksa.a.n ta.na.h a.da.la.h ta.ha.pa.n untuk 

meneliti kebena .ra.n da.n kesesua.ia.n a.nta.ra. da.ta. 

a.dministra.si (sura.t-sura.t kelengka.pa.n berka.s 

permohona.n) denga.n da.ta. fisik (kondisi nya .ta. bida.ng 

ta.na.h ya.ng dimohon pemohon di la .pa.nga.n) serta. 

hubunga.n hukum a.nta.ra. pemohon denga .n ta.na.h. 

pemeriksa.a.n ta.na.h ya.ng diha.diri oleh seluruh pa .nitia .  

da.n peja.ba.t desa./ kelurua.ha.n. 

 

g. Pengumuman 

Kepa.la . seksi ha.k a.ta.s ta.na.h a.ka .n 

mengumumka .n ta.na.h-ta.na.h ya.ng berka.snya. tela .h 

lengka.p, meliputi: (1) Na .ma. pemilik ta.na.h; (2) Nomor 

Induk Bida.ng, da.n (3) Lua.s ta.na.h ha.silpengukura.n. 

Tujua.n dia.da.ka.nnya.  pengumuma.n a.da.la.h untuk 

memberika.n kesempa.ta.n kepa.da. piha.k ya.ng 

berkepentinga .n untuk menga .juka.n kebera.ta.n a.ta.u 

sa.ngga.ha.n terha.da.p da.ta. fisik (berupa. bida.ng ta.na .h 

pemohon) da .n da.ta. yuridis (ora .ng da.n bukti peroleha .n 

ta.na.h) da.la.m ra.ngka. untuk peneta .pa.n ha.k a.ta.s na.ma . 

pemohon/ peserta . prona.. 
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h. Penetapan 

Peneta.pa.n ha.k a.ta.s ta.na.h dila .kuka.n untuk: (1) 

Ba.gi ta.na.h milik a.da.t ya.ng memiliki sura .t lengka.p da.n 

memenuhi persya .ra.ta.n, ma.ka. peneta.pa.n ha.k a.ta.s 

ta.na.hnya. dila.kuka.n mela.lui proses konversi; (2) Ba .gi 

ta.na.h milik a.da.t ya.ng tida.k memiliki bukti, sya .ra.t-

sya.ra.tnya. tida.k lengka.p/mera.guka.n, ma.ka. peneta.pa .n 

ha.k a.ta.s ta.na.hnya. dila.kuka.n mela.lui penga.kua.n ha.k. 

Da.la.m proses keputusa.n pemberia .n ha.k a.ta.s ta.na.h, 

piha.k ya.ng berta.nggung ja.wa.b a.da.la.h kepa.la. ka.ntor 

perta.na.ha.n ka.bupa.ten da.n kota. serta. kepa.la. seksi ha .k 

a.ta.s ta.na.h 

i. Pembukuan 

   Ha.k a.ta.s ta.na.h da.n ta.na.h wa.qa.f dida.fta.rka.n 

denga.n membukuka.n keda.la.m buku ta.na.h ya.ng di 

da.la.mnya. memua.t da.ta. yuridis da.n da.ta. fisik ta.na.h ya.ng 

bersa.ngkuta.n. Pembukua .n ha.k terda.pa.t Sura.t 

penca.ca.ta.n sura.t ukur seba.ga.i bukti ha.k pemega.ng ha .k 

da.n bida.ng ta.na.hnya. seba.ga.ima .na. Pera.tura.n Pemerinta .h 

Nomor 24 Ta.hun 2007 Pa .sa.l 29 a.ya.t 2  

j. Penerbitan Sertifikat 

Risa.la.h Pa.nitia. A. ya.ng tela .h dita.nda. ta.nga.ni oleh 

Kepa.la . Ka.ntor Perta.na.ha.n Ka.bupa.ten a.ta.u Kota. 

bersa.ma .-sa.ma. denga.n berka.s da.ta. fisik da.n da.ta. yuridis 

ya.ng tela.h dilengka.pi oleh pemohon di da .fta.rka .n 

mela.lui Kepa.la. Sub Seksi Penda .fta.ra.n Ha.k da .n 



  

  

56 

 

Informa.si. Buku ta .na.h (ya.ng memua.t da.ta. yuridis) da .n 

sura.t ukur (ya.ng memua.t da.ta. fisik) ya.ng kemudia .n 

dija.dika.n sa .tu, buku tersebut dina .ma.ka.n sertipika.t. 

Sertipika .t tersebut tela .h dita.nda.ta.nga.ni oleh Kepa.la . 

Ka.ntor Perta.na.ha.n Ka.bupa.ten a.ta.u Kota. 

k. Penyerahan Sertifikat 

   Sertifika.t ta.na.h ya.ng suda.h dita.nda .ta.nga.ni oleh 

kepa.la. ka.ntor perta.na.ha.n ka.bupa.ten a.ta.u kota. kemudia .n 

disera.hka.n kepa.da. pemega.ng ha.k ta.na.h/kua.sa.nya .. 

Penyera.ha.n tersebut dila .ksa.na.ka.n oleh kepa.la. ka.ntor 

perta.na.ha.n ya.ng berkoordinir denga .n pemerinta .h 

desa./kelura.ha.n tempa.t loka.si ta.na.h. penca.ta.ta.n 

sertifika.t prona. ditua.ngka.n ke da.la.m berita. a.ca.ra. sera .h 

terima. sertifika.t. 

3. Jenis-jenis Kegiatan Prona 

   Menurut (Sutedi 2014:75) terda.pa.t pengolonga.n 

jenis Pona. ya.ng da.pa.t diberika.n sertifika.t ta.na.h62 : 

1). Ta.na.h Permukima .n 

              Merupa.ka.n ta.na.h ya.ng memiliki Lua .snya . 

ma.ksimum 1.000 M2 ya.ng terleta.k di da.era.h pedesa.a.n, 

denga.n dikua.sa.i la.nsung oleh pemiliknya . sesua.i tempa.t 

tingga.l di keca.ma.ta.n leta.k ta.na.h. 

 

 

                                                             
62Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah , Sinar Grafika, Jakarta. (2014):75. 
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       2). Ta.na.h Perta.nia.n 

       Ya.kni Ta.na.h ya.ng dimiliki/dikua .sa.i lua.snya . 

ma.ksimum 1-2 ha. ya.ng gterleta.k di pedesa.a.n hingga . 

perkota.a.n, sebga.i ta.na.h la.ha.n produksi perkebuna .n. 

Sehingga., Peserta . Prona. da.pa.t mela.kuka.n permohona .n 

penda.fta.ra.n ta.na.hnya . pa.da. ka.ntor Desa. a.ta.u Lura .h 

setempa.t. 

Menurut (Sutedi 2014:73) terda .pa.t ha.l-ha.l tertentu 

ya.ng da.pa.t dila.kuka.n pensertifika .ta.n, ya.kni seba.ga.i 

berikut :  

1) Pemberia.n ha.k da.la.m ra.ngka. redistribusi a .ta.s ta.na .h 

nega.ra. ya.ng menja .di objek la.nd reform 

2) Pemberia.n ha.k ta.na.h a.ta.s Ta.na.h Nega.ra., ba.ik seca.ra . 

perora.nga.n, ma.upun seca.ra. kolektif 

3) Penga.kua.n/penega.sa.n ha.k ta.na.h a.ta.s Ta.na.h A.da.t, ba.ik 

seca.ra. perora.nga.n ma.upun kolektif 

4) Konversi a.ta.s Ta.na.h A.da.t, da.n ha.k a.ta.s Ta.na.h Ba.ra.t.  

4. Tujuan Prona Tanah 

    A.da.pun tujua.n da.ri lega.lisa.si perta.na.ha.n, a.da.la.h 

untuk terca.pa.inya. Ca.tur Tertib Perta.na.ha.n 63 , ya.ng 

meliputi seba.ga.i berikut: 

a. Tertib Hukum Perta .na.ha.n  

                                                             
63Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang  Nomor 28 Tahun 2016 

tentang Percepatan Program Operasi Nasional Agraria Melalui Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap 
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  Bertujua.n a.ga.r setia.p ta.na.h mempunya.i sertifika.t, 

sehingga. ta.na.h tersebut mempunya .i kepa.stia.n hukum 

ma.upun ha.k ya.ng kua.t. Ha.l ini merupa.ka.n sa.la.h sa.tu 

bukti ba.hwa. pera.tura.n hukum perta .na.ha.n suda.h 

dila.ksa.na.ka.n denga.n ba.ik. Denga.n a.da.nya. sertifika.t 

ta.na.h, diha.ra.pka.n sengketa.-sengketa. perta.na.ha.n da.pa.t 

dihinda.ri. 

b. Tertib A.dministra.si Perta .na.ha.n 

       A.da.la.h bertujua.n untuk peningka .ta.n mutu 

pela.ya.na.n Ka.ntor Perta.na.ha.n kepa.da. ma.sya.ra.ka.t 

denga.n ca.ra. ya.ng cepa.t, muda.h da.n bia.ya. ya.ng mura.h 

ba.gi permohona .n ha.k a.ta.s ta.na.h. 

c. Tertib Pengguna .a.n Ta.na.h  

      Bertujua.n untuk menumbuhka .n kesa.da.ra.n 

ma.sya.ra.ka.t a.ka.n a.rti pentingnya . pengguna.a.n ta.na .h 

seca.ra. berenca.na., sehingga. da.pa.t diperoleh 

pema.nfa.a.ta.n ta.na.h seca.ra. optima.l, keseimba .nga.n 

a.nta.ra. berba.ga.i keperlua .n da.n bersifa.t sela.ma.nya.. 

Denga.n demikia .n pengguna.a.n ta.na .h da.pa.t 

mewujudka.n keseja.htera.a.n ra.kya.t ba.nya.k. 

d. Tertib Pemeliha .ra.a.n Ta.na.h da.n Lingkunga.n Hidup 

Ha.l ini ba.nya.k terja.di ora.ng a.ta.u ba.da.n hukum 

ya.ng mengua.sa.i ta.na.h ta.npa. berusa.ha. untuk 

mencega.h terja.dinya. sua.tu kerusa.ka.n. Seda.ngka.n, 

da.la.m Pa.sa.l 15 Pera.tura.n Da.sa.r Pokok-Pokok A.gra.ria . 
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suda.h dinya.ta.ka.n seca.ra. tega.s ba.hwa. memeliha.ra . 

kesubura.n, mencega.h kerusa.ka.n. 

 

5. Sasaran dari pelaksanaan Prona 

 A.da.pun sa.sa.ra.n da.ri pela.ksa.na.a.n Prona., seba.ga .i 

berikut : 

a. Subyek Prona. a.da.la.h pemilik ta.na.h perseora.nga.n 

ya.ng terma.suk golonga.n ekonomi lema.h da.n ma.sih 

ma.mpu memba.ya.r bia.ya. a.dministra.si. 

b. Obyek Prona. a.da.la.h penda.fta.ra.n ta.na.h perta.ma.ka.li 

terha.da.p bida.ng-bida.ng ta.na.h ya.ng belum terda.fta.r. 

c. Obyek Prona. a.da.la.h ta.na.h perta.nia.n ya.ng lua.snya. 

kura.ng da.ri 2 ha., a.ta.u ta.na.h non perta.nia.n ya.ng 

lua.snya. kura.ng da.ri 2000 meter persegi. 

 

D. Maslahah Mursalah  

1. Pengertian Maslahah Mursalah  

   Seca.ra. etimologi ka .ta. ma.sla.ha.h bera.sa.l da.ri ka.ta. 

kerja. ba.ha.sa. a.ra.b َ ل ح  َ –ص  َ menja.diيصُْلحٍُ ةَ a.ta.uصُلْحًا صْل ح  م 

ya.ng bera.rti sesua.tu ya.ng menda.ta.ngka.n keba.ika.n. 

ma.sla.ha.h  a.da.la.h Sesua.tu ya.ng dipa.nda.ng ba.ik oleh a.ka .l 

seha.t ka.rena. menda.ta.ngka.n keba.ika.n da.n menghinda.rka .n 

kerusa.ka.n pa.da. ma.nusia., seja.la.n denga.n tujua.n sya.ra.. 

menurut a.l-ga.za.li tujua.n sya.ra. ma.sla.ha.h mursa.la .h 

dia.nta.ra.nya.; memeliha.ra. a.ga.ma., jiwa., a.ka.l, keturuna.n, 
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da.n ha.rta.. a.pa.bila. seseora.ng mela.kuka.n sua.tu perbua.ta.n 

da.n menola.k sega.la. bentuk kemuda.ra.ta.n. 

Menurut jumhur ula .ma. ma.sla.ha.h mursa.la.h seca.ra . 

prinsipnya. da.pa.t dija.dika.n  seba.ga.i sa.la.h sa.tu a.la.sa.n 

peneta.pa.n hukum. isla .m menga.kui a.da.nya. ha.k milik 

seseora.ng (individu) ma .upun kelompok a .ta.s sega.la . 

sesua.tu ya.ng a.da. di da.la .m a.la.m semesta. ini ya.itu meliputi 

sega.la. ya.ng a.da. di bumi da.n di la.ngit ya.itu terma.suk 

ta.na.h. sa.la.h sa.tu tokoh ya.ng pa.ling ba.nya.k memba.ha.s da.n 

mengka.ji ma.shla.ha.h mursa.la.h a.da.la.h ima.m a.l-gha.za.li 

(450-505),menurutnya . ma.sla .ha.h da.pa.t diterima. jika . 

memiliki tiga . kua.lita.s ya.itu da.ruriyya.h, qa.thiyya.h da.n 

kulliya.h. 

Ma.sla.ha.h merupa.ka.n konsep ya.ng sena.ntia.sa . 

dija.dika.n seba.ga.i pertimba.nga.n uta.ma. oleh pa.ra. ula.ma . 

da.la.m menyelesa .ika.n ma.sa.la.h hukum isla.m kontemporer 

ya.ng terka.ndung pemeliha .ra.a.n da.ri ma.ksud obyektif 

hukum (ma.qa.sid a.l-sya.ri’a.h), ya.itu pemeliha.ra.a.n A.ga.ma., 

Jiwa., A.ka.l, Keturuna.n, Da.n Ha.rta.. Pa.da. ha.kika.tnya . 

perinta.h a.ta.u la.ra.nga.n menda.ta.ngka.n ma.nfa.a.t a.ta.uka .h 

menda.ta.ngka.n muda.ra.t terha.da.p ma.nusia. seca.ra. la.ngsung 

ma.upun tida.k la.ngsung, na.mun da.pa.t dira.sa.ka.n 

ma.nfa.a.tnya.. seora.ng kepa.la. nega.ra. da.n semua . 

tinda.ka.nnya. ya.ng tida.k bertenta.nga.n denga.n hukum isla .m 

wa.la.upun ora.ng tersebut tida .k memenuhi persya .ra.ta.n 

untuk menja.di kepa.la. nega.ra. sela.ma. ia. ma.mpu menja.ga . 
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sta.bilita.s na.siona.l, menga.tur ra.kya.tnya ., dipa.tuhi da .n 

disega.ni oleh semua . ra.kya.tnya .. Oleh seba .b-nya., da.la .m 

kondisi seperti seka .ra.ng ini sa.nga.t sulit untuk menca .ri 

seseora.ng ya.ng bena.r-bena.r da.pa.t memenuhi kriteria . 

seba.ga.i kepa.la. nega.ra. seba.ga.ima.na. ditentuka.n da.la .m 

a.ja.ra.n isla.m. 

Pa.da. ha.kika.tnya. perinta.h a.ta.u semua. la .ra.nga.n 

menda.ta.ngka.n ma.nfa.a.t a.ta.uka.h menda.ta.ngka.n muda.ra.t 

terha.da.p ma.nusia. seca.ra. la.ngsung ma.upun tida.k la.ngsung, 

da.pa.t dira.sa.ka.n ma.nfa.a.tnya. sa.a.t itu a.ta.uka.h dira.sa.ka.n 

setela.hnya.. Hukum sya .ra. berda.sa.rka.n pa.ra. ula.ma. da.n 

mujta.hid berusa .ha. kera.s dida.la.m menyelesa.ika.n 

persoa.la.n ya.ng tida.k a.da. na.sh dida.la.m a.l-qur’a.n da.n a.l-

sunna.h denga.n bebera.pa. metode ya.ng tela.h ditunjukka .n 

oleh pa.ra. sa.ha.ba.t da.n ta.biin, serta. mengemba.ngka .n 

metode menja.di ma.zha.b tertentu. Keteta.pa.n A.lla.h Swt 

dida.sa.ri menga.ndung kema.sla.ha.ta.n, ketentua.n hukum 

da.la.m bentuk perinta .h da.n la.ra.nga.n. seba.liknya ., ha.l ya.ng 

merusa.k a.ta.u mena.fika.n tujua.n hukum isla.m disebut 

Ma.fsa.da.t, oleh ka .rena. itu, upa.ya. menola.k da.n 

menghinda.rka.nnya. disebut Ma.sla.ha.h.64 

 

 

 

                                                             
64 Nur Asiah Fuadah,Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali, 

Diktum:Jurnal Syariah Dan Hukum , 18. no.1. Juli (2020):118-128. 
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2. Dasar Hukum Maṣlaḥah Mursalah 

a. Al-Qur’an 

A.da.pun Ma.ṣla.ḥa.h mursa.la.h da.la.m pela.ksa.na.a.n 

Prona., terda.pa.t da.la.m A.l-Qur’a.n, berikut : 

 

َ اهمَُْصٰلِحًاَۘق ال  ا خ  اِلٰىَث مُوْدَ  نَْو  اَل كمَُْمِِّ يٰق وْمَِاعْبدُوُاَاللّٰه َم 

اَ كُمَْفيِْه  ر  اسْت عْم  َالْْ رْضَِو  ن  ا كُمَْمِِّ َا نْش  َهوُ  ٗۗ اِلٰهٍَغ يْرُه 

جِيْبٌَ بِّيَِْق رِيْبٌَمُّ َر  َانَِّ اَاِل يْهِۗٗ َتوُْبوُْْٓ ٦ ف اسْت غْفِرُوْهَُثمَُّ  
    

Artinya : 

Kepa.da. (ka.um) Sa.mud (Ka.mi utus) sa.uda.ra. 

mereka., Sa.leh. Dia. berka.ta., "Wa.ha.i ka.umku, 

semba.hla.h A.lla.h! Seka.li-ka.li tida.k a.da. tuha.n ba.gimu 

sela.in Dia.. Dia. tela.h mencipta.ka.nmu da.ri bumi (ta .na.h) 

da.n menja.dika.nmu pema.kmurnya.. Oleh ka .rena. itu, 

mohonla.h a.mpuna.n kepa.da.-Nya.,kemudia.n bertoba.tla .h 

kepa.da.-Nya..Sesungguhnya . Tuha.nku sa.nga.t deka.t la.gi 

Ma.ha. Memperkena.nka.n (doa. ha.mba.-Nya.)." Qs.Hud 

A.ya.t: 61 

 

b. Hadist 

A.da.pun Ma.ṣla.ḥa.h mursa.la.h da.la.m pela.ksa.na.a.n 

Prona., terda.pa.t da.la.m Ha.dits, berikut : 

1. Ha.dist Bukha.ri 

َل ه يْت ةَف هِي  نَْأ حْي ىَأ رْضًاَم   م 

 

 

Artinya : 
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 “Ba.ra.ngsia.pa. ya.ng tela.h Menghidupka.n 

Sebida.ng Ta.na.h Ma .ti, Ma.ka. Ta.na.h Itu A.da.la.h 

Ha.k Miliknya." (Hr.Bukha.ri) 

 

 

2. Kha.lifa.h Uma.r bin Kha.th 

Terda.pa.t da.la.m kita.b A.l-Kha.ra.j, ka.ra.nga.n 

A.bu Yusuf, sa.a.t Kha.lifa.h Uma.r bin Kha .ththa.b 

berbica.ra. di a.ta.s mimba.r 

َلِمَُ ل يْس  َل هُ،َو  يْت ةًَف هِي  نَْأ حْي اَأ رْضاًَم  َسِنيِْنم  ث لا ث  َب عْدَ  قٌّ حْت جِرٍَح   

 

Artinya : 

“Ba.ra.ngsia.pa. menghidupka.n ta .na.h ma.ti, 

ma.ka. ta.na.h itu menja .di miliknya .. Da.n ora.ng ya.ng 

mela.kuka.n ta .hjir tida .k mempunya .i ha.k la .gi a.ta.s 

ta.na.hnya. setela.h tiga. ta.hun (ta .na.h itu terla.nta.r).” 

(Disebut oleh A .bu Yusuf da.la.m kita.b A.l-Kha.ra.j. 

 

c.  Ijma 

Menurut A.bdul Wa.ha.b Kha.lla.f da.la .m kita.bnya . 

ya.ng berjudul “Ushul Fiqh” ditera.ngka.n ba.hwa . 

kema.sla.ha.ta.n uma.t ma.nusia. bersifa.t a.ktua.l da.n tida.k 

a.da. ujungnya.. dida.la.m Ma.ṣla.ḥa.h mursa.la.h da.la .m 

pela.ksa.na.a.n Prona., terda.pa.t da.la.m A.l-Qur’a.n, berikut 

Oleh ka.rena. itu, jika. tida.k a.da. sya.ria.h ya.ng berda.sa.r 

kema.sla.ha.ta.n ma.nusia. denga.n ma.sla.ha.t ba.ru a.ka .n 

terus-menerus berkemba .ng pembentuka.n hukumnya.. 
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na.mun, ma.sla.ha.hnya. a.ka.n sela.lu menda.pa.t penga.kua .n 

pembentuka.n hukum.65 

3. Kajian maslahah mursalah 

Menurut Abu Ishaq al-Shatibi berhasil 

merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu: hifdz ad-din 

(pemeliharaan agama), hifdz an-nafs (pemeliharaan jiwa), 

hifdz al' aql (menjaga akal), hifdz an-nasb (menjaga asal 

usul) dan hifdz al-maal (menjaga harta) Sedangkan, 

Hamka Haq dalam bukunya “Filsafat Ushul Fiqh” 

berpendapat bahwa ada 6 aspek kemaslahatan yang 

menjadi tujuan syari’ah diantaranya: memelihara agama, 

memelihara jamaah, memelihara jiwa pemeliharaan akal 

pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Al-

maslahah al-mursalah adalah hukum yang merupakan 

tambahan dari hukum umum syariah. Ini menyangkut hal-

hal seperti kebiasaan dan bagaimana orang harus 

berinteraksi satu sama lain. Tujuan utama dari hukum ini 

adalah untuk mencapai kemaslahatan. Jadi, ibadah 

bukanlah bagian dari tujuan utama hukum.66 

 

 

4. Jenis- Jenis Maslahah Mursalah 

                                                             
65Zainal Masri, Maslahah Mursalah Sebagai Dasar Hukum Ijma Dalam 

Islam, Diunduh: http://wwwbloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-

mursalah-sebagai-dalil-hukum.html Diakses pada 28 Januari 2025 pukul 

16.47.WIB 
66 Khutbuddin Abaik, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar,(2008). 243 
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A.da.pun terda.pa.t jenis- jenis ma .sla.ha.h mursa.la .h67, 

dia.nta.ra.nya. seba.ga.i berikut : 

 

 

a) Al- Maslahah Adh-Dharuriyyah 

Kema.sla.ha.ta.n ya.ng berhubunga .n denga.n 

kebutuha.n pokok uma.t ma.nusia. di dunia. da.n di a.khira.t. 

seca.ra. tega.s menjela.ska.n da.n menga.kui kebera.da.a.nya . 

da.la.m kebutuha.n pokok uma.t ma.nusia. denga.n ka.ta. la.in 

kema.sla.ha.ta.n. seperti ini dia .nta.rnya.; ya.itu: memeliha.ra . 

a.ga.ma., jiwa., a.ka.l, keturuna.n, da.n ha.rta.. 

b) Al- Maslahah Al-Hajiyah 

Kema.sla.ha.ta.n ya.ng menyempurna.ka.n pokok 

hidup ma.nusia. (menda.sa.r) sebelumnya ., ya.ng 

berbentuk keringa .na.n untuk memeliha .ra. kebutuha .n 

menda.sa.r ma.nusia.. Denga.n ka.ta. la.in, ma.sla.ha .h 

menja.dika.n sua.tu ha.l ringa.n ba.gi ma.nusia. misa.lnya., 

da.la.m bida.ng iba.da.h, diberi keringa .na.n meringka.s 

(qa.sr), sha.la.t da.n berbuka. pua.sa. ba.gi ora.ng ya.ng 

seda.ng musa.fir; da.la.m bida.ng mu’a.ma.la .h dibolehka .n 

berburu bina.ta.ng da.n mema.ka.n-ma.ka.na.n ya.ng ba.ik-

ba.ik, dibolehka .n mela.kuka.n jua.l beli pesa.na.n (ba.y a.l 

sa.la.m), kerja.sa.ma. da.la.m perta.nia.n (muza.ra.’a.h) da.n 

perkebuna.n (musa.qa.h).  

                                                             
67 Romli SA, Muqaranah Mazahib Fil Ushul. OPAC Perpustakaan 

Nasional RI (2020). 16 Diakses pada 23 Januari 2025 
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c) Al- Maslahah At-Tahsîniyyah 

Kema.sla.ha.ta.n ya.ng sifa.tnya. pelengka.p berupa . 

kelelua.sa.a.n ya.ng da.pa.t melengka.pi kema.sla.ha.ta .n 

sebelumnya.. misa.lnya., dia.njurka.n untuk mema .ka .n 

ya.ng bergizi, berpa .ka.ia .n ya.ng ba.gus, da.n 

menghila.ngka.n na.jis da.ri ba.da.n. 

5. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah 

   Pa.ra. ula.ma. da.hulu seperti Za .ky a.d-Din Sya.’ba.n 

memberika.n persya.ra.ta.n pengguna.a.n a.l-mursa.la.h. 

Persya.ra.ta.n-persya.ra.ta.n tersebut kemudia .n dipertega.s 

oleh ula.ma. ya.ng da.ta.ng kemudia.n. A.bd a.l-Wa.ha.b Kha.lla .f 

da.n A.bu Za.hra.h memberika.n pula. persya.ra.ta.n-

persya.ra.ta.n pengguna.a .n a.l- ma.sla.ha.h a.l-mursa.la .h 

a) Ma.sla.ha.h bersifa.t ha.kiki da.n bersifa.t umum da.la .m 

a.rtia.n da.pa.t diterima. oleh a.ka.l seha.t da.n menda.ta.ngka .n 

ma.nfa.a.t ba.gi ma.miliki ma.nusia. 

b) ma.miliki tujua.n hokum sya .ra. da.la.m meneta.pka.n setia .p 

hokum ya.ng tida.k berbentura .n denga.n da.lil sya.ra.’ ya.ng 

tela.h a.da., ba.ik da.la.m bentuk na.siona.lita.s A.l-Qur’a .n 

da.n Sunna.h, ma.upun ijma.’ ula.ma. terda.hulu 

c) Da.pa.t dia.ma.lka.n da.la.m kondisi hidup ma.nusia. da.ri 

kesulita .n. 

 

 

6. Aspek-aspek Maslahah Mursalah 



  

  

67 

 

   A.da.pun A.spek-a.spek Ma.sla.ha.h Mursa.la.h da.la.m 

Prona. Ta.na.h68, berikut : 

a. Kepentinga.n Umum 

   Pela.ksa.na.a.n Prona. Ta.na.h ha.rus dila .kuka.n untuk 

kepentinga.n umum, a .ga.r mema.stika.n ba.hwa . 

kepentinga.n umum untuk ba .gi ma.sya.ra.ka.t menja.di 

priorita.s uta.ma. da.la.m Prona. Ta.na.h. tentunya., kegia.ta.n 

tersebut ha.rus dida.sa.ri pa.da. pengelola.a.n da.n 

pengua.sa.a.n ta.na.h. Ma.sla.ha.h mursa.la.h menja.di 

pertimba.nga.n Da.la.m membua.t keputusa.n a.ta.u hukum 

ya.ng menca.kup upa.ya. untuk mencipta .ka.n kea.dila.n, 

keseja.htera.a.n, da.n keberla.njuta.n da.la.m pengelola.a .n 

sumber da.ya. ta.na.h, ya.ng pa.da. a.khirnya. a.ka .n 

memberika.n ma.nfa.a.t ba.gi ma.sya.ra.ka.t lua.s da.n nega.ra.. 

b. Kea.dila.n 

Pela.ksa.na.a.n Prona. Ta.na.h ha.rus mencerminka .n 

upa.ya. untuk mencipta .ka.n sistem ya .ng a.dil da.n da.n 

tra.nspa.ra.n da.la.m berkela.njuta.n pengelola.a.n ta.na.h. Ini 

tida.k ha.nya., memberika .n ma.nfa.a.t ba.gi individu teta.pi, 

juga. untuk ma .sya.ra.ka.t seca.ra. keseluruha.n, denga .n 

tujua.n Mema.stika.n ba.hwa. ha.k-ha.k ma.sya .ra.ka.t 

seba.ga.i pemilik ta.na.h teta.p dilindungi da .n dihorma.ti 

oleh nega.ra.. 

c. Kema.nfa.a.ta.n 

                                                             
68 Al-Ghazali. .Al-Mustasfamin Ilm al-Usul. Beirut: “Dar al-Kutub al-

Ilmiyah” (1993): 129 
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   Pela.ksa.na.a.n Prona. ta.na.h da.la.m ka.jia.n ma.sla.ha.h 

mursa.la.h mema.stika.n ba.hwa. da.la.m pela.ksa.na.a.n prona. 

ta.na.h menimbulka.n keterma.nfa.a .ta.n ba.gi ma.sya .ra.ka.t 

guna. meningka.tka.n keseja.htera.a.n ma .sya.ra.ka.t. 

Sehingga. membina. hukum berda.sa.rka.n kema.sla.ha.ta.n 

ya.ng bena.r da.pa.t memba.wa. kema.nfa.a.ta.n da.n menola.k 

kemuda.ra.ta.n pa.da. ha.l ini, Prona . a.da.la .h progra.m ya.ng 

diluncurka.n oleh pemerinta .h Indonesia . untuk 

memberika.n kepa.stia.n hukum a.ta.s ha.k a.ta.s ta.na.h, 

teruta.ma. ba.gi ma.sya.ra.ka.t ya.ng belum memiliki 

sertifika.t ta.na.h. 

d. Penga.wa.sa.n 

Prona. Ta.na.h ha.rus dila .kuka.n denga.n 

pentingnya. penga.wa.sa.n da.n kontrol da.la .m 

implementa.si progra .m untuk mema .stika.n ba.hwa . 

tujua.n progra.m terca.pa.i da.n tida.k a.da. penya.la.hguna.a .n 

a.ta.u ketida.ka.dila .n ya.ng terja.di. Da.la.m konteks ini, 

penga.wa.sa.n berfungsi untuk melindungi kepentinga .n 

ma.sya.ra.ka.t da.n mema.stika.n ba.hwa. ma.nfa.a.t da.ri 

progra.m da.pa.t dira.sa.ka.n seca.ra. a.dil da.n mera.ta.. 

Sehingga., Ma.sla.ha.h Mursa.la.h mema.stika.n ba.hwa . 

penga.wa.sa.n dila.kuka.n seca.ra. efektif da.n efisien. 

 

  

      Kerangka Berpikir    

  



  

  

69 

 

Pela.ksa.na.a.n Prona Ta .na.h Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng  

ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng 

Pendaftaran Bidang Tanah Terhadap Sertifikat Prona 

(SHM) Gratis 

Badan Pertanhan Nasional Kabupaten Empa .t La.wa.ng 

Melakukan Pengukuran dan Penetapan Hak 

Masyarakat Memperoleh Sertifikat Prona (SHM) 

Gratis sebagai Bukti Hak Atas Tanah 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM  OBJEK PENELITIAN 

 

A. Geografi Wilayah 

Seca.ra. A.stronomis Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng 

terleta .k a .nta .ra. 3°54-18.0LS Serta. 103°-02'53.0 BT Seca.ra. 

geora.fis Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng merupa.ka.n wila.ya .h 

ya.ng terleta.k di terleta.k di ba.gia.n di ujung uta.ra. 

ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng Provinsi Suma .tera. Sela.ta.n 

merupa.ka.n sa.la.h sa.tu keca.ma.ta.n ya.ng memiliki bebera.pa . 

ba.nya.k desa. denga.n da.ta.ra.n tinggi ya.ng di dukung oleh 

Tofogra.fi diliha .t seca.ra. umum bera.da. di da.era .h 

bergelomba.ng da.n berbukit denga .n ketinggia .n a.nta.ra. 300-

555 Mdpl. 69 Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng mempunya.i lua.s 

da.era.h sebesa.r 200,84 Ha. a.ta.u lua.s wila.ya.h sebesa.r 

200,84 kilometer. Seca.ra. a.dministra.tif lebih rinci 

keca.ma.ta.n mua.ra. pina.ng terdiri da.ri 22 (Dua. Puluh Dua.) 

Desa. denga.n jumla.h Penduduk sebesa .r 42.9979 Jiwa..70 

Berikut ba.ta.sa.n da.era.h a.dministra.si da.ri Keca.ma.ta.n 

Mua.ra. Pina.ng: 

 Sebela.h Uta.ra. berba.ta.sa.n denga.n Kikim Sela .ta.n 

 Sebela.h Sela.ta.n berba.ta.sa.n denga.n Keca.ma.ta.n 

Linta.ng Ka.na .n  

                                                             
69Alya Safadella Putri Akca.,Dkk. Statistik Kecamatan  Muara Pinang 

Dalam Angka Tahun 2024 : Pemerintahan  dan Jumlah Penduduk. Bps 

Kabupaten Empat Lawang  (2024):17. 
70Ibid 
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 Sebela.h Ba.ra.t berba.ta.sa.n denga.n Keca.ma.ta.n 

Pendopo  

 Sebela.h Timur Berba .ta.sa.n denga.n Keca.ma.ta.n 

Ja.ra.i   

 

B. Demografi Wilayah 

1. Sejarah Kecamatan Muara Pinang 

  Ka.bupa.ten Empa .t La.wa.ng a.da.la.h sebua.h 

ka.bupa.ten di Provinsi Suma .tera. Sela.ta.n, Indonesia .. 

Ibukota. Ka.bupa.ten ini terleta.k di Tebing Tinggi. 

Ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng diresmika .n pa.da. 20 a.pril 

2007 setela.h sebelumnya . disetujui oleh DPR denga .n 

disetujinya. ra.nca.nga.n unda.ng-unda.ngnya . pa.da. 08 

Desember 2006 tenta.ng pembentuka.n wila.ya .h 

Ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng bersa.ma. 15 Ka.bupa.ten 

a.ta.u Kota. ba.ru la.innya.. Ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng 

merupa.ka.n pemeka.ra.n da.ri Ka.bupa.ten La.ha.t, 

pemerinta.h sebena.rnya. merenca.na.ka.n Ibu kota .nya . 

diwila.ya.h Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng, na.mun ka.rena . 

terpilihnya . HBA. seba.ga.i Bupa.ti Ibukota. a.khirnya . 

dipinda.hka.n di Keca.ma.ta.n Tebing Tinggi. Pena .ma.a .n 

ka.bupa.ten ini, Na.ma. ka.bupa.ten ini, menurut cerita . 

ra.kya.t bera.sa.l da.ri ka.ta. Empa.t La.wa.nga.n, ya.ng da.la .m 

ba.ha.sa. setempa.t bera.rti "Empa.t Pendeka.r (Pa.hla.wa.n)". 
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Ha.l tersebut ka .rena. pa.da. za.ma.n da.hulu terda.pa.t empa.t 

ora.ng tokoh ya.ng perna.h memimpin da .era.h ini.71 

Pa.da. ma.sa. penja.ja.ha .n Hindia . Bela.nda. (sekita.r 

1870-1900), Tebing Tinggi memega.ng pera.n penting 

seba.ga.i wila .ya.h a.dministra.tif (ondera.fdeeling) da .n 

la.lu linta.s ekonomi ka .rena. leta.knya. ya.ng stra.tegis. 

Tebing Tinggi perna.h diusulka.n menja.di ibu kota. 

keresidena.n sa.a.t Bela.nda. berenca.na. membentuk 

Keresidena .n Suma.tera. Sela.ta.n (Zuid Suma .tra.) ta.hun 

1870-a.n ya.ng meliputi La.mpung, Ja.mbi da .n 

Pa.lemba.ng. Tebing Tinggi dinila .i stra.tegis untuk 

mengha.la.u a.nca.ma.n pemberonta.ka.n da.era .h 

sekita.rnya., seperti Pa.ga.r A.la .m, Pa.sema.h da.n da.era .h 

perba.ta.sa.n denga.n Bengkulu. Renca .na. itu ba.ta.l 

ka.rena. Bela.nda. ha.nya. membentuk sa.tu keresidena .n, 

ya.itu Suma.tra.. Pa.da. ma.sa. penja.ja.ha.n Jepa.ng (1942-

1945), Ondera.fdeeling Tebing Tinggi berga.nti na.ma . 

menja.di wila.ya.h keweda.na.a.n da.n a.khirnya. pa.da. ma.sa . 

kemerdeka.a.n menja.di ba.gia.n da.ri wila.ya .h seka.ligus 

ibu kota. ba.gi Ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng.72  

 

 

 

                                                             
71 Amelia Rahman Dkk. Statistik Kabupaten  Empat Lawang  Dalam 

Angka Tahun 2024 : Pemerintahan. Bps Kabupaten Empat Lawang,18. 

(2024) : 29 
72Ibid. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tebing_Tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tebing_Tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Pagar_Alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasemah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tebing_Tinggi
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2. Visi Dan Misi Kecamatan Muara Pinang 

a. Visi  

“untuk mewujudka .n pela.ya .na.n publik ya.ng 

optima.l da.n berda.ya. sa.ing” 

 

 

b. Misi 

1) Mewujudka.n pemerinta.ha.n ya.ng bersih, 

demokra.tis, da.n efektif 

2) Meningka.tka.n keseja.htera.a.n ekonomi 

ma.sya.ra.ka.t 

3) Memba.ngun kema.ndiria.n ekonomi ma .sya.ra.ka.t 

4) Mengemba.ngka.n industri pengola.ha.n da.n 

ma.nufa.ktur 

5) Meningka.tka.n kua.lita.s da.n kecerda.sa.n Sumber 

Da.ya . Ma.nusia. (SDM) 
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3. Struktur Pemerintahan Kecamatan Muara Pinang 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Sumber : Profil Pemerinta .ha.n Keca .ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng 

 

 

4. Sarana Dan Prasarana 

A.da.pun terda.pa.t Rincia.n Sa.ra.na. Da.n Pra.sa.ra.na. di 

Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng.73 ya.itu seba.ga.i berikut: 

 

 

                                                             
73Profil Pemerintahan Kecamatan Muara Pinang 

Paisal Hendrawan Syah,S.E.,M.M 

Camat 

 

Mery Janlaili, S.Kom.,M.m 

Sekcam 
 

Kharistian R.,S.E 

Kasubbag keuangan  

 

Keuangan  
 Yasri Zaibar, S.E 

Kasi Pemerintahan 

Muhamad Sarmadi S.E 

Kasi Pelayanan Umum 
 
 
 

 

Lastri, S.E 

Kasi Tantrib

 Pepi Nopriyanti, S.E 

Kasi Kesos
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No. Sarana Dan Prasarana Jumlah 

1 Puskema.s 1 

2 Ka.ntor Pos 1 

3 Ka.ntor Ba.nk 2 

4 Ka.ntor BKKB  1 

5 Ka.ntor Polisi 1 

6 Ka.ntor Kora.mil 1 

7 Gedung Serba.guna. 1 

8 Pa.sa.r 3 

9 Ka.ntor Ca.ma.t 1 

10 Ka.ntor UPTD PGRI 1 

 

Sumber : Profil Pemerinta.ha.n Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng  

 

5. Kondisi Penduduk dan Kehidupan Sosial 

Keagamaan 

a) Kondisi Penduduk 

  Jumla.h penduduk ya.ng besa.r menja.di moda .l 

da.sa.r pemba.nguna.n sua.tu da.era.h na.mun, da.pa.t 

juga. menja.di beba.n pemba.guna.n, sehingga. 

penduduk ya.ng besa.r ha.rus di serta .i juga. denga.n 

kua.lita.s sdm ya .ng tinggi, A.da.pun terda.pa.t Rincia .n 

riwa.ya.t Penduduk di setia.p desa. di Keca.ma.ta.n 

Mua.ra. Pina.ng.74 ya.itu seba.ga.i berikut : 

 

 

 

                                                             
74Op.Cit, Alya safadella putri akca. 32 
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Desa Laki-

laki 

Perempuan 

Mua.ra. Pina.ng Ba.ru 951 873 

Lubuk ta.njung 2111 2027 

Ta.la.ng ba.ru 642 280,55 

Sa.pa. pa.nja.ng 3,01 226,89 

Mua.ra. Pina.ng la.ma . 2,35 80,46 

Ta.njung ta.wa.ng 5,26 235,98 

Gedung a.gung  2,87 173,14 

Lubuk ula.k 2,01 173,99 

Pa.ja.r mena.ng 3,56 160,63 

niur  3,77 153,13 

Mua.ra. sema. 3,03 151,16 

Ta.la.ng benteng  6,40 186,42 

Ba.tu ga.la.ng 1,88 135,57 

Selema.n ulu 8,47 221,23 

Selema.n ilir 4,13 375,05 

Sa.wa.h 7,39 162,83 

Ta.jung kurung 2,43 170,94 

belimbing  2,74 232,35 

Pa.da.ng burna.i 4,79 400,67 

Suka.da.na. 8,70 281,75 

Ba.tu junggul  4,78 246,04 

Total 22.039 20.881 

 

b) Pendidikan 

A.da.pun rincia.n riwa.ya.t pendidika .n di 

Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng75 ya.itu seba.ga.i berikut: 

 

 

 

 

                                                             
75Op.Cit,33-34 
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No Sekolah Jumlah 

1 TK 5 

2 RA. 1 

4 SD 21 

5 MI 4 

6 SMP 3 

7 MTS 1 

9 SMA. 2 

10 SMK - 

  

c) Keagamaan 

A.da.pun rincia.n riwa.ya.t Kea.ga.ma.a.n di 

Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng ya.itu seba.ga.i berikut: 

No Agama Jumlah 

1 Isla.m 42.920 

2 Kristen - 

3 Budha. - 

4 Hindu - 

5 Ka.tholik - 

6 Konghucu - 

 

 

d) Pertanian  

  Penduduk di Keca .ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng 

memiliki usa .ha. a.ta.u ma.ta. penca.ha.ria.n teta.p da.ng 

perta.nia.n da.n perkebuna.n, ha.l ini da.pa.t 

mempenga.ruhi pengguna .a.n la.ha.n di Keca.ma.ta.n 

Mua.ra. Pina.ng denga.n iklim ya.ng idea.l berciri 

tropis menja.di ha.l ya .ng sa.nga .t mendukung 

terha.da.p pengola.ha.n sumber da .ya. a.la .m. ta.k hera.n, 
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jika. ma.sya.ra.ka.t ya.ng memiliki la .ha.n perkebuna.n 

ya.ng cukup lua.s. 

  A.da.pun rincia.n Pengguna. La.ha.n di 

Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng menurut survey 

perta.nia.n di ta.hun 202376, seba.ga.i berikut: 

 

No Desa Pekebun Petani 

Tanaman Pangan 

Petani 

Hortikultura 

1 Mua.ra. Pina.ng Ba.ru 378 144 211 

2 Lubuk ta.njung 268 99 48 

3 Ta.la.ng ba.ru 371 134 150 

4 Sa.pa. pa.nja.ng 207 87 69 

5 Mua.ra. Pina.ng la.ma . 135 75 87 

6 Ta.njung ta.wa.ng 370 57 174 

7 Gedung a.gung  237 107 152 

8 Lubuk ula.k 152 55 115 

9 Mua.ra. timbuk 211 50 211 

10 Pa.ja.r mena.ng 244 83 64 

11 niur  220 85 106 

12 Mua.ra. sema. 211 43 102 

13 Ta.la.ng benteng  424 245 245 

14 Ba.tu ga.la.ng 156 33 62 

15 Selema.n ulu 555 137 272 

16 Selema.n ilir 270 80 211 

17 Sa.wa.h 487 176 212 

18 Ta.jung kurung 235 83 109 

19 belimbing  125 10 38 

20 Pa.da.ng burna.i 127 16 41 

21 Suka.da.na. 535 33 132 

22 Ba.tu junggul  343 70 42 

 

                                                             
76Wisnu Adi Kusuma.,Survey Hasil Sensus Pertanian Kecamatan Muara 

Pinang Tahun 2023 : Penggunaan Lahan & Pupuk. Bps Kabupaten Empat 

Lawang,(2024) : 48 
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C. Kegiatan Pelayanan di Kantor BPN ATR Empat Lawang  

1. Jenis Permohonan  

A.da.pun mengutip da .la.m la.pora.n resmi ya .ng 

disa.mpa.ika.n oleh Kepa .la. ka.ntor A.gra.ria. Ta.ta. 

Rua.ng/Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l, kegia.ta.n ya.ng 

berda.sa.rka.n pa.da. pela.ya.na.n jenis permohona .n ya.ng 

dila.kuka.n oleh ka.ntor perta.na.ha.n ka.bupa.ten Empa.t 

La.wa.ng,77ya.itu seba.ga.i berikut : 

 

No Jenis Permohonan Jumlah 

1 Ga.nti Na.ma. 5 

2 Ga.nti Na.ma. Insta.nsi 1 

4 Ha.k Ta.nggunga.n 21 

5 Ha.pusnya. Ha.k 4 

6 Informa.si Titik Koordina .t 3 

7 Pemeca.ha.n Bida.ng 1 

9 Pemisa.ha.n Bida.ng 2 

10 Penda.fta.ra.n SK Ha.k - 

11 Penda.fta.ra.n Ta.na.h Perta.ma. 

Ka.li Pemberia.n Ha.k 

5.041 

12 Pengeceka.n Sertifika.t 541 

13 Pengukura.n – A.SN 1.087 

14 Pengukura.n – PTSL 4.029 

15 Pengukura.n da.n Pemeta.a.n 

Ka.da .stra.l 

142 

16 Pengukura.n Ula .ng da.n 

Pemeta.a.n Ka.da.stra. 

4 

17 Pera.liha.n Ha.k – Hiba.h 9 

18 Pera.liha.n Ha.k - Jua.l beli 74 

                                                             
77Loc.it, Amelia Rahman. 36-38. 
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19 Pera.liha.n Ha.k – Pewa.risa.n 13 

20 Permohona.n SK Pemberia .n 

Ha.k denga.n Konsta.ta.si 

1 

21 Permohona.n SK Pemberia .n 

Ha.k Guna. Ba.nguna.n Ba.da.n 

Hukum 

2 

22 Permohona.n SK Pemberia.n 

Ha.k Milik Perora.nga.n 

61 

23 Permohona.n SK Pemberia .n 

ha.k Pa.ka.i Insta.nsi/ ba.da.n 

Usa.ha. Pemerinta.h 

13 

24 Permohona.n SK Pemberia .n 

Ha.k pa.ka.i Perora.nga.n 

1 

25 Peruba.ha.n Ha.k A.ta.s Ta.na.h 10 

26 PTP Penyelengga .ra.a.n 

Kebija.ka.n Pengguna.a.n da.n 

Pema.nfa.a.ta.n Ta.na.h 

11 

27 PTP PKKPR Untuk Kegia .ta.n 

Berusa.ha. 

1 

28 Redistribusi Ta .na.h 50 

29 Roya. 193 

30 Sertifika.t Pengga.nti Ka.rena. 

Bla.nko La.ma. 

17 

31 Sertifika.t Pengga.nti Ka.rena. 

Hila.ng 

5 

32 Sertifika.t Pengga.nti Ka.rena. 

Rusa.k 

3 

33 Sura.t Ketera.nga.n Penda.fta.ra.n 

Ta.na.h 

24 
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2.  Penetapan Hak tanah  

A.da.pun kegia.ta.n Peneta.pa.n Ha.k ta.na.h ya.ng 

dila.kuka.n oleh ka.ntor perta.na.ha.n ka.bupa.ten Empa.t 

La.wa.ng,78 ya.itu : 

 

   Jenis 

Permohonan 

   

Ta.hun Ha.k 

Milik 

Ha.k 

Guna. 

Ba.guna.n 

Ha.k 

Guna. 

usa.ha. 

Ha.k 

Pa.ka.i 

Ha.k 

Pengelola.a.n 

jumla.h 

2019 7.404 2 - 1  7.407 

2020 3.807 55 - 8  3.870 

2021 12.644 4 - 14  12.662 

2022 2.444 2 - 5  2.451 

2023 5.102 2 - 14  5.118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78Loc.it, 35. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 

Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah 

Di Kecamatan Muara Pinang 

Pela.ksa.na.a.n progra.m na.siona.l perta.na.ha.n a.da.la .h 

kewa.jiba.n ya.ng ha.rus dila.ksa .na.ka.n sesua .i denga.n a.ma.na.t 

perunda.ng-unda.nga.n. Unda.ng-Unda.ng No. 5 Ta .hun 1960 

mengena.i pera.tura.n da.sa.r pokok-pokok a.gra.ria. da.la.m Pa.sa .l 

2 a.ya.t 1 terma .ksud da.la.m Pa.sa.l 33 a.ya.t (3) ba .hwa.: “Bumi, 

A.ir, da.n Keka.ya.a.n A.la.m ya.ng terka.ndung di da.la.mnya . 

dikua.sa.i oleh Nega .ra. da.n dima.nfa.a.tka.n untuk kema .kmura.n 

ra.kya.t. 79  Tentunya. pemerinta.h berta.nggung ja.wa.b untuk 

menyelesa.ika.n perma.sa.la.ha.n perta.na.ha.n di seluruh wila .ya.h 

Indonesia.. Pembentuka .n pera.tura.n menteri ini dira .nca.ng 

denga.n memenuhi prinsip keterma .nfa.a.ta.n hukum denga.n 

pemenuha.n ha.k wa.rga. nega.ra.. Pela.ksa.na.a.n proyek opera .si 

na.siona.l membutuhka.n proses ya.ng pa.nja.ng da.la .m 

merea.lisa.sika.nya.. Da.la.m penelitia.n ini diperoleh bebera.pa . 

da.ta. ha.sil bida.ng ta.na.h pela.ksa.na.a.n Prona. ta.na.h ya.ng 

dila.kuka.n oleh bpn/A.tr Empa.t La.wa.ng di keca.ma.ta.n mua.ra . 

pina.ng, Berikut bebera .pa. da.ta. ya.ng diperoleh la .ngsung da.ri 

                                                             
79 Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang  Pokok-Pokok 

Agraria 



  

  

83 

 

ka.ntor perta.na.ha.n ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng.80 ya.itu seba.ga.i 

berikut : 

Data PRONA Tahun 2016 

Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang 

Kecamatan Muara Pinang 

NO KECA.MA.TA.N DESA. 
JUMLA.H 

BIDA.NG 

1 Mua.ra. Pina.ng Niur 68 

2 Mua.ra. Pina.ng Sa.wa.h 23 

3 Mua.ra. Pina.ng 
Mua.ra. Pina.ng 

Ba.ru 
39 

4 Mua.ra. Pina.ng Ta.la.ng Ba.ru 15 

 

Da.la.m ura.ia.n Ta.bel Da.ta. ha.sil kegia.ta.n Prona. dia.ta.s, 

disini Penulis menga .na.lisis ta.rget Ka.ntor Perta.na.ha.n 

ka.bupa.ten Empa.t la.wa.ng sebesa.r 2000 Persil da .n 8.167 

Bida.ng ta.na.h.81 na.mun, jika. diliha .t seca.ra. seksa.ma. terha.da.p 

ha.sil ca.pa.ia.n Ta.rget Prona . ta.hun 2016 di keca.ma.ta.n mua.ra . 

Pina.ng ya.ng dila.kuka.n oleh bpn/A.tr ka.bupa.ten Empa.t 

la.wa.ng, ma.sih sa.nga.t renda.h ha.l ini da.pa.t diliha .t da.ri ha.sil 

jumla.h ta.na.h bida.ng ya.ng diukur dibebera.pa. desa. seperti 

ha.lnya. desa. sa.wa.h sejumla.h 23 bida.ng da.n Ta.la.ng Ba.ru ya.ng 

ha.nya. 15 Bida.ng ta.na.h, ini menga.mba .rka.n ba.hwa. progra.m 

Prona. belum memenuhi ta .rget ya.ng diha.ra.pka.n. 

                                                             
80 Sumber Data Hasil Kegiatan  PRONA Tahun 2016  Kantor 

Pertanahan Kabupaten Empat Lawang  
81 Itdisway, “Daftar Desa Di Empat Lawang Yang Terdaftar Ikut 

Program Sertifikat Prona", Diakses pada 05 April 2023 

https://rakyatempatlawang.disway.id/read/641579/daftar-desa-di-empat-

lawang-yang-terdaftar-ikut-program-sertifikat-prona-2023/45. 
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Seda.ngka.n, mengutip da .la.m Pera.tura.n menteri 

A.gra.ria. 04 Ta.hun 2015 Tenta.ng Proyek Opera .si Na.siona.l.82 

terda.pa.t da.la.m pa.sa.l berikut ini; 

 

Pa.sa.l 6 

(1) Rua.ng lingkup kegia.ta.n Prona. meliputi:  

a.. peneta.pa.n loka.si; 

b. penyuluha .n;  

c. pengumpula .n da.ta. a.la.t bukti a.la.s ha.k;  

d. pengukura .n bida.ng ta.na.h;  

e. pemeriksa .a.n ta.na.h;  

f. pengumuma .n, da.la.m ha.l beka.s ta.na.h milik a.da.t;  

g. penerbita.n SK Ha.k/Pengesa.ha.n da.ta. fisik da.n da.ta.  

    yuridis;  

h. penerbita.n Sertipika .t; da.n penyera.ha.n Sertipika .t 

 

Dijela.ska.n, da.la.m Pa.sa.l 6 a.ya.t 1 dia.ta.s mengena.i 

meka.nisme da.n ta.rget Prona., Penulis menga.na.lisis ba.hwa . 

progra.m na.siona.l (Prona .) dila.kuka.n seca.ra. ma.sif di seluruh 

wila.ya.h Indonesia . ha.l ini ditemuka .n ba.hwa. Prona., menja.di 

kredit point ba.gi penyelengga .ra. nega.ra. da.la.m ra.ngka . 

RPJMN ( Renca .na. Pemba.nguna.n Ja.ngka. Menenga.h ) di 

bida.ng lega.lisa.si perta.na.ha.n.  

                                                             
82 Lihat Pasal 6 Ayat 1 Peraturan menteri Agraria 04 Tahun 2015 

Tentang Proyek Operasi Nasional 
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Pela.ksa.na.a.n progra.m na.siona.l (prona.) ta.na.h 

dila.kuka.n a.ga.r da.pa.t memberika.n ra.ngsa.nga.n kepa.da . 

ma.sya.ra.ka.t bersedia. dila .kuka.n pengukura.n a.ga.r dida.pa.tka .n 

bukti otentik berupa . sertifika.si perta.na.ha.n a.ga.r terhinda.r da.ri 

sengketa. ba.ta.s da.n sta.tus ta.na.h. Mengutip da.la.m la.pora.n 

resmi ya.ng disa.mpa.ika.n oleh Dirjen Infra .struktur Kea.gra.ria.n 

A.TR/BPN pa.da. Ra.pa.t Kerja. Na.siona.l ta.ngga.l 6-8 Februa.ri 

2019 disa.mpa.ika.n Ta.rget ca.pa.ia.n a.set bida.ng Prona./PTSL 

na.siona.l ta.hun 2015-2017 sekita.r 70% denga.n rincia.n 83 

seba.ga.i berikut;  

NO 
BIDANG  

CAPAIAN 

JUMLAH 

BIDANG 

1 Peta. Bida.ng Ta.na.h 

(PBT) 

16,49 juta. 

2 Bida.ng (Hekta.r)   ±3,51 juta. Ha. 

3 Penerbita.n sertipika.t  12,42 juta. 

 

4 Sertipika .t ±3,13 juta. Ha. 

 

Da.la.m penelitia.n ini, didukung juga . informa.si da.ri 

informa.n terha.da.p Prona. ta.na.h di Keca.ma.ta.n mua.ra. pina.ng. 

Penulis mengura .ika.n bebera.pa. ha.sil wa.wa.nca.ra. dila.pa.nga.n, 

Berikut ha.sil wa.wa.nca.ra. denga.n ba.pa.k Putra. Pa.la. Bimo 

S.H.,S.L.P, seba .ga.i Ka.suba.gg Ta.ta. Usa.ha. BPN/A.TR 

Ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng terka.it Pela.ksa.na.a.n Pera.tura.n 

Menteri A.gra.ria. Nomor 04 Ta.hun 2015: 

                                                             
83Dirjen Infrastruktur Keagrarian ATR/BPN Tahun 2019 
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“Untuk pela .ksa.na.a.nya. ka.mi ba.ru mela .ksa.na.ka.nya. 1 

ta.hun setela .hnya., tepa.tnya. di ta .hun 2016 setela .h a.tura.n 

ini diterbitka .n ka.rena. seda.ng perlu dia .da.ka.nya. persia .pa.n 

hingga . perenca.na.a.n teknis da .ri progra .m tersebut. 

sebelum progra .m Prona . ini diga.nti menja .di PTSL di 

ta.hun 2017 da.n jika. a.pa.bila . terda.pa.t konflik perta .na.ha.n 

di tenga.h ma.sya.ra.ka.t semenja .k prona . ini dila .kuka.n, 

tentunya. ini menja .di upa.ya. bersa.ma. untuk 

menyelesa.ika.nya. ha.l ini terlebih da.hulu di tingka .t pa.ling 

ba.wa.h seperti musya .wa.ra.h (Media .si) a.nta.ra. piha.k 

pengguga.t da.n terguga .t. na .mun, sa .mpa.i sa .a.t ini 

syukurla .h belum a .da. la.pora.n ya.ng ka .mi terima . sa.mpa.i 

pa.da.  tingka.t pera .dila.n”.84  

 
. 

Da.la.m penjela.sa.n wa.wa.nca.ra. dia.ta.s, informa.n 

menya.mpa.ika.n ba.hwa.sa.nya. pela.ksa.na.a .n prona. 

dila.ksa.na.ka.n sela.ma. sa.tu ta.hun seja.k a.tura.n ini 

diterbitka.n. Sela.njutnya., berka.ita.n denga.n Distribusi 

Kuota. sertifika.t Prona. ya.ng disa.lurka.n oleh pemerinta.h 

kepa.da. ma.sya.ra.ka.t ya .ng dinya .ta.ka.n da.la.m ha.sil 

wa.wa.nca.ra. denga.n Ba.pa.k Dirju Purna .ma . S.H, seba .ga .i 

Ka.suba.gg Perenca.na.a.n BPN/A.TR Ka.bupa .ten Empa.t 

La.wa.ng, berikut ini; 

       “Ka.mi sa.a.t itu mela.ksa.na.ka.n progra.m prona. 

ta.na.h di keca.ma.ta.n mua.ra. pina.ng, ha.nya. di bebera.pa. 

desa. ya.ng ma.suk da.fta.r renca.na. pela.ksa.na.a.n progra.m 

Prona. di ta.hun 2016. Sementa.ra. itu, kuota. desa. 

penerima. da.ei progra.m ini tida.k ba.nya.k 

menda.pa.tka.nya. ka.rena. terga.ntung pa.da. a.ngga.ra.n 

ya.ng tela.h diteta.pka.n oleh pemerinta.h pusa.t ya.ng 

                                                             
84Putra Pala Bimo S.H.,S.L.P, Kasubagg Tata Usaha, Wawancara di 

Kantor BPN/ATR Kabupaten Empat Lawang, Hari Selasa, Tanggal 15 April 

2025, Pukul : 09:39 wib 
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diteta.pka.n berbeda.-beda. pula., di setia.p 1 ta.hun 

a.ngga.ra.nya., contohnya. 100 hingga. 300 distribusi 

sertifika.t Prona. ta.na.h sa.ja.. Da.n Untuk bia.ya. pa.da. 

pela.ksa.na.a.nya. tida.k diberla.kuka.n  a.lia.s gra.tis na.mun 

a.da. kewa.jiba.n ma.sya.ra.ka.t untuk memba.ya.r bia.ya. 

BPHTB a.ta.u pa.ja.k da.ri ta.na.h ya.ng tela.h disertifika.ti 

tersebut”.85  

 

 
 

Dokumentasi Distribusi Sertifika.t Prona. Kepada 

Ma.sya.ra.ka.t 

 

Penyuluha.n da.la.m rea.lisa.si pela.ksa.na.a.n Prona. 

menja.di perha.tia.n khusus terha.da.p penyelesa.ia.n sengketa . 

perta.na.ha.n di Indonesia . sa.a.t ini. sosia .lisa.si dila .kuka.n untuk 

memberi pema.ha.ma.n ya.ng denga.n ba.ik sesua.i denga .n 

kebutuha.n ma.sya .ra.ka.t itu sendiri. Seba .gima.na. ha.sil 

wa.wa.nca.ra. denga.n Ibu Mery Ja .ila.ni ,SE.M.E sela .ku sekca.m 

                                                             
85 Lihat Wawancara dengan Bapak Dirju Purnama S.H, Kasubagg 

Perencanaan, Wawancara di Kantor BPN/ATR Kabupaten Empat Lawang, 

Pada Hari Selasa, Tanggal 15 April 2025, Pukul : 09:39 Wib. 
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mua.ra. pina.ng, terka.it A.pa.ka.h terda.pa.t Sosia.lisa.si Prona. 

kepa.da. ma.sya.ra.ka.t keca.ma.ta.n mua.ra. pina.ng, berikut ini; 

“Setia.p progra .m bera .sa.l da.ri pemerinta .h sela .gi 

itu ba.ik sa.nga.t kita. dukung, ta.k terkecua .li penye-

sosia .lisa.sia.n progra .m prona . ta.na.h la.ngsung kepa .da. 

wa.rga., ya.ng dima .na. piha .k keca.ma.ta.n a.ka.n ikut a .ndil 

memba.ntu pa.ra. piha.k desa . A.pa.bila . jika. dibutuhka.n 

memba.ntu merea .lisa.sika.nya.. da.n untuk ma.sya .ra.ka.t jika. 

beringina .n untuk mengikuti progra .m tersebut, seperti 

bia.sa. dibutuhka .n kelengka .pa.n a.dminitra .tifnya. seperti 

dokumen kependuduka .n”.86 

  

Sementa.ra., da.la.m kesempa.ta.n wa.wa.nca.ra. denga.n 

Ba.pa.k Riza. ,SE.M.E, sela .ku Ka.si Pemerinta .ha.n ka.ntor 

ca.ma.t mua.ra. pina.ng, terka.it sosia.lisa.si Prona ., berikut ini: 

“Untuk pela .ksa.na.a.n prona . ka.mi tida.k terla .lu 

mengeta .hui da.n terliba .t ka .rena. ka.ntor ca.ma.t ha.nya . 

seba.ga.i pera.nta.ra. perizina .n a.dministra.si itu dikordina .si 

a.nta.ra. kepa.la. desa. da.n bpn, na.mun untuk pela .ksa.na.a.n 

spora.dik perta .na.ha.n di keca .ma.ta.n mua.ra. pina.ng di ta .hun 

2017 oleh proyek PUPR da.n pembeba .sa.n  la.ha.n iriga.si 

ka.mi terliba .t penuh da.la.m penda.mpinga.n ha.k ma.sya.ra.ka.t 

mengena.i ua.ng  konpensa .si”.87 

 

Penya.lura.n distribusi sertifika .t prona. kepa.da . 

ma.sa.ya.ra.ka.t menja.wa.b persoa.la.n ya.ng seda.ng terja.di di 

tenga.h da.ri ma.sya.ra.ka.t guna. mewujudka.n keseja.htera.a .n 

sosia.l sesua.i cita.-cita. ba.ngsa.. seiring berkemba .ngnya. za.ma .n 

                                                             
86Lihat Wawancara dengan Mery Jailani ,SE.M.E, Sekretaris Camat, 

Wawancara, Di Kantor Camat Muara Pinang, Hari Senin, Tanggal 14 April 

2025, Waktu 10:14 Wib 
87Lihat Wawancara Riza Susanto. S.E, Kasi Eko Bang , Wawancara, 

Di Kantor Camat Muara Pinang, Hari Senin, Tanggal 14 April 2025, Waktu 

09.30 Wib 
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da.n berta.mba.hnya . jumla.h penduduk persoa .la.n a.ka.n 

berta.mba.h kompleks, seba .ga.ima .na. ha.sil wa.wa.nca.ra. denga.n 

ba.pa.k ira.wa.n sela.ku ma.sya.ra.ka.t loka.l desa. mua.ra. pina.ng 

ba.ru,88 terka.it ha.sil da.ri pela .ksa.na.a.n kegia.ta.n Prona. Ta.na.h di 

keca.ma.ta.n mua.ra. Pina.ng,berikut ini : 

“A.o, dulu ka.mi nih  perna.h ngikot sena .monyo prona . ni 

neh, lebih tepa.t o di ta.hon duo ribu ena.m bela .s, progra .m 

nih, neh progra .m la.ngsong dienjok ta .u nga.n ka .des nih, 

a.ja.k o jemo ta .la.ng nih ka .lu ujio dio nu ga.la.k ngikot 

progra.m prona. ta.na.h pengebona .n ka.wo di ta.la.ng dusun 

ta.la.ng benteng” 

 

      A.rtinya. :  

“Ya ., dulu ka.mi perna .h mengikuti a.ka.n a.da.nya . 

progra.m Prona. di ta.hun 2015, progra .m tersebut la .ngsung 

disa.mpa.ika.n oleh kepa .la. desa., denga .n menga.ja.k wa.rga . 

ya.ng bermina .t untuk mengikuti progra .m sertifika.t prona. 

La.ha.n kebun Kopi ba .pa.k ya .ng terleta .k di desa . Ta.la.ng 

Benteng.” 

 

    Sela.ra.s denga.n penya.ta.a.n sebelumnya ., ha.sil wa.wa.nca.ra . 

denga.n Ba.pa.k Usma.n A.md.keb. sela.ku Kepa.la . Desa. mua.ra . 

pina.ng ba.ru, terka.it respon ma .sya.ra.ka.t da.la.m pela.ksa.na.a .n 

kegia.ta.n Prona., berikut ini: 

“Untok Prona . dulu disa .mbot nia .n ja .kdi ma.sya.ra.ka.t 

kito nih, jemo kito ba.nya.k nga .jong ta.na.h o dila.ksa .noka.n 

pengukora.n. Jemo kito mera .so teba.ntu nia.n ka.rena . ta.na.h 

kebon o da.n sa.wa.h o dilindongi semenja .k itu dulu. untok 

bera.pon sen itu ma.sya.ra.ka.t ma.yegh pera .nti pema.ka.n 

                                                             
88 Lihat Wawancara dengan Irawan, masyarakat lokal Desa Muara 

Pinang Baru, Wawancara, Di Kediaman  rumah, Hari Kamis, Tanggal 17 April 

2025, Waktu 19:00 wib. 
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minom nga.n bensen o nga.n BPN neh, ka.reno la .h ngukor 

a.ta.s ta .na.h ru.89” 

 

A.rtinya. :  

“Untuk Prona . sa.nga.t disa .mbut ba .ik da.ri ma.sya.ra.ka.t, 

ya.ng dima.na. ma.sya.ra.ka.t ba .nya.k menga .juka.n ta.na.h 

mereka. untuk dila .kuka.n pengukura .n. mereka . mera.sa . 

pua.s ka .rena. ta.na.h perkebuna .n da.n persa .wa.ha.n tela.h 

menda.pa.tka.n perlindunga .n seja .k diterima .nya. sertifika.t 

ha.k milik. untuk bia.ya. itu a.da. seba.ga.i bentuk ua .ng 

tra.nsporta .si kepa .da. petuga .s BPN tela .h mela .kuka.n 

pengukura.n a.ta.s ta .n a.h tersebut” 

 

Pela.ksa.na.a.n kegia.ta.n prona. seringka.li menga.la.mi 

bentura.n di la.pa.nga.n ya.ng ma.na . da.ri perkemba.nga.n ha.sil 

kegia.ta.n tersebut menja .di isu  problema .tik ya.ng belum 

menemui titik tera .ng.  

Seba.ga.ima.na. da.ri ha.sil wa.wa.nca.ra. denga.n ba.pa.k Jimi Pra .ka . 

sela.ku kepa.la. desa. belimbing,terka.it Bia.ya . pela.ksa.na.n kegia.ta.n 

da.ri Prona ., berikut : 

 “Dulu ta.on 2015, ka.mi nih perna .h ngikoti prona . 

nih, dienjok loka.k ja .kdi ka.des la .mo dulu, sebelom 

ka.ka.k nih nyja .di ka.des di duson nih, ujonyo dulu ela .h 

nu na.k ngukor ta.na.h ka.mu di duson Belimbeng ini, 

ba.nya.k tega.la.u jemo duson nih nu na .fta.r ngikot 

pengukora.n ta .na.h ba.ik uma.h o udem tu ta.na.h kebon 

sa.wa.h o, da.ng pengukora .n ma.k itu, beja.la.n la.nca.ga.r 

da.n terteb dila .kuka.n pengukora .n sa .mpa.i denga .n ba.ta.s 

pa.gha.k a.yek > 200 meter. Na.h, nu ja.di ma.sa.la.h o nih 

dek, ka.mi dulu pegna.h ya.ng dikenoi bia.yo ja.kdi 200-
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500 ribu rupia .h a.do pulo nya.mpa.i diminta .yo Rp. 

1.000.000.”90 

 

  A.rtinya. : 

 

“Pa.da. ta.hun 2016 a .ta.u 2020 lupa. Prona. a.ta. Ptsl, 

ka.mi perna .h mengikuti progra.m prona . tersebut, 

Prora.m ya.ng dita.wa.ri la .ngsung oleh pa.k ka.des ya.ng 

la.ma., sebelum sa .ya. menja .di kepa .la. desa. ini, belia .u 

menga.ja.k ma.sya.ra.ka.t da .la.m ha.l pengukura .n bida.ng 

ta.na.h di desa. Belimbing, ba.nya.k teta .ngga. ma.sya.ra.ka.t 

ya.ng ikut da .la.m pengukura .n ta .na.h ba.ik pemukima .n 

ma.pun perkebuna .n da.n persa .wa.ha.n, ya.ng dima.na . 

da.la.m pengukura .n sa.a.t itu, berja .la.n la.nca.r da .n tertib 

ba.nya.k ma.sya.ra.ka.t menya .ksika.n kegia .ta.n 

pengukura.nya.  sa.mpa.i denga .n ba .ta.s a.rea. da.ri bibir 

sunga.i  >200 meter.Teta .pi itu ya .ng menja .di ma.sa.la.h 

terha.da.p bia.ya. ya.ng dikena.ka.n itu berta .rif mula.i da.ri 

200-500 ba.hka.n a.da. juga. ya.ng diminta.i Rp. 1.000.000” 

 

Konsistensi pemerinta .h da.la.m menja.la.nka.n a.tura.n 

sepa.tutnya. perlu diteka.nka.n, ha.l ini menja.di da.sa.r a.pa.ka.h 

sua.tu progra.m da.ri pera.tura.n tela.h direa.lisa.sika.n denga.n 

ba.ik a.ta.u tida.k kepa.da. ma.sya.ra.ka.t untuk menja .di eva.lua.si 

da.ri a.tura.n tersebut. Seba.ga.ima .na. dida.pa.tka.n da.ri ha.sil 

wa.wa.nca.ra. denga.n ba.pa.k les yen ma.sya.ra.ka.t loka.l desa . 

sa.pa. pa.nja.ng, terka.it terda.pa.t a.ta.u tida.knya. penyuluha .n 

progra.m prona., berikut : 

 “Nedo ka.tek o, ka.mi nih sela.ku ma.sya.ra.ka.t belom 

pegna.h nengha .r o se prona . nih, a.ta.u sema.ca.mo. Na.k 

ka.tek petuga .s ja .kdi ta .na.h a .ta.u pemerenta .h kito dta .ng ke 
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kebon nih untok ngukogh nih seca .ro la .ngsong di kebon 

nih”.91 

 

A.rtinya. : 

 

”Tida .k, ka .mi sela.ku ma.sya.ra.ka.t belum perna .h 

mendenga.r denga .n a .da.nya. renca.na. progra.m 

pemerinta .h di bida .ng perta .na.ha.n, ba.ik na .ma.nya. 

PRONA . a.ta.upuun sema.ca.mnya., belum a.da. petuga.s 

a.ta.upun pemerinta .h setempa .t da.ta.ng utuk 

mensosia .lisa.ka.n progra .m tersebut ba .ik seca .ra . 

la.ngsung a .ta.upun da.ta.ng ke perkebuna .n ka.mi” 

Sementa.ra. itu, mina.t pa.rtsipa.si ma.sya.ra.ka.t menja.di 

pertimba.nga.n serius oleh pemerinta .h untuk menja .min da .n 

memberika.n rua.ng ya.ng sebesa.r-besa.rnya. kepa.da . 

ma.sya.ra.ka.t da.la.m kepedulia .n mereka. terha.da.p la.ha.n ya.ng 

dikua.sa.i.  

Ha.l ini berda.sa.rka.n ha.sil wa.wa.nca.ra. denga.n ba.pa.k 

A.nis sela.ku ma.sya.ra.ka.t Desa. Ba.tu Junggul, terka.it 

Pa.rtisipa.si Progra.m Prona. ta.na.h ba.gi ma.sya.ra.ka.t, berikut : 

 “A.o, a.ma.n prona . ni ka .lu uji ka.mi belom penteng 

nia.n, dika.rena.ka.n ba.nya.k jemo di sekita .gha.n kebon nih 

ka.mi, belom ga.lo ngikot ka.rno ta .na.h ini nih, ha .mper 

ga.lonyo ja .kdi peenjoka.n ndong ba.pa.ng ka.mi dulu ja.di 

nedo cukop bukti kua .t, a .poa.gi bia .yo nih pa .ca.k  

tegelua .gh sen o besa .k.”92 

 

 

                                                             
91Lihat Wawancara dengan les yen, masyarakat desa sapa panjang, 

Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Kamis, Tanggal 03 April 2025, Waktu 

20:02 Wib 
92Lihat Wawancara dengan Anis, masyarakat desa Batu Junggul, 

Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari minggu, tanggal 06 April 2025, Waktu 
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           A.rtinya. :  

“Ya., untuk prona . ini menurut ka .mi belum terla .lu 

penting, ya.ng dika.rena.ka.n ba.nya.k ora .ng di sekita .ra.n 

perkebuna.n ka .mi, belum juga . mengikuti  dika .rena.ka.n 

la.ha.n perkebuna.n ka.mi ha .mpir seba .gia.n da.ri wa .risa.n 

sehingga . tida.k cukup bukti ya .ng kua .t, dita .mba.h bia .ya. 

ya.ng a .ka.n dikelua .rka.n mungin a.ka.n cukup besa .r.” 

 

   Sela.ra.s, a.da.pun da.ri wa.wa.nca.ra. denga.n ibu Leni 

Eka.yuni S.Pd, sela .ku Pj Kepa.la. Desa. Ba.tu Junggul, 

terka.it ka.pa.n pela.ksa.na.a.n prona. di desa. ya.ng 

bersa.ngkuta.n, berikut : 

“Sosia .lisa.si di ga .we keno nga .n ka .des sebelum o, 

dienjok ta .u keno nga.n jemo duson nih  nga .n di 

tunjoknyo terka .et ta .na.h nuh belom di setifika.ti da.n 

untok Ha.sel o ja.kdi Pela .ksa.na.a.n prona . ini nih, belum 

kerua.n pedio ha .sil o, a .ma.n uji ka.des ya .ng la .mo dulu 

ma.seh dia .juka.n ujo, cuma.n ma.k ini nedo kerua .n a.gi”.93 

 

 

A.rtinya.:  

“Sosia .lisa.si dila .kuka.n di ruma.h ma.nta.n pa.k ka.des 

sebelumnya., diseruka .n kepa .da. wa.rga. da.n diberika.n 

pema.ha.ma.n terka .it ta .na.h ya .ngbelum disertifika.tka.n da.n 

Ha.sil da .ri Pela .ksa.na.a.n progra .m prona . ini, belum jela .s 

ha.silnya ., da.ri penga .kua.n ka .des ya .ng la .ma. ba.hwa. ini 

ma.sih dia .juka.n,na.mun seka .ra.ng belum terda .pa.t 

kejela.sa.n sa.a.t ini.” 

 

 

Pra.ktik pera.tura.n-unda.nga.n ya.ng tela.h dira.nca.ng 

ha.rusla.h memua.t unsur kepa.stia.n da.n keterma.nfa.a.ta .n 
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hukum denga.n ba.ik guna. menyera.p semua. golonga .n 

la.pisa.n ma.sya.ra.ka.t, berda.sa.rka.n ha.sil wa.wa.nca.ra. denga .n 

Ba.pa.k Hermi Ep sela .ku ma.sya.ra.ka.t Desa. Ta.la.ng Ba.ru, 

terka.it Da.mpa.k Prona. ba.gi kehidupa.n ma.sya.ra.ka.t  : 

“A.ma.n uji ka .mi ilok ba .ntua .n pemerinta .h nih, 

ka.rno bia .sonyo neh jemo kito nih ka .lu meli nyua .l ta .na.h 

cua.ma.n di da .sa.a.ghka.n sura .t ba.e, ta .kot o ka .lu a.do 

pengusora.n ja .kdi pemerinta .h kito ka .tek bukti o ja .kdi 

ta.na.h kito nih”.94 

  

A.rtinya. :   

“Menurut ka.mi ini la.ngka.h ya .ng tepa.t ya.ng 

dia.mbil pemerinta .h, ya.ng dika.rena.ka.n kebia .sa.n 

ma.sya.ra.ka.t kita . da.la.m tra .nsa.ksi jua . beli kebun ha .nya. 

dida .sa.rka.n pa .da. sura.t jua .l beli ha .l ini a .ka.n 

dikha.wa.tirka.n jika . a.da. pengusura.n a.kiba.t proyek 

pemba.nguna.n pemerinta .h, sehingga . tida.k punya . bukti 

ya.ng kua .t a.ta.s kepemilika .n ta .na.h tersebut.” 

 

     Seba.ga.ima.na., da.ri ha.sil wa.wa.nca.ra. denga.n Ibu Pa.rida . 

S.E Kepa.la. Desa. Ta.la.ng Ba.ru, terka .it Ba.ga.ima.na . 

Pela.ksa.na.a.n Prona. di desa. bersa.ngkuta.n berikut : 

“Pela .ksa.na.a.n progra .m prona . nih, la .h diusong 

ja.kdi A.lm. Ka.des nu la .mo tepa.t o di Ta.hun 2016, Prona . 

ini disa.mbut ilok di ma .sya.ra.ka.t, kito ka.lu na.k ga.la.k 

dila.kuka.n pengukura .n pa .do ta.na.h kebon ya.ng udem o 

kelo dienjok sertifika.t ha .k milek. Demtu Da.mpa.k o 
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ba.nya.k untok ma.sya.rka.t a .donyo Prona . ini demtu pa .ca.k 

pulo ba.ta.n  moda.l usa.ha. pa.ca.k minja .m ke ba.nk.”95 

 

A.rtinya. :   

“Pela.ksa.na.a.n progra .m prona . ini, direa .lisa.sika.n 

oleh A.lm. Ka.des ya .ng la.ma.  tepa.tnya. dila.kuka.n di 

la.kuka.n di Ta.hun 2016 Prona . sa.nga.t disa.mbut ba.ik 

da.ri ma.sya.ra.ka.t, untuk dila .kuka.n pengukura .n terha .da.p 

la.ha.n perkebuna .n da.n persa .wa .ha.n ya .ng na.ntinya . a.ka.n 

diberika.n sertifika .t ha.k milik. Da.mpa.k da.ri a .da.nya. 

Prona. ini dima.sya.ra.ka .t tentunya . ba.nya.k, ka.rena. ta.na.h 

mereka. menda.pa.ta.ka.n sertifika .t ta.na.h gra.tis da .n ha.l ini 

na.ntinya . seba.ga.i moda.l usa .a. ya.ng da.pa.tdiga.da.ika.n ke 

ba.nk.” 

 
.  

    Sela.njutnya., Pela.ksa.na.a.n Prona. pa.da. prinsipnya . 

dila.kuka.n seca.ra. cepa.t, mura.h, da.n sederha.na.. ta.k tekecua.li 

ba.gi desa. ya.ng merea.lisa.sika.nya., berda.sa.rka.n ha.sil 

wa.wa.nca.ra. denga.n ba.pa.k Iwa.n Sa.nusi Kepa.la. Desa. Lubuk 

Ta.njung, terka .it respon ma.sya.ra.ka.t berikut ; 

“Pela .ksa.na.a.n Prona . nih belom ma .sok di duson ka .mi 

nih ga ., cua.ma.n a .mo progra .m PTSL la .h kito la.ksa.noka.n  

di duson  lubuk ta.njung nih, la.h Duo ka.li ka.mi 

la.ksa.noka.n  di ta.hon  2018, 2019 nga.n 2020 bia .yo 0 

rupia.h a .lia.so gra .tis ka.rno la .h di ba.yegh o  di a .ngga.ra.n 

pemerinta .h da.era.h kito”.96 

 

A.rtinya. : 

                                                             
95 Lihat Wawancara dengan Parida, Kepala Desa Talang Baru, 
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 “Pela .ksa.na.a.n Prona. nih belum ma.suk di desa . ka.mi 

ini ga., ta.pi, ka.la.u progra.m PTSL da .ri pemerinta .h suda.h 

kita. la.ksa.na.ka.n  di desa.  lubuk ta.njung inih, suda .h Dua. 

ka.li ka .mi tepa.tnya. di ta.hun  2018, 2019 da.n 2020 

bia.ya.nya. 0 rupia.h a.lia.s gra .tis ka.rena. suda.h di beba .nka.n 

da.la.m a .ngga.ra.n pemerinta .h da .era.h kita ..” 

. 
Demikia.n, ha.sil da.ri wa.wa .nca.ra. denga.n ba.pa.k Ma.lik 

ma.sya.ra.ka.t loka.l Desa. Sa.wa.h, terka.it Ha.ra.pa.n da.ri a.da.nya . 

Progra.m Prona. ba.gi ma.sya.ra.ka.t, berikut; 

 “ka .lu uji nea.na.ng perlu itu untuk di sertifika.ti ta.na.h 

kebon ja .oh kito ru, ka .rno gunonyo pa .ca.k la .njut teros 

nga.n a .na.k cucu cicit kelo, ka .rno na.pa.tka.n o ja.kdi buka .a.n 

huta.n rentes (huta .n ola.h) kesa.k ja .kdi pemerinta .h sa .a.t itu, 

ka.mi dienjok izin ka.lu na .k mera.wa.t da.n dima .nfa.tka.n 

seca.ra. ilok-ilok”.97 

 

A.rtinya. : 

“Menurut sa .ya. perlu Ta.na.h kita. untuk di sertifika .ti 

seba.ga.i perlindunga .n ha.k a .ta.s ta .na.h ya .ng ka .mi milki, 

untuk genera .si a.na.k cucu na .nti ka.rena. a.sa.l mua.sa.l kebun 

tersebut a .da.la.h dibuka.hnya. huta.n rentes (huta .n produksi) 

da.ri pemerinta .h ya .ng diberika.n izin untuk dira .wa.t da.n 

dija.dika.n perkebuna .n untuk seba.ga.i pema.nfa.a.ta.n la.ha.n 

ma.sya.ra.ka.t” 

 

Sehingga., disini penulis juga . menja.ba.rka.n ha.sil 

wa.wa.nca.ra. da.ri bebera.pa. Informa.n ya.ng terliba.t dia.ta.s 

mengutip ha.sil wa.wa.nca.ra. denga.n ba.pa.k Putra. Pa.la. Bimo 

sela.ku Ka.suba.gg Perenca.na.a.n Ka.ntor BPN/A.TR 

Ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng, belia .u menjela .ska.n ba.hwa . 
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Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari rabu Tanggal 04 April 2025, Waktu 14: 

02 Wib 



  

  

97 

 

pela.ksa.na.a.n da.ri pera.tura.n menteri a.tr/bpn tenta .ng prona . 

ta.na.h ha.nya . singka.t dila.ksa.na.ka.n 1 (sa.tu) ta.hun tepa.tnya . 

di ta.hun 2016 semenja .k a.tura.n ini diterbitka .n sebelum 

pa.da. a.khirnya. diga.nti menja.di PTSL.98 Periodesa.si (ja.ngka . 

wa.ktu) sua.tu a.tura.n kebija.ka.n a.ka.n sa.nga.t berpenga.ruh 

dida.la.m implementa .si sua.tu pera.tura.n perunda.ng-

unda.nga.n.  

Sementa.ra. itu, a.tura.n ya.ng a.ka.n dija.la.nka .n 

seha.rusnya. menja.di penga.wa.sa.n seca.ra. ba.ik a.ga.r berja.la.n 

sesua.i denga.n perenca.na.a.n ya.ng tela.h ditentuka .n serta. 

konsistensi pemerinta .h terha.da.p pemenuha .n ha.k 

ma.sya.ra.ka.t. Kemudia .n da.ri ha.sil wa.wa.nca.ra. denga.n ba.pa .k 

les yen ma.sya.ra.ka.t loka.l desa. sa.pa. pa.nja.ng, belia .u 

menuturka.n ba.hwa. ma.sya.ra.ka.t tida.k perna.h mengeta.hui 

terka.it a.da.nya. progra.m da.ri pemerinta.h di bida.ng 

perta.na.ha.n, seperti ha .lnya. Prona. a.ta.upun sema.ca.mnya .. 

Sementa.ra. ha.sil itu didukung juga . denga.n ha.sil wa.wa.nca.ra . 

ba.pa.k Ira.wa.n ma.sya.ra.ka.t loka.l mua.ra. pina.ng ba.ru belia .u 

menuturka.n ba.hwa. ma.sya.ra.ka.t mengikuti progra .m 

sertifika.si prona. ta.na.h tersebut, teta.pi belum menda .pa.tka.n 

ha.sil da.ri pengukura.n prona. tesebut.  

Da.la.m keruweta.n ini penulis a .ka.n menelik sebua .h 

teori hukum A.gra.ria. Terra . Ma.nens Va .cua. Occupa.nti 

Conceditur Ju (Ta.na.h kosong ya.ng tida.k ditempa.ti, ha.knya . 
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diberika.n kepa.da. ora.ng ya.ng perta.ma. ka.li menempa.tinya.) 

dalam prinsip-prinsip ma.sla .ha.h mursa.la.h menjela.ska .n 

secara prinsipnya sebagai salah satu alasan penetapan 

hukum mengakui adanya hak milik seseorang (individu) 

maupun kelompok atas segala sesuatu yang ada di dalam 

alam semesta ini yaitu meliputi segala yang ada di bumi 

dan di langit yaitu termasuk tanah. Pada masa Rasulullah 

SAW memperbolehkan dan bahkan diperintahkan untuk 

mengelola tanah yang mati dan terlantar untuk 

dimanfaatkan dan diolahnya menjadi lahan yang produktif 

sehingga dari pemanfaatan lahan mati tersebut standar 

umum kebutuhan materialnya bisa tercukupi. Dengan 

demikian, bahwa memagari tanah sekaligus 

menghidupkannya adalah hanya berlaku untuk tanah mati, 

bukan tanah yang lain. Pernyataan Umar: “Orang yang 

memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah 

dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun”, 

adalah orang yang memagari tanah mati.99 

Sela.njutnya., da.ri a.na.lisis ma.sa.la.h ya.ng tela .h 

dija.ba.rka.n dia.ta.s da.pa.t dika.ta.ka.n ba.hwa., Implementa .si 

Pera.tura.n Menteri A.gra.ria. da.n Ta.ta. Rua.ng/Kepa.la. Ba.da .n 

Perta.na.ha.n Na.siona.l Nomor 04 Ta.hun 2015 mengena .i 

Progra.m Na.siona.l (Prona .) Ta.na.h sela.ra.s denga.n Visi-Misi 
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Presiden Jokowi-JK, da.la.m memberika.n rua.ng 

(Pengua.sa.a.n, Pemilika .n, Pengguna.a.n, da.n Pema .nfa.a.ta .n 

Ta.na.h-P4T). Sela.in itu, Feedba.ca.k ba.gi ma.sya.ra.ka.t 

a.da.nya . pergera.ka.n ekonomi ka.rena. terbuka.nya. a.kses 

moda.l ba.gi pemilik sertipika.t, da.n itu a.rtinya . 

menggera.kka.n perputa.ra.n ekonomi ma.sya.ra.ka.t.100 

Sehingga., penulis menyimpulka.n ba.hwa. Pera.tura.n 

Menteri A.gra.ria. da.n Ta.ta. Rua.ng/Kepa .la. Ba.da.n Perta.na.ha .n 

Na.siona.l Nomor 04 Ta.hun 2015 Tenta.ng Progra.m 

Na.siona.l ta.na.h di Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng da.la .m 

pela.ksa.na.a.nnya . belum terea .lisa.si seca.ra. optima.l ka.rena . 

tida.k sesua.i denga.n ta.rget ca.pa.ia.n ya.ng a.da. da.la.m pa.sa.l 6 

A.ya.t 1 Permen A.gra.ria. Da.n Ta.ta. Rua.ng Nomor 04 Ta.hun 

2015, ha.l ini dipenga.ruhi oleh periodesa .si a.tura.n ya.ng 

singka.t ya.ng ha.nya. berla.ku sa.tu ta.hun, a.ngka. ca.pa.ia .n 

ta.rget bpn/a.tr ka.bupa.ten empa.t la.wa.ng ya.ng belum 

memenuhi ta .rget na.siona.l, kuota. distribusi sertifika .t prona . 

ta.na.h ya.ng terba.ta.s hingga. tingka.t kepa.tuha.n pemerinta.h 

setempa.t ya.ng kura.ng untuk menja .la.nka.n a.tura.n seringka.li 

menga.la.mi bentura.n terha.da.p a.tura.nya..  

Oleh ka.rena. itu, diperluka.n kola .bora.si da.n kerja . 

sa.ma. a.nta.ra. pemerinta.h, ma.sya.ra.ka.t, da.n piha.k terka.it 

la.innya. untuk mengoptima .lka.n progra.m ini a .ga.r da.pa.t 

berja.la.n efektif da .n mempercepa.t proses sertifika .si ta.na.h, 

                                                             
100 M Nazir Salim Westi Utami dan Kata, Agraria, Reforma 

Konstitusi, Menyelesaikan Mandat, ed. Tim STPN Press (Yogyakarta: STPN 

Press, 2019), www.pppm.stpn.ac.id. 
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mengura.ngi konflik sengketa. la.ha.n, serta. memberika .n 

kepa.stia.n hukum ba.gi ma.sya.ra.ka.t di Keca .ma.ta.n Mua.ra . 

Pina.ng khususnya.. 

B. Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 

Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah 

Ditinjau Dari Maslahah Mursalah 

Pera.tura.n Menteri A.gra.ria. Da.n Ta.ta. 

Rua.ng/Kepa.la. Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l Nomor 04 Ta .hun 

2015 Tenta.ng Progra.m Na.siona.l (Prona.) Ta.na.h tela.h 

menunjukka.n upa.ya . pemerinta.h da.la.m meningka.tka.n a.kses 

ma.sya.ra.ka.t terha.da.p kepemilika.n ta.na.h ya.ng sa.h. Progra.m 

ini bertujua .n untuk mempercepa .t proses sertifika .si ta.na.h, 

mengura.ngi sengketa . la.ha.n, da.n memberika.n kepa.stia.n 

hukum ba.gi ma .sya.ra.ka.t. Pa.da. pela.ksa.na.a.nnya. belum 

terea.lisa.si seca.ra. optima.l, ha.l ini dika.rena.ka.n periodesa.si 

a.tura.n ya.ng singka.t, ca.pa.ia.n ta.rget bpn/a .tr ka.bupa.ten empa.t 

la.wa.ng ya.ng belum memenuhi ta .rget na.siona.l, kuota.  

penerima.a.n sertifika.t prona. ya.ng terba.ta.s hingga. kepa.tuha.n 

pemerinta.h setempa.t ya.ng kura.ng untuk menja .la.nka.n a.tura.n 

seringka.li menga.la.mi bentura.n terha.da.p a.tura.nya..    

Ma.sla.ha.h mursa.la.h  a.da.la.h Sesua.tu ya.ng dipa.nda.ng 

ba.ik oleh a.ka.l seha.t ka.rena. menda.ta.ngka.n keba.ika.n da.n 

menghinda.rka.n kerusa.ka.n pa.da. ma.nusia., seja.la.n denga.n 

tujua.n sya.ra.. menurut a.l-ga.za.li tujua.n sya.ra. ma.sla.ha.h 

mursa.la.h dia.nta.ra.nya.; memeliha.ra. a.ga.ma., jiwa., a.ka.l, 
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keturuna.n, da.n ha.rta.. a.pa.bila. seseora.ng mela.kuka.n sua.tu 

perbua.ta.n da.n menola.k sega.la. bentuk kemuda .ra.ta.n. 101 

Pera.tura.n pela .ksa.na.a.n ya.ng berisi kebija .ka.n, perinta.h a.ta.u 

la.ra.nga.n ya.ng dibua.t oleh pemimpin (pengua .sa.) da.la .m 

sua.tu nega.ra. untuk menda.ta.ngka.n ma.sla .ha.h diba.ndingka.n 

muda.ra.t ba.ik seca.ra. la.ngsung mupun tida .k, ya.ng 

berda.sa.rka.n prinsip ma.sla.ha.h mursa.la.h,102 ya.ng dia.nta.ra.nya. 

seba.ga.i berikut: 

1. Hukum dirumuska .n untuk mewujudka .n da.n 

memeliha.ra. kema.sla .ha.ta.n ma.nusia. serta. menola.k a.ta.s 

kemuda.ra.ta.n  

2. Setia.p peneta.pa.n hukum ha.rus bermua .ra. pa.da . 

kema.sla.ha.ta.n ya.ng memiliki unsur sya .ria.t isla.m  

3. Kema.sla.ha.ta.n umum dida .huluka.n da.ripa.da . 

kema.sla.ha.ta.n perseora.nga.n (individu) 

4. Ma.sla.ha.t dirumuska .n bersa.ma. oleh pemerinta .h 

denga.n menga.ja.k ma.sya.ra.ka.t ikut a.ndil da.la .m 

musya .wa.ra.h. 

 

Pela.ksa.na.a.n Prona. ta.na.h ha.rus menda.ta.ngka.n 

kepentinga.n umum, a .ga.r mema.stika.n ba.hwa . 

keterma.nfa.a.ta.n ba.gi ma.sya.ra.ka.t menja.di priorita .s uta.ma . 

da.la.m Prona. Ta.na.h. tentunya., kegia.ta.n tersebut ha .rus 

                                                             
101Hj. Nur Asiah Fuadah,Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali, 

Diktum:Jurnal Syariah Dan Hukum , 18. no.1. Juli (2020):118-128. 
102Jubair Situmorang, S.Ag., M.Ag., Politik Ketatanegaraan Dalam 

Islam (Siyasah Dusturiyah), Bandung: Pustaka Setia, 75.  
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dida.sa.ri pa.da. pengelola.a.n da.n pengua.sa.a.n ta.na.h. Pera.tura.n 

menteri A.gra.ria. tersebut, merupa .ka.n ba.gia.n da.ri konsep 

kema.sla.ha.ta.n a.l-ma.sla.ha.h a.l-ma.nshusha.h ya.itu ma.sla.ha.t 

ya.ng seca.ra. jela.s bera.sa.l da.ri sumber A.l-Qur’a.n da.n Ha.dist 

seba.ga.ima.na. teda.pa.t da.la.m Qs.A.l-A.’ra.f A.ya .t: 58. 103 

seba.ga.i berikut : 

 

َ مَا لكَمُْ  وَاِلٰى ثمَُوْدَ اخََاهمُْ صٰلِحًاۘ قَالَ يٰقوَْمِ اعْبدُُوا اللّٰه

نْ  نَ الْْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فيِْهَا مِِّ  هوَُ انَْشَاكَُمْ مِِّ
ٗۗ الِٰهٍ غَيْرُه 

جِيْبٌ  ا اِليَْهِۗٗ انَِّ رَبِِّيْ قرَِيْبٌ مُّ   فَاسْتغَْفِرُوْهُ ثمَُّ توُْبوُْْٓ

 

A.rtinya.:  

Ta.na.h ya.ng ba .ik, ta.na.ma.n-ta.na.ma.nnya. tumbuh 

subur seizin Tuha .nnya.. A.da.pun ta.na.h ya.ng tida .k subur, 

ta.na.ma.n-ta.na.ma.nnya. ha.nya. tumbuh mera .na.. Demikia .nla.h 

Ka.mi jela .ska.n berula .ng ka.li ta .nda.-ta.nda. kebesa.ra.n (Ka.mi) 

ba.gi ora .ng-ora.ng ya .ng bersyukur. 
 

Sela.ra.s denga.n ha.l itu, da.la.m Ha.dist Riwa.ya .t 

Bukha.ri da.n A.bu Da.ud. 104  ya.ng juga. menjela.ska.n 

mengena.i ma.nfa.a.t da.la.m mengola .h ta.na.h seba.ik-

ba.iknya.,seba.ga.ima.na. da.la.m ha.dist berikut : 

 مَنْ أحَْيىَ أرَْضًا مَيْتةَ فهَِيَ لهَ

 

                                                             
103 Lihat Dalil Qs.Hud Ayat ke-61 Tentang mengolah tanah dalam 

kemakmuran hidup manusia 
104Lihat kutipan Hr. Bukhari dan Abu Daud Tentang Mengolah Tanah 

Mati 
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A.rtinya. :  

"Ba.ra.ngsia.pa. ya.ng tela.h Menghidupka.n Sebida.ng 

Ta.na.h Ma.ti, Ma.ka. Ta.na.h Itu A.da.la.h Ha.k Miliknya." (Hr. 

Bukha.ri da.n A.bu Da.ud) 

 

Diliha.t da.ri segi sifa .tnya. ma.sla.ha.t diba.gi menja .di 

2 jenis ya.itu ma.sla .ha.t bersifa.t individua.l-subjektif (a.l-

ma.shla .ha.h a.l-kha.shsha.h), ya.itu ma.sla.ha.h ya.ng 

menya.ngkut kepentinga.n seseora.ng seca.ra. eksistensia .l 

bersifa.t independen da .n terpisa.h da.ri kepentinga .n ora.ng 

la.in. Sela.njutnya. ma.sla .ha.h  ya.ng bersifa.t sosia.l-objektif 

(a.l-ma.sha.la.ha.h a.l-a.mma.h) ya.itu ma.sla.ha.h ya.ng bersifa.t 

sosia.l objek menya .ngkut kepentinga .n ora.ng ba.nya.k, 

seperti Progra.m sertifika.t prona. gra.tis kepa.da. ma.sya.ra.ka.t 

ekonomi lema .h  ka.rena. berka.ita.n denga.n ora.ng ba.nya.k.105  

Konsep ini diperkua .t pemikira .n. A.l-Gha.za.li 

denga.n menega.ska.n hukum isla.m disya .ria.tka.n untuk 

mewujudka.n da.n memeliha.ra. ma.sla.ha.t da.n menola .k 

ma.fsa.da.t. Seba.ga.ima.na. ha.sil pemikira .nnya. memba.gi 

ma.sla.ha.t menja.di lima . ya.itu: 

a) Menja.ga. a.ga.ma. (hifdz a.d-Din); illa.t (a.la.sa.n) 

diwa.jibka.nnya. berpera.ng da.n berjiha.t jika. ditunjuka .n 

untuk pa.ra. musuh a.ta.u tujua.n sena.da.. 

                                                             
105 Wahidul Kahhar, “Efektivitas Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam 

Penetapan Hukum Syara‟ (Jurnal,15 Maret 2004) 18. diakses pada tangal 20 

April 2025 
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b) Menja.ga. jiwa. (hifdz a.n-Na.fs); illa.t (a.la .s a.n) 

diwa.jibka.n hukum qisha .a.sh dia.nta.ra.nya. denga .n 

menja.ga. kemulia.a.n da.n kebeba.sa.nnya. 

c) Menja.ga. a.ka.l (hifdz a.l-a.ql); illa.t (a.la.sa.n) diha.ra.mka .n 

semua. benda. ya.ng mema.buka.n a.ta.u na.rkotika. da.n 

sejenisnya.. 

d) Menja.ga. ha.rta. (hifdz a.l-Ma.a.l); illa.t (a.la.sa.n); 

pemotonga.n ta.nga.n untuk pa .ra. pencuri, illa.t 

diha.ra.mka.nnya. riba. da.n sua.p menyua.p, a.ta.u 

mema.ka.n ha.rta. orng la.in denga.n ca.ra. ba.thil ya.ng la.in. 

e) Menja.ga. keturuna.n (hifdz a.n-Na.sl); illa.t (a.la.sa.n); 

diha.ra.mka.nnya. zina. da.n menuduh ora .ng berbua.t zina.. 

 

Da.ri penjela.sa.n dia.ta.s berka.ita.n era.t denga.n fa.ktor 

pengha.mba.t pela.ksa.na.a.n Pera.tura.n Menteri A.gra.ria. Da.n 

Ta.ta. Rua.ng Nomor 04 Ta.hun 2015 Tenta.ng Prona. Ta.na .h 

ditinja.u da.ri ma.sla.ha.h mursa.la.h seba.ga.i berikut: 

1. Pemerinta.h kura.ng meninja.u kemba.li da.n memonitoring 

terka.it pela.ksa.na.a.n Pera.tura.n Menteri A.tr/bpn terha .da .p 

kebija.ka.n da.n regula.si 

Pera.tura.n ya.ng tela.h dibentuk da.n disa.hka.n 

ha.rusla.h ditera.pka.n seca.ra. optima.l da.la .m kehidupa .n 

ma.sya.ra.ka.t sesua.i denga.n kebija.ka.n ya.ng berla.ku. A.tura.n 

ya.ng ditera.pka.n ha.rus dila.kuka.n penga.wa.sa.n seca.ra. ba.ik 

a.ga.r berja.la.n sesua.i denga.n perenca.na.a.n serta. konsistensi 

denga.n ja.ngka. wa.ktu ya.ng tela.h dita.rgetka.n, Sehingga . 
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eva.lua.si da.ri pela.ksa.na.a.n Pera.tura.n da.pa.t diketa.hui 

tingka.t keberha.sila.n ma.upun kega.ga.la.nya. guna. menca.pa .i 

ha.sil ma.ksima.l. Meskipun unda .ng-unda.ng ya.ng menga.tur 

tenta.ng perta.na.ha.n menja.di la.nda.sa.n hukum ya .ng penting 

terha.da.p Penda.fta.ra.n ta.na.h di Indonesia . ma.sih 

terda.pa.tnya. kekura.nga.n ya.ng perlu diperha .tika.n. Ha.l ini 

da.pa.t diseba.bka.n oleh a.da.nya. perbeda.a.n interpreta.si da.n 

pra.ktik pera.tura.nnya. dila .pa.nga.n. 

Perkebuna.n da.n perta.nia.n menja.di ska.la. priorita.s 

perha.tia.n pemerinta.h ka.rena. ekspor ha.sil perkebuna .n 

ka.bupa.ten empa.t La.wa.ng a.da.la.h da.era.h ma.yorita.s 

pengha.sil kopi ma .suk da.la.m kopi terba .ik se-Indonesia . 

denga.n jenis kopi robusta . serta. ha.sil perkebuna .n serta. 

perta.nia.n la.inya.. La.ha.n perkebuna .n da.n perta.nia.n 

memiliki pera .n da.n fungsi stra .tegis ba.gi ma .sya.ra.ka.t ya.ng 

bercora.k a.gra.ris ka.rena. seba.gia.n besa.r ma.sya.ra.ka.t 

mengga.ntung hidup di sektor perkebuna .n. Denga .n 

demikia.n, la.ha.n tida.k sa.ja. memiliki nila .i ekonomis teta .pi 

juga. memiliki nila .i sosia.l.  

Peninja.ua.n ini diperluka .n guna. memberika.n 

eva.lua.si kinerja. a.ta.u ha.sil da.ri pera.tura.n menteri tersebut. 

Da.la.m pembua.ta.n pera.tura.n kebija.ka.n oleh pema.ngku 

pemerinta.h tentunya. mengguna.ka.n prinsip-prinsip 

kema.sla.ha.ta.n uma.t da.ri  meminima .lisir a.da.nya . 

kemudra.ta.n. meskipun unda.ng-unda.ng ya.ng menga.tur 

tenta.ng perta.na.ha.n da.la.m memberika .n la.nda.sa.n hukum 



  

  

106 

 

ya.ng penting terha .da.p Penda.fta.ra.n ta.na.h di nega.ra . 

Indonesia. ma.sih terda.pa.t bebera.pa. kekura.nga.n ya.ng perlu 

diperha.tika.n. Mengutip ha.sil wa.wa.nca.ra. ba.pa.k Iwa.n 

Sa.nusi sela.ku Kepa.la. Desa. Lubuk Ta.njung.106 Penjela.sa.n 

belia.u terka.it Prona. pela.ksa.na.a.n Prona. belum terda .pa.t di 

desa. bersa.ngkuta.n, Teta.pi di ta .hun 2017 tela .h 

dila.ksa.na.ka.n progra.m penda.fta.ra.n ta.na.h sistema.tis 

lengka.p (PTSL) ya .itu progra .m pengukura.n ta.na.h seca.ra . 

sitema .tis da.n lengka.p terha.da.p la.ha.n ya.ng tela .h 

dida.fta.rka.n a.ta.pun ya.ng belum terda .fa.r.  

Sa.la.h sa.tu kekura.nga.n uta.ma. da.ri pera.tura.n 

menteri a.gra.ria. nomor 04 Ta.hun 2015 ya.ng menga.tur 

tenta.ng Proyek Opera .si Na.siona .l di Indonesia . a.da.la.h 

implementa.si ya.ng sering ka.li tida.k konsisten di berba .ga .i 

da.era.h. A.kiba.tnya. terda.pa.t da.era.h tida.k mela.ksa.na.ka .n 

pera.tura.n menteri a .gra.ria. tersebut da.la.m menga.ta.si 

perma.sa.la.ha.n perta.na.ha.n ya.ng seda.ng terja.di seca.ra . 

menyeluruh. 

 

2. Penya.lura.n Distribusi Sertifika .t Prona. Ta.na.h ya.ng 

Terba.ta.s Dika.rena.ka.n A.ngga.ra.n Pemerinta .h  

Penya.lura.n distribusi sertifika .t prona. ta.na.h ya .ng 

terba.ta.s seha.rusnya. da.pa.t dipa.ha.mi denga.n ba.ik oleh 

pemerinta.h a.ga.r da.pa.t menja .wa.b persoa.la.n da.ri 

                                                             
106Lihat Wawancara dengan Iwan Sanusi, Kepala Desa Lubuk Tanjung, 

Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Senin, Tanggal 07 April 2025, Waktu 

11:31 Wib 
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kebutuha.n ma.sya.ra.ka.t guna. terwujudnya. keseja.htera.a .n 

sosia.l da.n kema.kmura.n ra.kya.t sesua.i cita.-cita. ba.ngsa.. 

Perkemba.nga.n za.ma.n da.n berta.mba.hnya. jumla .h 

penduduk menja.dika.n persoa.la.n ya.ng kompleks ditenga .h 

kehidupa.n ma.sya.ra.ka.t, Penya.lura.n Distribusi sertifika .t 

prona. ya.ng terba.ta.s da.ri a.ngga.ra.n ya.ng tela.h diteta.pka .n 

da.la.m kebutuha.n ma.sya.ra.ka.t. 

A.kiba.tnya. terda.pa.t desa. a.ta.u kelura.ha.n ya.ng tida.k 

menda.pa.tka.n kuota. progra.m tersebut. Sehingga ., ha.l ini 

diperluka.n a.ngga.ra.n kuota. ya.ng lebih besa .r da.la .m 

mema.stika.n terja.minnya. kebutuha.n ha.k ma.sya.ra.ka.t. 

Mengutip ha.sil wa.wa.nca.ra. denga.n ba.pa.k Dirju Purna .ma . 

sela.ku Ka.suba.g Perenca.na.a.n Ta.na.h Ka.ntor BPN/A.TR 

Ka.bupa.ten Empa.t La.wa.ng. 107  Da.ri penjela.sa.n belia.u 

terka.it kuota. prona. tida.k ba.nya .k desa. ya.ng 

menda.pa.tka.nya. tega.ntung pa.da. a.ngga.ra.n ya.ng diberika.n 

ha.l ini dika.rena.ka.n peneta.pa.n ba.ntua.n a.ngga.ra.n oleh 

pemerinta.h pusa.t berbeda.-beda. di setia.p a.ngga.ra.nya., 

misa.lnya . 100 hingga. 300 distribusi sertifika .t ta.na.h prona. 

di setia.p keca.ma.ta.n desa./kelura.ha.n. 

Berda.sa.rka.n kua.ntita.s jumla .h desa. ya.ng terda.fta.r da .n 

penerima. kuota. progra.m Prona. sa.nga.t berpenga.ruh 

terha.da.p perma.sa.la.ha.n ya.ng seda.ng terja.di. Ketersedia .a.n 

kuota. progra.m ya .ng cukup a.ka.n memberika.n ra.sa. a.ma .n 

                                                             
107 Lihat Wawancara dengan dirju Purnama S.H, Kasubagg Perencanaan 

Tanah, Wawancara, Di Kantor BPN/ATR Kabupaten Empat Lawang, Hari 

Selasa, Tanggal 15 April 2025, Waktu 09:39 wib 
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da.n tena.ng terha.da.p penyertifika.ta.n la.ha.n guna. menga.ta.si 

ma.sa.la.h sosia.l ma.sya.ra.ka.t terha.da.p kuota. progra.m da.ri 

Pemerinta.h pusa.t kepa.da. BPN/A.TR wila.ya.h ka.bupa.ten 

Empa.t La.wa.ng. Sehingga. dida.la.m unsur ini ma .sla.ha.h 

mursa.la.h da.la.m memberika.n kea.dila.n distribusi 

sertifika.ta.n ta.na.h seca.ra. ma.ssa.l da.n menyeluruh struktura .l 

ma.upun penera.pa.nya.. 

 

3. Kura.ngnya. Sosia.lisa.si Pera.tura.n Menteri A.gra.ria. Da .n 

Ta.ta. Rua.ng/ Kepa.la.  

Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l Nomor 04 Ta.hun 2015 

Tenta.ng Progra .m Na.siona.l 

Kura.ngnya. sosia.lisa.si (Penyuluha .n) Progra .m Prona. 

tersebut menja .di perha.tia.n besa.r bersa.ma. terha.da .p 

pela.ksa.na.a.n progra.m prona. di keca.ma.ta.n mua.ra. pina.ng, 

pemerinta.h sa.nga.t memberika.n perha.tia.n khusus terha .da .p 

penyelesa.ia.n sengketa. perta.na.ha.n di Indonesia .. 

Perma.sa.la.ha.n mengena.i ketida.ka.da .nya. sertifika .t ha.k 

milik terha.da.p Ta.na.h ya.ng dimiliki a .ka.n dikha.wa.tirka.n 

a.ka.n timbulnya . perma.sa.la.ha.n di tenga.h kehidupa .n 

ma.sya.ra.ka.t. Penyuluha .n (sosia.lisa.si) progra.m PRONA . 

ya.ng komprehensif diperluka .n da.la.m memberika.n 

eduka.si kepa.da. ma.sya.ra.ka.t a.ka.n pentingnya . 

penyertifika.ta.n ta.na.h.  

Pera.tura.n ya.ng tela.h diterbitka .n seha.rusnya. 

dila.kuka.n monitoring a .ga.r da.pa.t dia.wa.si denga.n ba.ik 
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terha.da.p Pra.ktek pela.ksa.na.a.nya. di la.pa.nga.n denga.n 

demikia.n, pemerinta .h setempa.t lebih gia .t menja .la.nka .n 

menyentuh ma.sya.ra.ka.t. Mengutip ha .sil wa.wa.nca.ra . 

denga.n ba.pa.k Ba.sri seba.ga.i ma.sya.ra.ka.t loka.l desa. Lubuk 

Ta.njung. 108  da.ri penjela.sa.nya. ba.hwa. belum mendenga .r 

tenta.ng a.da.nya . Prona. a.ta.upun sema .ca.mnya. na.mun, ha.nya . 

mela.inka.n penda.ta.a.n ta.na.h sa.ja. di desa. ya.ng terliha.t. 

Da.la.m ha.l ini a.pa.bila. sua.tu kebija.ka.n berda.mpa .k 

ma.sla.ha.t menda.ta.ngka.n ma.nfa.a.t untuk uma.t 

ma.ka.,terpenuhila .h ma.kna. ma.sla .la.h mursa.la.h kepa.da . 

insa.n.  

 

4. Kura.ngnya. kesa.da.ra.n da.n mina.t  Ma.sya.ra.ka.t  a.ka.n 

pentingnya.  

    Penyertifika.ta.n Ta.na.h 

Keberha.sila.n sua.tu pera.tura.n memba.wa. peruba.ha .n 

ya.ng signifika.n da.la.m kehidupa.n bernega.ra. sa.la.h 

sa.tunya. ya.itu da.ri ma.sya .ra.ka.t itu sendiri seba .ga.i piha.k 

ya.ng mena.a.ti, ya.ng dima.na. kesa.da.ra.n da.ri ma.sya.ra.ka.t 

dibutuhka.n seba.ga.i da.sa.r memenga .ruhi pra.ktik la.ngsung 

pela.ksa.na.a.n pera.tura.n menteri tenta .ng Progra.m Na.siona .l 

(Prona.) Ta.na.h, seperti pa .nda.nga.n sosia.l ya.ng menerima . 

da.n menola.k terha.da.p pela.ksa.na.a.n progra.m Prona. di 

keca.ma.ta.n mua.ra. pina.ng. Mengutip da .ri ha.sil wa.wa.nca.ra . 

                                                             
108Lihat Wawancara dengan Basri, masyarakat desa Lubuk Tanjung, 

Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari minggu, Tanggal 23 April 2025, 

Waktu 20:00 Wib 
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denga.n ba.pa.k Usma.n A.md.keb. sela .ku kepa.la. Desa. 

Mua.ra. Pina.ng. 109  Pa.nda.nga.n nega.tif oleh ma .sya.ra.ka.t 

denga.n ha.dirnya. progra.m terha.da.p da.mpa.k ya.ng 

diha.dirka.n da.la.m progra.m Prona., pentingnya. melindungi 

la.ha.n perkebuna .n denga.n dila.kuka.nya . pengukura.n, 

sehingga. a.ka.n memberika.n doronga.n ya.ng kua.t ba.gi 

ma.sya.ra.ka.t la.inya. untuk tida.k mengikuti progra .m 

tersebut. Pa.nda.nga.n sosia.l ma.sya.ra.ka.t ya.ng semestinya . 

mempertimba.ngka.n perlindunga.n hukum terha .da.p la.ha.n 

perkebuna.n ya.ng dimiliki juga . diperluka.n pa.da. sa.a.t ini 

untuk memperta .ha.nka.n da.n perlindunga.n la.ha.n 

perkebuna.n untuk regenera .si ya.ng a.ka.n da.ta.ng.  

Mengutip ha.sil wa.wa.nca.ra. denga.n ba.pa.k A.nis 

sela.ku ma.sya .ra.ka.t loka.l Desa. Ba.tu Junggul.110 Kebija.ka.n 

progra.m na.siona.l kepa.da. ma.sya.ra.ka.t ya.ng dila.kuka .n 

pengukura.n la.ha.n sepertinya. belum terla .lu penting 

a.pa.la.gi membutuhka .n bia.ya. a.ngga.ra.n ya.ng cukup besa.r 

da.ri kegia.ta.nya. seda.ngka.n keperoleha .n la.ha.n perkebuna .n 

tersebut ha.mpir seba.gia.n da.ri wa.risa.n leluhur ka .mi. 

Da.la.m ha.l ini perlunya . upa.ya. da.ri pemerinta .h untuk 

memberika.n pema.ha.ma.n kepa.da. ma.sya .ra.ka.t untuk ikut 

                                                             
109Lihat Wawancara dengan Usman Amd.keb, Kepala Desa Muara 

Pinang, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Senin, Tanggal 07 April 2025, 

Waktu 10:50 wib 
110Lihat Wawancara dengan Anis, masyarakat desa Batu Junggul, 

Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari minggu, tanggal 06 April 2025, Waktu 

19:40 Wib 
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menda.fta.rka.n ta.na.hnya . a.ga.r dila.kua.ka.n pengukura.n 

seba.ga.ima.na. a.ma.na.t unda.ng – unda.ng. 

 Sehingga., penulis menga.na.lisis perma.sla.ha.n di 

da.la.m ma.sla.ha.h mursa.la.h a.da.la .h hubunga.n a.nta.ra. 

sesua.tu ya.ng dipa.nda.ng ba.ik oleh a.ka.l seha.t ka.rena . 

menda.ta.ngka.n keba.ika.n da.n menghinda.rka.n kerusa.ka.n 

pa.da. ma.nusia., seja.la.n denga.n tujua .n sya.ra. terha.da.p sua.tu 

kebija.ka.n pera.tura.n. Oleh ka .rena. itu, di da.la.m ma.sla.ha.h 

mursa.la.h memba.ta.si penga.tura.n da.n perunda.ng-

unda.nga.n ya.ng dituntut oleh ihwa.l kenega.ra.a.n da.ri segi 

peresua.ia.n denga.n prinsip-prinsip a.ga.ma. da.n merupa.ka .n 

rea.lisa.si kema.sla.ha.ta.n ma.nusia . serta. kebutuha.nya..111   

Korela.si a.nta.ra. pera.tura.n menteri A.gra.ria. Da.n Ta.ta . 

Rua.ng/Kepa.la. Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l Nomor 04 

Ta.hun 2015 ia.la.h dima.na. prinsip da.ri ma.sla.ha.h mursa.la .h 

ya.ng menguta.ma.ka.n kema.sla.ha.ta.n ma.nusia. untuk 

mencipta.ka.n kea.dila.n, keseja.htera.a.n, da.n keberla .njuta.n 

da.la.m pengelola .a.n sumber da.ya. a.la.m berupa. ta.na.h. 

Implementa .si pera.tura.n menteri a .gra.ria. da.n ta.ta. 

rua.ng/kepa.la. ba.da.n perta.na.ha.n na.siona.l nomor 04 ta .hun 

2015 tenta.ng Progra.m Na.siona.l (Prona.) ta.na.h jika. diliha .t 

da.ri ma.sla.ha.h mursa.la.h ya.ng dipenga.ruhi seba.ga .i 

berikut : 

1) Kura.ngnya. Penyosia.lisa.sia.n Pera.tura.n  

                                                             
111 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat 

Dalam Rambu-Rambu Syari‟ah (Jakarta: Kencana, 2003).47 
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     Pera.tura.n ya.ng tela.h dira.nca.ng da.n diterbitka.n 

oleh pemerinta .h seha.rusnya. dila.kuka.n sosia.lisa.si 

terlebih da.hulu, da.la.m ha.l memberika.n eduka.si da.n 

pema.ha.ma .n ya.ng ba.ik kepa.da. ma.sya.ra.ka.t terka.it 

sua.tu kebija.ka.n, ha.l ini tida.k tercermin da .la .m 

ma.sa.la.h ya.ng penulis temui dila .pa.nga.n ba.nya.k 

kebija.ka.n tida.k meliba .tka.n ma.sya .rka.t da.la .m 

perea.lisa.sia.nya.. ta.k hera.n jika. terda.pa.t pera.tura.n 

ya.ng tida.k sepenuha.nya. menyentuh ke ma .sya.ra.ka.t. 

2) Kura.ngnya. Penga.wa.sa.n Terha.da.p A.tura.n ya.ng 

dija.la.nka.n terka.it Lega.lisa.si Perta .na.ha.n 

     Pera.tura.n ya.ng tela.h dibentuk da .n disa.hka.n 

ha.rusla.h ditera.pka.n seca.ra. optima.l da.la.m kehidupa.n 

ma.sya.ra.ka.t sesua.i denga.n kebija .ka.n ya.ng berla.ku. 

A.tura.n ya.ng ditera.pka.n ha.rus dila .kuka.n 

penga.wa.sa.n seca.ra. ba.ik a.ga.r berja.la.n sesua.i denga.n 

mestinya . serta. konsistensi denga .n ja.ngka. wa.ktu 

ya.ng tela.h dita.rgetka.n, Sehingga. ha .l ini da.pa.t 

diketa.hui tingka.t keberha.sila.n ma.upun kega.ga.la.n 

da.ri sua.tu a.tura.n guna. menca.pa.i ha.sil ma.ksima.l . 

3) Distibusi Kuota. Sertifika.t ya.ng Terba.ta.s kepa.da. 

ma.sya.ra.ka.t 

     Berda.sa.rka.n kua.ntita.s jumla.h desa. penerima . 

kuota. progra.m Prona. a.ka.n sa.nga.t berpenga.ruh 

terha.da.p perma.sa.la.ha.n ya.ng seda.ng terja.di. 

Ketersedia.a.n kuota. progra.m ini a.pa.bila. disa.lurka.n 
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seca.ra. mera.ta. a.ka.n ja.uh memberika .n ra.sa. kea.dila.n 

da.n keterma.nfa.a.ta.n terha.da.p penyertifika.ta.n la.ha.n, 

guna. menga.ta.si kesenja.nga.n sosia.l di tenga.h-tenga.h 

ma.sya.ra.ka.t. Sehingga. da.la.m a.spek tinja.ua.n 

ma.sla.ha.h mursa.la.h meleta.ka.n kea.dila.n ba.gi seluruh 

la.pisa.n ma.sya.ra.ka.t seca.ra. ma.ssa.l da .n menyeluruh 

a.ta.s sua.tu kebija.ka.n. 

4) Ja.ngka. wa.ktu (Periodesa .si) a.tura.n ya.ng tida.k 

memenuhi ta .rget  

     Pela.ksa.na.a.n Prona. dila.ksa.na.ka .n seca.ra. cepa.t, 

mura.h da.n ma.ssa.l kepa.da. ma.sya.ra.ka.t denga.n wa.ktu 

ya.ng terba.ts terha.da.p a.tura.nya., ha.l ini dida.pa.ti 

ba.hwa . implementa.si ya.ng sering ka .li tida.k 

konsisten di berba .ga.i da.era.h dita.mba.h ja.ngka. wa.ktu 

(periodesa.si) ya.ng terba.ta.s menja.dika.n ta.rget prona . 

tida.k sepenuhnya. terselesa.ika.n. A.kiba.tnya., ba.nya.k 

wila.ya.h ya.ng mela.ksa.na.ka.n perinta.h pera.tura.n 

menteri a .gra.ria. tersebut da.la.m menga.ta.si 

perma.sa.la.ha.n perta.na.ha.n ya.ng seda.ng terja.di seca.ra. 

menyeluruh. 

 

Sehingga., da.la.m ha.l ini penulis juga. menga.itka.n ke-

empa.t a.la.sa.n dia.ta.s denga.n prinsip-prinsip ma .sla.ha.h 

mursa.la.h ya.ng dijela.ska.n sebelumnya ., ba.hwa. Hukum 

dirumuska.n untuk mewujudka .n da.n memeliha.ra . 

kema.sla.ha.ta.n ma.nusia .. Bera.ngka .t da.ri ha.l itu ba.nya .k 
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ma.sya.ra.ka.t belum tersentuh a .da.nya. progra.m prona. ya.ng 

ma.na. seja .tinya. ma.sla.ha.h mursa.la .h ha.rusla.h seja.la.n 

denga.n tujua.n sya.ra. terha.da.p sua.tu kebija.ka.n pera.tura.n. 

Oleh ka.rena. itu, kema.sla.ha.ta.n ma.nusia. menja.di a.spek 

terpenting da.ri kehidupa.n sa.a.t ini da.la.m rua.ng lingkup 

unda.ng-unda.ng A.gra.ria. (UUPA.) denga.n ha.ra.pa.n da.pa.t 

dieva.lua.si kemba.li. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Ha.sil a.na.lisis ya.ng tela.h dila.kuka.n oleh peneliti untuk 

menja.wa.b peta.nya.a.n da.ri rumusa .n ma.sa.la.h ya.ng tela.h 

dima.sukka.n da.la.m ba.b I ma.ka. ja.wa.ba.n da.ri rumusa.n ma.sa.la .h 

a.ta.s rumusa.n ma.sa.la.h da.n juga. simpula.n da.ri judul penelitia .n 

ya.itu “Implementa .si Pera.tura.n Menteri A.gra.ria. da.n Ta.ta. 

Rua.ng/Kepa.la. Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l Nomor 04 Ta .hun 

2015 Tenta.ng Progra.m Na.siona.l ta.na.h Ditinja.u da.ri Ma.sla .ha.h 

Mursa.la.h” (Studi Ka .sus Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng ka.bupa.ten 

empa.t la.wa.ng): 

1. Berda.sa.rka.n ha.sil penelitia .n ya.ng tela.h dila.kuka.n da.pa.t 

disimpulka.n ba.hwa. Implementa .si Pera.tura.n Menteri 

A.gra.ria. da.n Ta.ta. Rua.ng/Kepa.la. Ba.da.n Perta.na.ha .n 

Na.siona.l Nomor 04 Ta.hun 2015 Tenta .ng Progra.m 

Na.siona.l ta.na.h di Keca.ma.ta.n Mua.ra. Pina.ng da.la .m 

pela.ksa.na.a.nnya . belum terea .lisa.si seca.ra. optima.l, ha.l ini 

dipenga.ruhi oleh periodesa .si a.tura.n ya.ng singka.t ya.ng 

ha.nya. berla.ku sa.tu ta.hun, a.ngka. ca.pa.ia.n ta.rget bpn/a.tr 

ka.bupa.ten empa.t la.wa.ng ya.ng belum memenuhi ta .rget 

na.siona.l, kuota. distribusi sertifika .t prona. ta.na.h ya.ng 

terba.ta.s hingga. tingka.t kepa.tuha.n pemerinta.h setempa.t 

ya.ng kura.ng untuk menja .la.nka.n a.tura.n seringka.li 

menga.la.mi bentura.n terha.da.p a.tura.nya..  
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2. Pela.ksa.na.a.n Prona. ta.na.h prinsip-prinsip ma .sla.ha.h 

mursa.la.h `dirumuska.n untuk mewujudka .n da .n 

memeliha.ra. kema.sla .ha.ta.n ma.nusia.. Bera.ngka.t da.ri ha.l itu 

ba.nya.k ma.sya.ra.ka.t belum tersentuh a .da.nya. progra.m 

prona. ya.ng ma.na. seja.tinya. ma.sla.ha.h mursa.la.h ha.rusla .h 

seja.la.n denga.n tujua.n sya.ra. terha.da.p sua.tu kebija.ka .n 

pera.tura.n. Oleh ka .rena. itu, kema.sla.ha.ta.n ma.nusia. menja.di 

a.spek terpenting da .ri kehidupa.n sa.a.t ini da.la.m rua.ng 

lingkup unda.ng-unda.ng A.gra.ria. (UUPA.) denga.n ha.ra.pa .n 

da.pa.t dieva.lua.si kemba.li. 

 

B. Saran 

Sa.ra.n ya.ng diberika.n berda.sa.rka.n ha.sil da .ri penelitia .n 

ya.ng dila .kuka.n oleh peneliti ya .itu seba.ga.i berikut:  

1. Diha.ra.pka.n kepa.da. pemerinta.h ka.bupa.ten empa.t la.wa.ng 

ma.mpu memberika .n perha.tia.n khusus kepa .da . 

ma.sya.ra.ka.t terha.da.p kepa.stia.n hukum perta.na.ha.n di 

bida.ng perta.nia.n/perkebuna.n mereka., da.la .m 

menda.pa.tka.n sura.t ha.k milik (SHM) berupa . sertifika.t  

da.ri pela.ksa.na.a.n progra.m na.siona.l perta.na.ha.n. Denga .n 

a.da.nya . sertifika.t da.ri Pela.ksa.na.a.n Progra.m na.siona .l 

(Prona.) ta.na.h diha.ra.pa.ka.n ma.sya.ra.ka.t ma.mpu menja.ga . 

da.n mengola.h ta.na.h kebun mereka. denga.n ba.ik. 

2. Diha.ra.pka.n denga.n a.da.nya. skripsi ini ma .mpu 

memberika.n ha.ra.pa.n pemenuha.n da.n pengeta.hua.n ba.ru 

ba.gi ma.sya .ra.ka.t tenta.ng ha.k-ha.k ya.ng diperoleh, serta . 
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diha.ra.pka.n ma.mpu memberika.n penjela.sa.n terka.it 

informa.si denga.n kea.da.a.n sebena.rnya. ya.ng diha.da.pi 

oleh ma.sya.ra.ka.t. da.n memberika.n perha.tia.n khusus 

kepa.da. Ba.da.n Perta.na.ha.n Na.siona.l Ka.bupa.ten Empa.t 

La.wa.ng untuk da.pa.t berkordina.si denga.n pemerinta .h 

desa./kelura.ha.n setempa.t terka.it perma.sa.la.ha .n 

perta.na.ha.n ya.ng seda.ng terja.di, untuk mema .stika.n 

pemenuha.n ha.k-ha.k ma.sya.ra.ka.t. 
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